PROGRAM KERJA

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2019

@ psma.kemdikbud.go.id o direktorat.psma O direktorat.psma direktorat.psma o direktorat.psma



TIM PENYUSUN

PROGRAM KERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2019

Diterbitkan

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pengarah

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Penanggung Jawab
Suhadi, S.Pd, MT
Koordinator dan Editor

Suharlan, SH, MM
Dra. Hastuti Mustikaningsih, MM
Dr. Juandanilsyah
Dr. Rakhmat Rakhmawan S, S.Pd, M.M

Tim Penyusun

1. Dra. Augustin Wardhani
2. Drs. Agus Salim
3.Jim Bar Pen, SH

4. Nurul Mahfudi, ST
5. Wiwiet Heriyanto, SP, MT
6. Uce Veriyanti, SE
7. Tin Suryani, S.Kom, ME
8. Muhammad Adji SN, ME




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah
SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya

kami dapat menyajikan Buku

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA
' Tahun Anggaran 2019 buku ini memuat
berbagai kebijakan, rencana strategis,

organisasi dan tata kerja, serta program dan

anggaran yang dikelola di lingkungan Direktorat

Pembinaan SMA.

Visi dan Misi Direktorat Pendidikan SMA diarahkan kepada usaha
untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan SMA, dengan
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga
negara Indonesia, terutama bagi siswa kurang beruntung untuk
mendapat layanan pendidikan bermutu. Usaha dan kerja keras tersebut
akan dilakukan secara terus menerus dan bertahap melalui
peningkatan kualitas layanan sekolah yang akan ditempuh, antara lain:
(1) penyediaan prasarana pembelajaran melalui Unit Sekolah Baru
(USB), serta meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA
dan meningkatkan kualitas sarana mutu melalui Peralatan TIK,
Program Indonesia Pintar (PIP), Sekolah Terbuka yang mendapatkan
Bantuan Operasional dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2)
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pengembangan
kurikulum; (3) pengembangan karakter dan kreatifitas siswa melalui
kompetisi keilmuan nasional-internasional, serta kompetisi olahraga

dan seni.

Buku Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran
2019ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan kerja

pelaksanaan program-program SMA, sekaligus menjadi salah satu

bahan masukan bagi mitra kerja kami diantaranya LPMP, Dinas




pendidikan provinsi, sekolah, dan instansi lainnya dalam merumuskan
kebijakan pengembangan pendidikan SMA. Ucapan terima kasih kami
sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya

Buku Program Kerja dan semoga bermanfaat.

IP. 19610404 198503 1 003
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa  sistem
pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi
pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global. Mengacu pada Visi
Pendidikan Nasional 2025, yaitu ”“Menghasilkan Insan
Indonesia Cerdas dan Kompetitif” atau Insan Kamil /Paripurna,
maka tema pembangunan pendidikan periode 2015-2019
difokuskan pada peningkatkan kualitas pendidikan nasional
dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia

yang unggul dan kompetitif di tingkat regional.

Strategi dan kebijakan untuk memenuhi amanat Undang-
Undang tersebut diwujudkan dalam sebuah Rencana Strategis
(Renstra) Pembangunan Pendidikan Kebudayaan Tahun 2015-
2019 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Berdasarkan
hasil analisis kondisi pendidikan nasional telah ditetapkan Visi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan
Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong

Royong”

Berdasarkan Visi Kemdikbud tersebut, maka disusun
Indikator Kegiatan Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019, Target Kinerja
Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2015-2019 dan Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2010-

2014. Dalam pelaksanaan kebijakan dan program




pembangunan pendidikan SMA, Direktorat Pembinaan SMA
selalu mengacu pada usaha untuk mencapai Target Kinerja
Pembangunan Pendidikan SMA dan meningkatkan kinerja

melalui pencapaian target IKK Direktorat Pembinaan SMA.

Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2019
memberikan gambaran tentang deskripsi program-program
pembangunan pendidikan SMA dalam usaha untuk mencapai
Target Kinerja Pembangunan Pendidikan SMA dan target IKK
Direktorat Pembinaan SMA.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Buku Program Kerja

Direktorat Pembinaan SMA ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—
2025;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;

Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 Tentang
Penguatan Pendidikan Karakter;

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tanggal 22
Maret 2018, Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34
Tahun 2006, Tentang Pembinaan Peserta Didik Yang
Memiliki Potensi Cerdas;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 39
Tahun 2008, Tentang Pembinaan Kesiswaan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80
tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal,;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Renstra Kemdikbud Tahun 2015-
2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016,

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah Pada Kementerian Negara Atau Lembaga.




21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2019Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah Reguler;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2019, Tentang Penguatan Karakter Disatuan
Pendidikan.

24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;

25. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tahun 2015-2019;

26. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Atas tahun 2015-2019;

27. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan
SMA nomor SP DIPA-023.03.1.419514/2018 tanggal 5
Desember 2018.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka mencapai target program prioritas bidang
pendidikan yang ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SMA
menyesuaikan struktur organisasi dan penganggaran
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk
mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat

Pembinaan SMA berdasarkan Peraturan Meneteri Pendidikan




dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara umum, tugas dari Direktorat Pembinaan SMA adalah
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pembinaan SMA

menyelengarakan fungsinya sebagai berikut:
1. Penyiapan perumusan kebijakan

2. di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,

pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;

3. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,

pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;

4. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik

sekolah menengah atas;

5. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah

menengah atas;

6. Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama
penyelenggaraan sekolah menengah atas  yang
diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga
asing;

7. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah

menengah atas;

8. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,

pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;

9. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,

pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;




10. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum,
peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata

kelola sekolah menengah atas; dan

11. Pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan SMA.

D. ORGANISASI PELAKSANA

Secara organisasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Atas terdiri atas 4 (empat) sub direktorat, 8 (delapan) seksi dan
dan 1 (satu) sub bagian. Rincian detail organisasi tersebut

adalah sebagai berikut:

Drs. Purwadi Susanto, M Si
Direkiur Pembinaan SMA

Kosubdil. Frogram & Evaluosi
Suhadis.Pd. M1

[ kelompok Jabatan Fungsional |

Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA

1. Subdit Program dan Evaluasi

Subdit program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan,

program dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran




serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan
anggaran, dan pelaporan Direktorat. Sub Direktorat

Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Programmempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan kebijakan,
pengumpulan, pengolahan, penyajian, data dan
informasi, dan penyusunan program, kegiatan dan
anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan sekolah

menengah atas.

b. Seksi Evaluasimempunyai tugas melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program,
kegiatan, dan anggaran Direktorat dan pelaksanaan
fasilitasi pendanaan  sekolah  menengah  atas,
penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama
di bidang pembinaan sekolah menengah atas, dan

penyusunan laporan Direktorat.
2. Subdit Kurikulum

Subdit Kurikulum mempunyai tugas untuk melaksanakan
penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu di bidang
kurikulum sekolah menengah atas. Sub Direktorat

Kurikulum terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Pembelajaranmempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,
kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang

pembelajaran sekolah menengah atas.

b. Seksi Penilaianmempunyai tugas melakukan

penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan




pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,
kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi
penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang

penilaian sekolah menengah atas.
3. Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai
tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar,
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi,
pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah
menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara
asing dan satuan pendidikan kerja sama yang
diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga
pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana dan prasarana,
tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan
sarana prasarana sekolah menengah atas. Sub Direktorat
Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri dari 2 seksi,

yaitu:

a. Seksi Kelembagaanmempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,
kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan
pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas
yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan
satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh
lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia,
fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di

bidang tata kelola sekolah menengah atas.

b. Seksi Sarana dan Prasaranamempunyai tugas

melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi,

dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,




kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana
prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan laporan

di bidang sarana dan prasarana menengah atas.
4. Subdit Peserta Didik

Subdit Peserta Didik mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi,
dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,
kriteria, bimbingan teknis dan supervisi dibidang peserta
didik sekolah menengah atas. Sub Direktorat Kelembagaan

dan Peserta Didik terdiri dari 2 seksi, yaitu:

a. Seksi Bakat dan Prestasimempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,
kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan
laporan di bidang bakat dan prestasi peserta didik

sekolah menengah atas.

b. Seksi Kepribadianmempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur,
kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan
laporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan
karakter dan kepribadian peserta didik sekolah

menengah atas.
5. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk urusan

persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara,

dan kerumahtanggaan Direktorat.




E. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Direktorat Pembinaan SMA mempunyai 18 Indikator Kinerja (IKK).
Dari 16 Indikator kinerja, 1 Indikator Kinerja yang tidak
dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA yaitu IKK Jumlah
siswa SMA penerima BOS SM, karena sudah langsung transfer ke
daerah dari kementerian Keuangan Kepada 34 Provinsi melalui DAK
non fisik. Sedangkan 16 IKK dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan SMA dan 34 Provinsi melalui dana Dekonsentasi.
Capaian IKK yang telah dilaksanakan adalah 10 indikator kinerja
yang telah melampui target, 7 indikator kinerja yang tercapai
100%.Tabel di bawah ini menunjukan Pencapaian Target IKK Dit.
PSMA tahun 2018.

Capaian Kinerja 2018
Target Kinerja Realisasi %

Indikator Kinerja

SK 3.5627.1 Tercapainya
Perluasan dan
Pemerataan Akses
Pendidikan SMA
Bermutu,
Berkesetaraan
Jender, dan Relevan
dengan Kebutuhan
Masyarakat, di
Semua Kabupaten
dan Kota

IKK 3.5627.2 Jumlah RKB SMA Ruang 1,624 1,728 | 105,79%
yang dibangun
IKK Jumlah unit SMA baru | Unit 18 20 111,1%
3.5627.3 yang dibangun

IKK 3.5627.4 Pembangunan Unit 1,756 1,804 102,7%
Prasarana

Pembelajaran SMA
IKK Rehabilitasi Ruang Paket 3,741 3,749 100,2%
3. 5627.5 Pembelajaran SMA

IKK Pengadaan Sarana Paket 2,432 2,432 100,0%
3.5627.6 Pembelajaran SMA

IKK Jumlah SMA yang Sekolah 8,012 8,012 100%
3.5627.7 menerapkan
kurikulum yang
ditetapkan oleh
pemerintah

IKK Jumlah bahan ajar Modul 19 25 132%
3.5627.8 SMA yang disusun
IKK 3. 5627.9 Jumlah SMA yang Sekolah 13.353 13.775 103.2%
menerapkan standar
penilaian pendidikan
IKK 3. 10 Jumlah SMA Rujukan | Sekolah 650 650 100,0%




Capaian Kinerja 2018

Indikator Kinerja
Target Kinerja Realisasi %
IKK 3. 11 Jumlah SMA yang Sekolah 204 204 100,0%
melakukan
pembelajaran
kewirausahaan
IKK 3. 12 Jumlah siswa SMA Bidang 3,346 3,346 | 111.70%
yang mengikuti
lomba/olimpiade,
festival, debat, dan
unjuk prestasi tingkat
nasional dan
Internasional

IKK 3. 13 Jumlah siswa SMA Siswa 3,078 3,089 100,4%
yang memperoleh
beasiswa

IKK 3. 14 Jumlah Sekolah SMA | Sekolah 5,000 5,000 100,0%
yang menerapkan
pendidikan karakter

IKK Jumlah SMA yang Sekolah 3,337 3,602 107,9%
3.5627.15 menerapkan
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)

IKK Program UKS dan Sekolah 285 285 100 %
3.5627.16 Sanitasi sekolah
(Jumlah sekolah yang
melaksanakan UK dan
sanitasi sekolah)

SK 3.5627.2 Tersedianya bantuan
pendidikan bagi
siswa SMA dari
keluarga miskin

IKK Jumlah siswa SMA Sekolah 1,367,5 | 1,561,7021 110,9%
3.5627.2.1 penerima bantuan 59
melalui KIP

SK Menguatnya tata
3.5627.3 kelola dan sistem
pengendalian
manajemen di
Direktorat SMA
IKK Jumlah Satker yang Satker 35 35 100,0%
3.5627.3.1 Mendapat Dukungan
Manajemen dan
Layanan Teknis SMA

Hasil yang telah dicapai sepanjang tahun 2018 tentunya tidak
terlepas dari beberapa faktor penunjang ataupun pendukung
keberhasilan yang berperan dalam ketercapaian program. Faktor-

faktor tersebut diantaranya adalah:

a. Penjadwalan pogram kerja (proker) yang akan dilaksanakan di
tahun 2018 sebagai acuan subdit-subdit dalam pelaksanaan

kegiatan. Meskipun terdapat perubahan alokasi dipa

dipertengahan tahun, Direktorat PSMA segera melaksanakan




evaluasi dan melaksanakan penjadwalan revisi agar tidak

mengganggu kinerja.

b. Penyusunan Lokus bantuan sosial dan bantuan pemerintah,
yang bersumber dari Dapodikmen dan Pemangku Kepentingan

yang disalurkan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

c. Direktorat Pembinaan Sekolah Menegah Atas dalam rangka
mengomtimalkan  pelaksanaan  program 2018  selalu
berkoordinasi secara berkala baik dengan satker-satker pusat
maupun satker provinsi, serta melakukan supervisi dan
monitoring terhadap program yang telah dilaksanakan sebagai
bahan masukan dan perbaikan program-program Direktorat

Pembinaan SMA di tahun yang akan datang.

F. ISU ISU STRATEGIS
Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2019
menunjukkan keberhasilan yang nyata, namun masih terdapat
banyak permasalahan penting yang akan dihadapi pada periode
tahun 2015- 2019.Analisis lingkungan strategis dibutuhkan
untuk menggambarkan berbagai isu isu strategis di lingkungan
pendidikan SMA yang patut diperhatikan sebagai acuan dalam
pembangunan pendidikan SMA, Yaitu :
1. Akses daya Tampung;

Kerusakan sarana belajar;

Kekurangan peralatan pendidikan;

Biaya pendidikan tinggi;

U

Mutu pembelajaran belum maksimal dan merata, bahan
ajar dan guru,;

Pendidikan SMA belum bias bersaing secara global;
Disparitas pendidikan antar daerah;

Peningkatan karakter/pencegahan kekerasan

0 N o

Pemerataan kualitas pendidikan melalui sistem pendidikan

zonasi




10. Penguatan sistem perbukuan dan penguatan literasi







BAB II

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 2015-2019

Pembangunan pendidikan saat ini dilaksanakan dengan mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah
menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka
Panjang (RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah
Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan
Kamil/Paripurna), Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang
cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional,
cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Untuk mewujudkan fokus pembangunan pendidikan tersebut,
maka didalam RPJMN Periode ke III Tahun 2015-2019 telah
ditetapkan prioritas dan program aksi pembangunan pendidikan
nasional, yakni: Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas,
terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan
hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter
bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan
demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung
keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan
kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja atau
kewirausahaan dan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.
Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan
gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan
melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi
terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan

proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya




keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya
tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan
dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.Selain itu,
cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada
pendidikantransformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai
motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju
masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti
oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu
perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang
berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang
mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.
Dengan mengacu kepada Nawa Cita, memperhatikan Visi 2025,
serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, maka
ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015
- 2019 adalah :

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan
Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong
Royong”

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2015 - 2019,maka ditetapkan
5 (lima) Misi yang merupakan rumusan umum dari upaya-upaya
pencapaiannya. Misi tersebut adalah:

M1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaanyang Kuat;
M2. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata

M3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu

M4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan
Bahasa

MS. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan
Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015-2019 dapat dimaknai sebagai
berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat

adalah menguatkan




siswa, guru, kepala sekolah, orangtua dan pemimpin institusi
pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan
pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan
kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan
perilaku yang mandiri dan berkepribadian;

. Mewujudkan akses yang meluas dan merata adalah
mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan
ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya
bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayahterdepan,
terluar, dan tertinggal (37T);

. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan
mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan;
serta fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan
mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman
akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi;

. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan
bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter
bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan
bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia
yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral dan
gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia
yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni
dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada
produk-produk dalam negeri; serta d) melestarikan,
mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk
di antaranya budaya maritim dan kepulauan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat;

. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas
birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan
pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan

yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu

penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah,




mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di
tingkat nasional serta mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang
menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi

mental. Penerapannya terintegrasi pada pengelolaan pendidikan

yangmencakup tujuh jalan revolusi mental, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia
mandiri dan berkepribadian,;

2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan
mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam
berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan
potensi anak;

3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan
untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;

4. Memberi kepercayaan besarkepada kepala sekolah dan guru
untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar
anak nyaman belajar;

5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses
pembelajaran dan tumbuh kembang anak;

6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang
melayani wargasekolah;

7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi
pendampingandan pengawasan yang efektif.

Sejalan dengan semangat integrasi antara unit kerja di dalam

KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Visi dan Misi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan visi dan misi

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan

Direktorat Pembinaan SMA.

A. SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Direktorat Pembinaan SMA menyusun arah kebijakan dan strategi

dalam pembangunan pencapaian sasaran strategis Direktorat

Pembinaan SMA tahun 2015-2019 sebagai berikut:




1. Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan SMA dicirikan

dengan:

a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas
dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang
berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik

untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita.5).

b. Peningkatan ketersediaan SMA di kecamatan-kecamatan
yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui
pembangunan USB, dan terutama penambahan RKB, dan

pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap.

2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA

dicirikan dengan:

a. Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu
untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada

pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;

b. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin
kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan

pendidikan yang berkualitas.

3. Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan

SMA dicirikan dengan:

a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas
dan meningkatkan akses pendidikan SMA yang berkualitas
untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk

memenuhi kebutuhan pasar kerja (Nawacita.5), melalui:

1) Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan

pendidikan SMA yang berkualitas.

2) Penilaian terhadap sekolah/madrasah swasta secara

komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk

pengembangannya.




3) Penguatan kompetensi keahlian di SMA untuk bidang-
bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan

bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;

b. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan

pendidikan (Nawacita 5) melalui:

1) Penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai
upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas
pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan

antardaerah.

2) Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan

negeri dan swasta.

c. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya (Nawacita 5)

melalui:

1) Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan
abad ke 21;

2) Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang
secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan

kecerdasan individu;

3) Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum

secara baik;

4) Evaluasi  pelaksanaan  kurikulum  secara  ketat,

komprehensif, dan berkelanjutan;

5) Peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan
untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik

pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;

6) Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan

pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas

pembelajaran;




7) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek

pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;

8) Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online
untuk membangun jaringan pertukaran materi pembela-

jaran dan penilaian antar guru,;

9) Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika,
dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan
dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat,

yang dilakukan secara responsif gender;

10) Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti
perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap
lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi
seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap
mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat
Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang

kewirausahaan.

d. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif

dan kredibel (Nawacita.5) melalui:

1) Peningkatan  sistem  penilaian pendidikan yang

komprehensif;

2) Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian

hasil belajar siswa;

3) Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan

kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;

4) Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan

kualitas pembelajaran secara berkesinambungan,;

5) Pemanfaatan hasil wujian wuntuk pemantauan dan

peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;




6)

Penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen
dan kredibel; serta Pengembangan sumberdaya lembaga

penilaian pendidikan di pusat dan daerah.

e. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah (Nawacita

8) untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-

nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman

sosial budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak

sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga

negara yang baik (good citizen), melalui:

1)

4)

5)

Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke
dalam mata pelajaran yang relevan yaitu: PKN, IPS
(sejarah, geografi, sosiologi/antropologi), Bahasa

Indonesia;

Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak wusia
sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk
memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian
peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter

yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran,

Peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam
pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman
ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama,
menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta
menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran
dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang

berbeda;

pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam
rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di
sekolah;

penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-

anak berkebutuhan khusus.




f. Meningkatkan pemasyarakatan budaya produksi (Nawacita

8), melalui:

1) Peningkatan pemahaman bahwa konsumsi yang

berlebihan (excessive consumption) tidak baik;

2) Penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan
barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri baik melalui
jalur pendidikan maupun melalui pemasyarakatan
sehingga terbangun budaya swadesi dengan sebutan

populer Do It Yourself (DIY).

g. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi (Nawacita 8)

melalui:

1) Pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru antara
lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan

berbagai penghargaan sosial lainnya;

2) Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak dari
setiap kejadian (randomness nature of event) agar
terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian
yang tidak terduga termasuk efek negatifnya (calculated

risk) yang pada akhirnya meningkatkan daya kreasi.

3) Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas dan
yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif antara lain ke

dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.

h. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan
pendidikan SMA dicirikan dengan: Melaksanakan Wajib
Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan
akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat

ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan

pasar kerja (Nawacita 5), melalui:




1) Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah
terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa

mengikuti pendidikan reguler.

. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan
pendidikan SMA dicirikan dengan: Melaksanakan Wajib
Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan
akses pendidikan SMA yang berkualitas untuk mempercepat
ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan

pasar kerja (Nawacita 5), melalui:

1) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya
pendidikan menengah untuk mendorong kemauan
orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih
tinggi.

2) Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial
untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas

magang.

. Meningkatkan Keakuratan layanan pendataan dan

akuntabiltas tata kelola pendidikan SMA dicirikan dengan:

1) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan
memperluas dan meningkatkan akses pendidikan SMA
yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM
terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja

(Nawacita.5), melalui:

a) Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan

sekolah/ madrasah baru.

b) Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan
mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam
membantu sekolah /madrasah swasta dan

akuntabilitas = sekolah/madrasah swasta dalam

penggunaan bantuan pemerintah.




2) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance)
pelayanan pendidikan (Nawacita 5), melalui: Peningkatan
kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan

pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.

i. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, (Nawacita

5), melalui:

1) Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh
pemerintah kabupaten/kota maupun oleh
sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat

dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;

2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan
memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan
beban mengajar termasuk melalui multigrade dan/atau

multisubject teaching;

j. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja
Pemerintahan (Nawacita 2), melalui Penerapan e-government
untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan
pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan

terintegrasi.
B. INDIKATOR KINERJA

Sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan misi tersebut, maka
Direktorat Pembinaan SMA menetapkan pentahapan untuk
mencapai misi tersebut melalui target kinerja. Berikut ini adalah
target kinerja Direktorat Pembinaan SMA yang Mendukung Target
Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah secara lebih rinci:

Tabel 2.1. Target IKP Direktorat Pembinaan SMA
Tahun 2015 -2019

TARGET

IKP 2015 ‘ 2016‘ 2017‘ 2018‘ 2019

Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan




TARGET

LEE 2015 2016 2017 2018 2019
IKP 1 APK SMA/SMK/SMLB (%) 75.82 76.68 79.08 80.51 82.18
Persentase kecamatan yang
IKp 2 | memiliki Minimal 1 Sekolah 76.6 82.5 88.3 94.2 100.0
Menengah

Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan
Jumlah siswa pada jenjang
pendidikan SMA penerima
IKP 3 | bantuan melalui Kartu
Indonesia Pintar

Angka siswa putus sekolah
IKP 4 | SMA (%)

1.367.559 |1.367.559 |1.367.559 |1.367.559 | 1.367.559

1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8%

Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan

SMA memenuhi akreditasi

KP 5 | minimal B 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0

Persentase Kabupaten/Kota
IKP ¢ | memiliki Minimal 1 Sekolah 29.4 49.9 70.5 90.0 100.0
Menengah Rujukan/Model

Rata-rata nilai sikap siswa
IKP 7 | SMA/SMLB minimal baik Baik Baik Baik Baik Baik
(pendidikan karakter)

Jumlah perolehan medali
tertimbang dari kompetisi

IKP 8 | internasional tingkat pendidikan
menengah

70 74 76 80 84

Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan

Rasio APK perempuan:laki-

IKP9 | ok di SMA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan

Lulusan SMP/MTs melanjutkan

IKP 10 | ke SMA dan SMK (%) 81.5 82.0 84.0 86.0 88.0

Meningkatkan Keakuratan layanan pendataan dan akuntabiltas tata kelola pendidikan

Data pendidikan SMA
IKp 11 | akurat, berkelanjutan, dan 85.0 87.0 89.0 92.0 95.0
terbarukan

1. Indikator kinerja kegiatan

Untuk mengukur ketercapaian Target Kinerja yang telah
ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal
ini ditujukan untuk mengukur ketercapaian dari Target Kinerja

yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Berikut ini adalah IKK

Direktorat Pembinaan SMA secara lebih rinci.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Direktorat Pembinaan SMA
Tahun 2015-2019




Kode

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator
(IKSS,IKP,IKK)

Sasaran

Target
2015 -2019

2015

2016

2017

2018

2019

SK 3.5627.1

Tercapainya
perluasan dan
pemerataan akses
pendidikan SMA
bermutu,
berkesetaraan
jender, dan relevan
dengan kebutuhan
masyarakat, di
semua kabupaten
dan kota

IKK 3.5627.1.1

Jumlah siswa SMA
penerima BOS SM

Siswa

4.312.407

4.459.072

4.563.345

4.592.928

4.714.841

IKK 3.5627.1.2

Jumlah RKB SMA
yang dibangun

Ruang

1.514

3.028

3.028

3.028

3.028

IKK 3.5627.1.3

Jumlah unit SMA
baru yang dibangun

Sekolah

60

103

103

103

103

IKK 3.5627.1.4

Pembangunan
prasarana
pembelajaran SMA

Sekolah

66

2.557

2.061

1.547

1.032

IKK 3.5627.1.5

Rehabilitasi ruang
pembelajaran SMA

Paket

131

1.600

5.271

2.958

2.958

IKK 3.5627.1.6

Pengadaan sarana
pembelajaran SMA

Paket

200

1.051

3.099

7.302

8.570

IKK 3.5627.1.7

Jumlah SMA yang
menerapkan
kurikulum yang
berlaku

Sekolah

12.704

13.459

13.494

13.597

13.700

IKK 3.5627.1.8

Jumlah bahan ajar
SMA yang disusun

Bahan
ajar

16

17

18

19

21

IKK 3.5627.1.9

Jumlah SMA yang
menerapkan standar
penilaian pendidikan

Sekolah

2.251

4.852

9.652

13.353

13.700

IKK 3.5627.1.10

Jumlah SMA rujukan

Sekolah

121

614

614

614

614

IKK 3.5627.1.11

Jumlah SMA yang
melakukan
pembelajaran
kewirausahaan

Sekolah

204

204

204

204

IKK 3.5627.1.12

Jumlah siswa SMA
yang mengikuti
lomba/olimpiade,
festival, debat,dan
unjuk prestasi
tingkat nasional dan
Internasional

siswa

3.094

3.094

3.094

3.094

3.094

IKK 3.5627.1.13

Jumlah siswa SMA
yang memperoleh
beasiswa

Siswa

10.757

2.942

2.942

2.942

2.942

IKK 3.5627.1.14

Jumlah Sekolah SMA
yang menerapkan
pendidikan karakter

Sekolah

12.704

13.459

13.494

13.597

13.700

IKK 3.5627.1.15

Jumlah SMA yang
menerapkan
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)

Sekolah

2.251

4.852

8.012

13.597

13.700




Kode

Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran
Kegiatan
(Output)/Indikator

Sasaran

Target
2015 -2019

2015

2016

2017

2018

(IKSS,IKP,IKK)

2019

IKK 3.5627.1.16

Program UKS dan
Sanitasi Sekolah
(jumlah sekolah yang
melaksanakan UK
dan Sanitasi
Sekolah)

sekolah - - _

285

SK .3.5627.2

Tersedianya
bantuan pendidikan
bagi siswa SMA dari
keluarga miskin

IKK.3.5627.2.1

Jumlah siswa SMA
penerima Kartu
Indonesia Pintar
(KIP)

Siswa 1.367.559 1.367.559 1.367.559

1.367.559

1.367.559

SK .3.5627.3

Menguatnya Tata
kelola dan sistem
pengendalian
manajemen di
SMA

IKK.3.5627.3.1

Jumlah Satker
yang Mendapat
Dukungan
Manajemen dan
Layanan Teknis
SMA

Layanan 35 35 35

35

C. Strategi Pembiayaan

Alokasi anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2019 adalah
sebesar Rp.2.169.011.490.000, Dari total alokasi anggaran
tersebut, dialokasikan anggaran untuk dana dekonsentrasi SMA
sebesar Rp.92,062,165,000, Dana dekonsentrasi dikelola oleh
Dinas Pendidikan di 34 Provinsi. Struktur anggaran Direktorat
Pembinaan SMA cukup banyak terkonsentrasi pada pemberian
bantuan ke sekolah. Bantuan yang diberikan terdiri dari akun
Belanja Sosial dan Belanja Barang dalam bentuk Bantuan
Pemerintah.  Berikut ini adalah ilustrasi mengenai struktur

anggaran Direktorat Pembinaan SMA pada Tahun 2019 secara lebih

rinci.

Tabel 3.1. Alokasi Anggaran 2019 Per Kegiatan




OUTPUT/SUBOUTPUT/ SASARAN
L1 KOMPONEN/SUB KOMPONEN VOL SAT AL G

Pusat 2.169.011.490.000

5627.013 Sekolah yang mendapatkan pembinaan | 650 Sekolah 74,582,665,000

5627.018 Sekolah yang mendapatkan pembinaan | 13,570 Sekolah 11,916,938,000
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

5627.019 Sekolah yang menerapkan kurikulum 13,570 Sekolah 47,073,623,000
dan model pembelajaran yang berlaku

5627.023 Sekolah Yang Mendapatkan Program 204 Sekolah 27,421,282,000
Keterampilan /Kewirausahaan

5627.002 Unit Sekolah Baru yang dibangun 8 Unit 38,861,054,000

5627.007 Sekolah yang direnovasi 100 Paket 54,350,824,000

5627.020 Sekolah yang mendapatkan peralatan 2,152 Paket 437,319,124,000
pendidikan

5627.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker | 3 Layanan 50,156,269,000

5627.001 Siswa yang mendapatkan Program 1,367,559 Siswa 1,196,154,909,000
Indonesia Pintar

5627.014 Siswa yang Mendapatkan Pendidikan 5,272 Siswa 23,798,365,000
Karakter Bangsa

5627.015 Siswa yang mendapatkan Beasiswa 3,078 Siswa 10,928,040,000
Bakat dan Berprestasi

5627.016 Siswa yang mengikuti lomba, festival, 3344 Siswa 47,999,539,000
dan olimpiade

5627.022 Sekolah yang melaksanakan Program 400 Sekolah 5,799,881,000
UKS

5627.951 Layanan Sarana dan Prasarana 1 Layanan 3,947,360,000
Internal

5627.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan 22,236,659,000
Dekonsentrasi 92,062,165,000

5627 PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH 2,169,011,490,000
ATAS

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran 2019 Per Jenis Belanja
No Jenis Belanja Alokasi (000)

Pusat

2,076,949,325

1 Belanja Pegawai 16,899,611
2 Belanja Barang 854,856,449
3 Belanja Modal 2,119,765
4 Belanja Sosial 1,203,073,500




Dekonsentrasi 92,062,165

1 Belanja Barang 92,062,165

Total Anggaran 2,169,011,490

Grafik 3.1 Persentase Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja
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Grafik 3.3 Distribusi Anggaran Direktorat Pembinaan SMA
Tahun 2019
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BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
TAHUN 2019

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam
memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera
dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015—2019, serta
memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional
dan sasaran strategis Kemendikbud pada periode itu. Arah
kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN
2015—2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan
pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, arah
kebijakan dan strategi Kemendikbud 2015—2019 dibagi menjadi
dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional
yang merupakan penugasan RPJMN 2015—2019, dan kedua
adalah arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Dalam rangka
mempertajam arah kebijakan dan strategi Kemendikbud
memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai
sasaran strategis Kemendikbud, yang pada akhirnya mencapai
sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi
berupa RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan
Perpres, Rancangan Inpres atau Rancangan Peraturan pimpinan
lembaga dituangkan dalam kerangka regulasi Kemendikbud 2015—
2019. Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi
pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kemendikbud, sesuai
dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur
sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka
kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi
struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur
sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan

strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud,

kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai




sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Kemendikbud 2015—2019

disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

A. SASARAN PRIORITAS NASIONAL

1. Rencana Kerja Direktorat Pembinaan SMA

Secara umum, tugas dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Atas dalam memenuhi sasaran prioritas nasional adalah
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
fasilitasi penerapan standar teknis di bidang Sekolah Menengah
Atas. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
Pembinaan SMA telah menyusun program pembangunan
pendidikan SMA yang ditujukan untuk dapat mencapai target IKK
Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 Direktorat
Pembinaan SMA telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.
2,169,011,490,000,- yang terdiri dari alokasi pusat sebesar Rp.
2,076,949,325,000,- dan dana dekonsentrasi sebesar Rp.
92,062,165,000,-. Alokasi anggaran tersebut ditujuan untuk dapat
mendukung program Direktorat Pembinaan SMA dalam mencapai
target IKK Tahun 2019. Berdasarkan alokasi anggaran yang dikelola
secara langsung oleh Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp.
2,169,011,490,000,- maka disusunlah rencana tindak (action plan)
dalam pelaksanaan program Tahun 2019. Berikut ini adalah
struktur anggaran dan rencana penyerapan anggaran Direktorat

Pembinaan SMA secara lebih detil yang telah tertuang dalam

Penetapan Kinerja 2019.




D. Tabel 4.1 Penetapan Kinerja Direktorat Pembinaan SMA
Tahun 2019

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan
Akses Pendidikan SMA Bermutu,

SK 3.1 Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan
Kebutuhan Masyarakat, di Semua
Kabupaten dan Kota

Jumlah unit SMA baru yang

IKK 3.3 dibangun 8 Unit
IKK 3.5 | Sekolah yang di Renovasi 100 Paket
KK 3.6 Pengadaan Sarana Pembelajaran 2,152 Paket
SMA
Jumlah SMA yang menerapkan
IKK 3.7 | kurikulum yang ditetapkan oleh 13,570 | Sekolah
pemerintah
KK 3.8 Jumlah bahan ajar SMA yang 19 Modul

disusun

Jumlah SMA yang
IKK 3.9 | menerapkan Manajemen Berbasis 13,570 | Sekolah
Sekolah (MBS)

gKi{O Jumlah SMA Rujukan 650 | Sekolah
IKK Jumlah SMA yang melakukan 204 | Sekolah
3.11 pembelajaran kewirausahaan
Jumlah siswa SMA yang
IKK mengikuti lomba/olimpiade,
festival, debat, dan unjuk 3,344 Siswa
3.12 . .
prestasi tingkat nasional dan
Internasional
IKK Jumlah siswa SMA yang 3,078 Siswa
3.13 memperoleh beasiswa
IKK Jumlah Siswa SMA yang .
3.14 menerapkan pendidikan karakter 5,272 Siswa
SK 3.2 Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa
' SMA dari keluarga miskin
IKK Jumlah siswa SMA penerima .
3.15 bantuan melalui KIP 1,367,559 Siswa
SK 3.3 Menguatnya tata kelola dan sistem

pengendalian manajemen di Direktorat SMA




Jumlah Satker yang Mendapat
IKK 3.16 Dukungan Manajemen dan 35
Layanan Teknis SMA

Satker

2.Sasaran Prioritas Kementerian/Lembaga

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kemdikbud melalui
Direktorat Pembinaan SMA bertanggung jawab dalam mencapai
sasaran-sasaran prioritas Kementerian/Lembaga sesuai dengan
kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain
bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis. Arah pembangunan dalam RPJMN 2015—2019
ialah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Kebijakan ini
selanjutnya dijabarkan dalam kerangka pembangunan yang dapat
memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan kuat, inklusif,
dan berkelanjutan.

Perekonomian Indonesia harus bertransformasi dari ekonomi yang
mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai barang
mentah, tenaga kerja murah dengan tingkat pendidikan yang
rendah dan kualitas iptek yang relatif rendah menjadi
perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, industri
pengolahan dan jasa yang didukung oleh manusia yang berkualitas,
dan mempunyai daya saing serta didukung kualitas iptek yang
terus meningkat. Kualitas iptek dan manusia yang diukur dengan
tingkat pendidikan merupakan faktor yang perlu diperhatikan
dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional ke depan.
Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan

pendidikan dan kebudayaan dipengaruhi oleh permasalahan pokok

dan tantangan yang dihadapi bangsa dalam lima tahun ke depan




dan kondisi lingkungan strategis. Permasalahan pokok bangsa yang
mendasar dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah
intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Lunturnya budaya
menghormati keragaman memupuk munculnya sikap-sikap
permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan di masyarakat
yang diperburuk dengan tergerusnya karakter bangsa akibat
kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat
telah melahirkan dunia tanpa batas yang merupakan ancaman bagi
pembangunan karakter bangsa. Adapun tantangan utama
pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam ke depan ialah:
(i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan
kesenjangan antarwilayah;

(ii) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang
efektif. Tantangan dalam peningkatan kualitas insan Indonesia dan
pengurangan kesenjangan antarwilayah dalam lima tahun ke depan
adalah sebagai berikut.

1. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah
mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat
untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam
memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan
meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan
menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi
pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan
antarjenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh
anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan
pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi
karakter bangsa, tantangan yang dihadapi ialah menjadikan proses
pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian
siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian

pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan

sistem penilaian dalam pendidikan;




2. Tantangan dalam memperkukuh karakter dan jati diri bangsa
dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta
meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya
bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat
positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi
budaya antardaerah dan diplomasi budaya antarnegara; serta

meningkatkan kualitas pelindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan warisan budaya.




BAB IV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN
SMA TAHUN 2019

Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran dan program Direktorat
Pembinaan SMA tersebut dilaksanakan oleh setiap Subdit dan
Subbag sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Berikut ini
adalah deskripsi program-program Direktorat Pembinaan SMA per

Subdit maupun per Subbag secara lebih rinci.

A. RENCANA DAN ANGGARANSUBDIT PROGRAM DANEVALUASI

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Subdit Program dan Evaluasi

2. Profil Anggaran Tahun 2019

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan,
program dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran serta
masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan

pelaporan Direktorat.




Anggaran di Subdit Program dan Evaluasi di tahun 2019 sebesar
Rp 42.805.305.000. Proses perencanaan program Pendidikan
Sekolah Menengah Atas berlangsung dalam kurun waktu yang
cukup lama dan melibatkan instansi/Kementerian lainnya
dalam proses perencanaan program. Beberapa instansi tersebut
adalah Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran dan
Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Komisi Pendidikan, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Alur proses
perencanaan itu sendiri ditentukan dan diatur dalam undang-
undang yang dikeluarkan DPR dan pemerintah. Sasaran dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan perencanaan
program/kegiatan pembinaan SMA untuk tahun anggaran

tahun 2019 baik di pusat maupun anggaran di provinsi.

ORAT PEVMBINARN ¢
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3. Rencana Kerja Subdit Program dan Evaluasi tahun 2019

Pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) tugas pokok yang akan
dilaksanakan oleh Subdirektorat Program dan Evaluasi yaitu

diantaranya:

1. melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja

Output Layanan Manajemen Satker (5627.970).

ITIEN 01KIASMEN




Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai

berikut:

a) Penajaman Renstra Direktorat PSMA

b)

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Renstra 2015-2019.
Untuk mengetahui ketercapaian terhadap Sasaran Strategis, IKU
dan IKK pada periode ini (2015-2019) dibutuhkan reviu
ketercapaian yang akan menjadi acuan dalam Program dan
kegiatan Dit. PSMA pada periode renstra 2020-2024. Kegiatan
ini dilaksanakan di luar kantor dengan melibatkan pegawai Dit.
PSMA dan berbagai pihak yang memiliki tugas dan fungsi yang
relevan dengan tujuan diadakannya kegiatan ini. Total peserta
yang mengikuti kegiatan ini adalah 30 Orang. Kegiatan akan
dilakukan sebanyak 2 tahap. Pada tahap pertama, akan
dilakukan analisis terhadap pencapaian renstra 2015 — 20109.
Selain itu akan diidentifikasi berbagai kendala dan masalah yang
menghambat pencapaian renstra 2015-2019. Hasil analisis yang
diperoleh akan dijadikan bahan materi pada kegiatan tahap
kedua. Pada kegiatan tahap kedua, akan disusun draft renstra
2019-2024. Penyusunan draft renstra tersebut akan
menyesuaikan dengan renstra Kemendikbud 2020 — 2024.

Penajaman Roadmap Peningkatan Mutu SMA Tahun 2025

Roadmap Peningkatan Mutu SMA Tahun 2025 merupakan
dokumen yang dikembangkan dari renstra Direktorat
Pembinaan SMA. Roadmap berisi capaian teknis dan langkah-
langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang telah
ditentukan di dalam renstra Direktorat Pembinaan SMA maupun
renstra Kemendikbud. Roadmap Dit. PSMA berisi kondisi
baseline yang dijadikan dasar penetapan program, target yang
akan dicapai pada tahun 2025, dan berbagai program terkait

pemerataan akses, peningkatan mutu, dan tata kelola SMA.

Roadmap ini menjadi panduan bagi penyusun kebijakan baik




pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam penyusunan program setiap tahunnya. Roadmap
peningkatan mutu SMA Tahun 2025 merupakan suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penajaman terhadap dokumen
roadmap yang telah disusun pada tahun 2019, persiapan bahan
koordinasi roadmap dengan dinas pendidikan provinsi, dan
koordinasi roadmap dengan pihak provinsi.

Penajaman roadmap akan dilakukan dengan mengolah dan
menganalisis hasil penyusunan draft roadmap yang telah
dilakukan oleh provinsi pada tahun 2018. Hasil analisis
kemudian digunakan sebagai bahan untuk merevisi dokumen
roadmap yang telah disusun. Dokumen roadmap yang telah
direvisi kemudian digunakan sebagai bahan dalam FGD yang
dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA. Melalui FGD ini,
Direktorat Pembinaan SMA mengundang berbagai unsur yang
terlibat mulai dari PDSPK, Setditjen Dikdasmen, Perguruan
Tinggi, dan Biro PKLN. Output yang ingin dicapai adalah
Direktorat Pembinaan SMA memperoleh masukan dari seluruh
peserta yang hadir sehingga kualitas dan kesesuaian dokumen
roadmap dapat ditingkatkan. Dokumen roadmap yang telah
melalui proses revisi dan FGD tersebut kemudian menjadi salah
satu bahan materi yang dibawa petugas Direktorat Pembinaan
SMA ke Dinas Pendidikan Provinsi. Langkah selanjutnya adalah
penyusunan bahan materi yang akan disampaikan oleh petugas
pada saat koordinasi roadmap peningkatan mutu SMA di
seluruh provinsi. Para petugas tersebut akan menjelaskan dan
berdiskusi dengan seluruh pihak di provinsi terkait roadmap ini.
Pada saat koordinasi dengan pihak provinsi, terdapat beberapa
buku yang akan diberikan sebagai salah satu bahan informasi
yang dapat digunakan dalam penyusunan roadmap. Terdapat

empat judul buku yang akan dibagikan saat koordinasi

peningkatan mutu SMA Th 2025 dengan provinsi yakni buku




identifitas SMA tahun 2019, buku saku data pendidikan SMA
tahun 2019, buku statistik Dit. PSMA tahun 2019, dan buku
cerita bacaan. Secara umum gambaran rangkaian pelaksanaan

roadmap sebagai berikut:

‘ Koordinasi

Program
. Penyusunan Peningkatan

Bahan Materi Mutu SMA Th.

Kegiatan 2025
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’FGD Penajaman Program
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Peningkatan
Mutu SMA Th 205 %‘;2" SMATh

o .
Penajaman
Roadmap
Peningkatan
Mutu SMA Th
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c) Pelaksanaan penyusunan action plan program dekonsentrasi
SMA
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun Rencana
Pelaksanaan Kegiatan atau (action plan) program dekonsentrasi
SMA Tahun 2019. Hal ini untuk dilakukan agar terjadi
sinkronisasi antara action plan pusat dan dinas pendidikan
provinsi. Kegiatan ini perlu dilakukan agar sasaran
kegiatan/program tahun 2019 yang telah ditetapkan dapat
dilaksanakan secara baik, sinkron, dan komprehensif sehingga
mencapai hasil yang diharapkan dan sesuai dengan program
kerja Direktorat Pembinaan SMA. Kegiatan ini akan

mengundang PPK, BPP, dan Staf teknis Dekonsentrasi di

masing-masing Provinsi. Total peserta pada kegiatan ini adalah




d)

102 peserta dari provinsi, dan sejumlah narasumber serta
panitia dari Direktorat Pembinaan SMA. Hasil dari kegiatan ini
akan diolah dan dianalisis sehingga mengeluarkan informasi dan

rekomendasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat.

Penyusunan Program Kerja Dit. PSMA

Penyusunan Program Kerja bertujuan untuk melakukan
finalisasi dokumen yang berisi informasi program dan anggaran
Dit. PSMA pada tahun 2019 dan menyusun draft program kerja
Direktorat Pembinaan SMA tahun 2020. Kegiatan ini merupakan
salah satu langkah bagi Dit. PSMA untuk memberikan akses bagi
para stakeholder untuk mengetahui berbagai program yang telah
dikembangkan Dit. PSMA. Melalui keterbukaan akses tersebut,
diharapkan sinkronisasi dengan semua stakeholder dapat
dilakukan. Hasil dari finalisasi program kerja tahun 2019,
berupa buku program kerja yang akan digandakan untuk
dibagikan kepada seluruh stakeholder Direktorat Pembinaan
SMA. Kegiatan akan dilaksanakan di luar kantor dan diikuti oleh
pegawai di lingkungan Dit. PSMA.

Strategi pelaksanaan penyusunan program kerja dibagi menjadi
dua tahap yakni finalisasi program kerja Dit. PSMA Tahun 2019
dan draft program kerja Dit. PSMA Tahun 2020. Masing-masing
tahap akan terdiri dari 30 peserta yang terdiri dari perwakilan
masing-masing subdit dan subbag di lingkungan Direktorat
Pembinaan SMA.

Terkait finalisasi program kerja Dit. PSMA Tahun 2019, terdapat
dokumen pendukung berupa action plan atau rencana tindak
pada tingkat pusat. Action plan ini berisi rencana kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh masing-masing subdit dan subbag di
lingkungan Direktorat Pembinaan SMA. Penyusunan action plan
ini melibatkan seluruh subdit dan subbag sehingga memerlukan

koordinasi tersendiri. Berikut ini adalah strategi pelaksanaan

penyusunan program kerja Direktorat Pembinaan SMA.




e) Reviu rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L)
Program SMA Tahun 2020 (Pusat dan Dekosentrasi)
Pada tahun 2019, Direktorat Pembinaan SMA akan menyusun
perencanaan program dan anggaran SMA untuk tahun 2020
baik pada tingkat pusat maupun dekonsentrasi. Hasil kegiatan
tersebut berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) SMA Tahun
2020. RKA tersebut akan direviu kembali oleh pelaksana
anggaran yang dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan SMA
dan pengelola dekonsentrasi di tingkat provinsi serta inspektorat
jendderal. Kegiatan reviu tersebut diperlukan agar dokumen
rencana yang sudah disusun dapat sesuai dengan berbagai
kebijakan dan program prioritas yang telah ditentukan
sebelumnya. Selain itu, kegiatan reviu ini akan melihat capaian
kegiatan yang telah dilakukan pada tahun anggaran
sebelumnya. Terdapat 140 orang pada kegiatan ini yang terdiri
dari peserta, narasumber, narasumber pembahas, moderator,
dan panitia. Mekanisme kegiatan dimulai dari penyusunan
bahan materi kegiatan dengan menyiapkan berbagai materi dan
instrumen yang akan digunakan pada saat kegiatan. Selain itu,
kegiatan tersebut dijadikan wadah koordinasi Direktorat
Pembinaan SMA dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam
kegiatan Reviu RKA Tahun 2020. Hasil dari kegiatan reviu
kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi
yang dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.

f) Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2020
Kegiatan penyusunan program dan anggaran 2020 dilakukan
agar pelaksanaan program di 2020 dapat optimal. Kegiatan ini
diikuti oleh seluruh subdit dan subbag di lingkungan Dit. PSMA
serta Setidtjen Dikdasmen untuk menyelaraskan program dan

anggaran dengan renstra serta program prioritas Kemdikbud.

Kegiatan dilakukan sebanyak delapan tahap sesuai dengan




dinamika penganggaran untuk tahun 2020. Masing-masing
tahap akan diikuti oleh 30 orang. Strategi pelaksanaannya akan
dilakukan sebagai berikut

Pada subkomponen ini, terdapat kegiatan Rembuknas
Kemendikbud. Pada dasarnya Rembuknas Kemendikbud
merupakan suatu event dengan skala nasional membahas
terkait program pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.
Peserta dari kegiatan ini perwakilan dari seluruh provinsi dan
dihadiri pula oleh berbagai stakeholder dunia pendidikan dan
kebudayaan. Direktorat Pembinaan SMA sebagai bagian dari
salah satu unit kerja Kemendikbud memiliki tanggung jawab
untuk turut serta dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pada
subkomponen ini terdapat pembiayaan yang dapat memfasilitasi
Direktorat Pembinaan SMA untuk Dberpartisipasi pada
Rembuknas Kemendikbud. Tahun 2019, Rembuknas akan
dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2019.

Selain kegiatan Rembuknas Kemendikbud, pada subkomponen
ini terdapat Tim Pengembangan Mutu Program dan
Penganggaran SMA. Tim ini akan berkoordinasi tidak hanya
dengan seluruh subdit dan subbag di Lingkungan Direktorat
Pembinaan SMA, melainkan juga unit kerja lain seperti Setditjen
Dikdasmen, Biro PKLN, Direktorat Jenderal Anggaran, dan
berbagai unit kerja lainnya yang memiliki relevansi dengan
perencanaan program dan anggaran untuk tahun 2020. Selain
itu, terdapat beberapa aplikasi yang harus diisi terkait
perencanaan dan penganggaran yang dilakukan baik secara
periodik maupun rutin setiap bulannya seperti ePlanning,
Krisna, dan aplikasi POK. Melihat kebutuhan koordinasi dan
skala prioritas yang penting dari penyusunan program dan
anggaran, maka Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan

honor tim ini untuk 30 orang dengan komposisi masing-masing

1 orang untuk pengarah, penanggung jawab, dan ketua serta 27




g)

anggota tim. Tim inilah yang akan bertanggung jawab terhadap
kelancaran penyusunan program dan anggaran Direktorat
Pembinaan SMA.

Workshop Koordinasi Penyusunan Lokus Bantuan Dit. PSMA
Tahun 2020

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu dari delapan (8)
standar nasional pendidikan yang seharusnya dicapai oleh
setiap satuan pendidikan. Dit. PSMA selaku direktorat teknis
yang menangani tingkat SMA, memiliki tanggung jawab untuk
membantu satuan pendidikan memenuhi standar pendidikan
terkait Sarana Prasarana. Pemenuhan sarana prasrana satuan
pendidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja,
melainkan juga pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia
industri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah recana yang dapat
menentukan target dan langkah-langkah yang perlu diambil
secara periodik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Lokus
bantuan SMA tahun 2020 dan mensosialisasikannya kepada
provinsi sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab
terhadap pemenuhan sarana prasrana di satuan pendidikan.
Alur kegiatan diawali dengan penyusunan materi, pelaksanaan
penyusunan lokus, dan pengolahan hasil kegiatan. Penyusunan
materi dilakukan dengan menyusun instrumen, data, dan materi
yang akan diberikan selama kegiatan berlangsung serta
berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hasil yang
diperoleh selama kegiatan workshop akan diolah dan dianalisis
agar dapat dijadikan informasi dan rekomendasi bagi para

stakeholder dan penyusunan kebijakan.

h) Diseminasi Program SMA Tahun 2019

Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi dan
sinkronisasi program SMA antara pemerintah pusat dengan

berbagai stakeholder seperti dinas pendidikan provinsi,

perwakilan UPTD dan LPMP. Melalui kegiatan ini, para




i)

j)

stakeholder akan mengetahui berbagai program yang akan
dilaksanakan selama tahun 2019 dan provinsi dapat
menyesuaikan program di provinsi yang dapat mendukung
pelaksanaan program pemerintah pusat. Diseminasi dilakukan
agar pelaksanaan program SMA pada tahun 2019 dapat efektif
dan efisien serta sinergis dengan para stakeholder. Kegiatan
akan dilaksanakan diluar kantor dan akan dilaksanakan
selama dua tahap dengan total peserta narasumber dan panitia
sebanyak 330 orang. Setelah melakukan kegiatan Diseminasi
Program SMA Tahun 2019, Dit. PSMA melakukan pengolahan
terhadap hasil kegiatan tersebut. Pengolahan dilakukan dengan
mengelompokan, menganalisis, dan menyajikan hasil kegiatan
agar dapat digunakan dalam mengembangkan kebijakan di
lingkungan Dit. PSMA.Berikut ini adalah strategi pelaksanaan
kegiatan diseminasi.

Review Juknis Bantuan Direktorat PSMA Tahun 2019 dan 2020
Kegiatan ini dilakukan agar juknis bantuan untuk tahun 2019
dan 2020 yang disusun oleh Dit. PSMA dapat digunakan sebagai
pedoman yang tepat sehingga penyaluran bantuan dapat
berjalan dengan optimal. Kegiatan ini melibatkan seluruh subdit
di lingkungan Dit. PSMA yang mengeluarkan juknis bantuan.
Review juknis bantuan Dit. PSMA Tahun 2019 dan 2020 akan
melalui dua tahap yakni bentuk FGD. Pada tahap pertama, akan
dilakukan review terhadap juknis bantuan yang akan digunakan
pada tahun 2019. Sedangkan pada tahap kedua akan dilakukan
reviu terhadap juknis bantuan yang akan digunakan pada tahun
2020. Kegiatan dilakukan di luar kantor dengan melibatkan 30
orang peserta untuk FGD dan 30 orang untuk kegiatan review

juknis bantuan Dit. PSMA.

Sinkronisasi Program Dekonsentrasi SMA Tahun 2019

Program dekonsentrasi merupakan bentuk kerjasama yang

nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam




k)

pelaksanaannya, seringkali terjadi perubahan yang diakibatkan
efisiensi anggaran, perubahan prioritas dan berbagai macam hal
yang mungkin terjadi selama tahun anggaran berjalan. Untuk
mengatasi hal tersebut, Dit. PSMA mengadakan kegiatan dalam
rangka optimalisasi program dekonsentrasi SMA Tahun 2019.
Kegiatan ini dimulai dari penyusunan bahan materi kegiatan,
pelaksanaan kegiatan, hingga pengolahan data hasil kegiatan.
Penyusunan bahan materi dilakukan untuk mengidentifikasi
permasalahan yang akan menjadi bahan diskusi selama
kegiatan serta menyiapkan berbagai format maupun RKA/KL
yang akan digunakan. Pengolahan data dilakukan untuk
mengelompokan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyajikan
data hasil kegiatan sehingga menjadi output yang dapat
digunakan di sisa tahun anggaran berjalan. Terdapat 149 orang
yang akan mengikuti kegiatan ini. Jumlah tersebut terdiri dari
peserta, narasumber, moderator, dan panitia. Strategi

pelaksanaan sinkronisasi program Dekonsentrasi tahun 2019

Workshop Peningkatan Kualitas Data SMA Tahun 2019

Data merupakan salah satu dasar di dalam sebuah
perencanaan. Data yang berkualitas dapat menghasilkan
perencanaan yang berkualitas. Saat ini, di dalam penyusunan
berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
selalu mengacu pada Dapodik. Secara kuantitas, Dapodik dapat
dikatakan berhasil karena seluruh data sekolah yang meliputi
identitas, sarana prasarana, peserta didik, tenaga pendidik dan
kependidikan, dan berbagai data lain yang dibutuhkan dalam
perumusan kebijakan telah dimiliki oleh Kemdikbud. Namun,
secara kualitas data SMA tetap harus ditingkatkan, khususnya
pada aspek validitas, dan kesesuaian antara kondisi nyata
dengan kondisi yang terdapat di dalam Dapodik. Validitas dan

kesesuaian tersebut menjadi hal yang utama agar kebijakan dan

program prioritas yang dikembangkan, menjadi tepat sasaran.




Melihat urgensi kualitas data dalam pengembangan kebijakan
dan program prioritas, Dit. PSMA mengadakan kegiatan
Peningkatan Kualitas Data SMA Tahun 2019 dengan
mengundang sekolah-sekolah yang memiliki kualitas data yang
tinggi di daerah 3 T dan daerah khusus lainnya. Berdasarkan
pengolahan data yang telah dilakukan. Beberapa hal yang akan
dikoordinasikan dengan sekolah tersebut adalah pertama,
diharapkan sekolah-sekolah yang memiliki kualitas data baik
tersebut dapat menularkan atau mengimbaskan ke sekolah-
sekolah di sekitarnya. Kedua, kualitas data dihitung
berdasarkan kelengkapan pengisian field pada Dapodik.
Direktorat Pembinaan SMA memerlukan koordinasi dengan SMA
terkait untuk memastikan pengisian field tersebut sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya. Apabila kelengkapan, kualitas, dan
kesesuaian pengisian dapodik dengan kondisi nyata di lapangan
sudah tercapai, proses perencanaan berbagai program
Direktorat Pembinaan SMA dapat dilakukan dengan optimal.
Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMA, Dapodik, dan juga PDSPK. Pelaksanaan
kegiatan ini akan dibagi menjadi dua yakni pelaksanaan dan
pengolahan data hasil kegiatan. Pelaksaanaan workshop akan
dilaksanakan dalam empat tahap.

1) Koordinasi Wilayah Satgas Dapodik SMA

Untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan capaian
kuantitas data SMA pada tahun 2019, Dit. PSMA membentuk
tim satgas data SMA yang terdiri dari Dit. PSMA, Tim Dapodik,
PDSPK, dan operator yang menjadi koordinator di wilayahnya
masing-masing. Diharapkan melalui tim Satgas data SMA,
segala permasalahan terkait Dapodik yang terjadi di daerah

dapat terfasilitasi dan diberikan solusi terhadap permasalahan

yang dihadapi. Sekolah-sekolah yang mengalami kendala




terhadap data di sekolahnya, dapat menghubungi tim satgas
data SMA yang berada di sekitar wilayah sekolahnya berada.
Tim Satgas Data SMA memiliki koordinator di masing-masing
wilayah. Direktorat Pembinaan SMA akan melakukan koordinasi
dengan tim koordinator di masing-masing wilayah sebanyak dua
kali. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk FGD. Pada
Tahap pertama, koordinasi dilakukan untuk menyusun
mekanisme seleksi tim satgas dan pedoman kerja tim satgas data
SMA tahun 2019. Koordinasi kedua dilakukan untuk
mengevaluasi kinerja dari koordinator di masing-masing
wilayah.

2) Koordinasi Tim Satgas SMA Tahun 2019

Kegiatan koordinasi ini melibatkan Direktorat Pembinaan SMA
dengan seluruh tim satgas SMA Tahun 2019. Pelaksanaan
koordinasi dilaksanakan sebanyak tiga tahap. Tahap pertama
merupakan koordinasi awal terkait pengukuhan tim satgas,
penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab tim satgas, dan
mekanisme pelaksanaan tim satgas data SMA tahun 2019.
Tahapan kedua dan ketiga merupakan evaluasi kinerja tim
satgas pada semester pertama dan kedua. Ketiga koordinasi
yang dilakukan merupakan upaya Direktorat Pembinaan SMA
agar tim satgas data SMA tahun 2019 dapat bekerja optimal
dalam melayani sekolah.

Pengolahan dan Pemuktahiran Data Pokok SMA

Kegiatan ini dilakukan oleh Dit. PSMA sebagai salah satu upaya
dalam memanfaatkan data yang diperoleh dari Dapodik untuk
digunakan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan
pendidikan. Data yang dimiliki oleh Dit. PSMA diperbaharui dan
diolah agar dapat disajikan dalam pembuatan sebuah kebijakan

atau program-program yang bertujuan untuk meningkatkan

mutu dan memperluas akses pendidikan. Kegiatan ini akan




dilaksanakan pada dua tahap di masing-masing tahun ajaran
berjalan. Berikut ini adalah strategi pelaksanaan kegiatan.

Dalam mendukung tercapainya kualitas data yang dibutuhkan,
Dit. PSMA membuat tim satgas Dapodik SMA yang terdiri dari
unsur internal Dit. PSMA, Dapodik, PDSPK, dan Operator
sekolah yang ditunjuk menjadi koordinator di wilahnya masing-
masing. Tim ini bertugas dalam menangani permasalahan dan
kendala yang dihadapi setiap satuan pendidikan terkait data
sekolah baik Dapodik maupun PDSPK. Diharapkan melalui tim
ini, satuan pendidikan memperoleh kemudahan akses dan
penanganan yang segera terhadap setiap kendala yang dihadapi.

Susunan tim adalah sebagai berikut:

m) Pengelolaan Portal dan Database SMA

Penyajian data informasi layanan pendidikan berbasis internet
yang dilakukan Direktorat Pembinaan SMA tidak lepas dari
operasionalisasi atau pengelolaan portal/website Direktorat
PSMA itu sendiri. Secara teknis, website atau portal tersebut
harus terus dipelihara, dikembangkan, dan selalu diperbaharui
(up to date).

Pemeliharan portal dan jaringan yang dilakukan adalah untuk
(a) menjaga koneksi (baik internet maupun intranet/jaringan) di
Direkorat PSMA tetap terjaga, (b) memelihara dan
mengembangkan Jaringan Intranet Dit. PSMA (c) mendukung
layanan update konten web/protral Dit. PSMA sehingga valid
dan tetap up to date.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, diperlukan tim pelaksana
teknis yang secara simultan, dinamis dan berkesinambungan
bekerja bersama-sama mengelola Portal dan publikasi Dit. PSMA.
Kegiatan yang dilakukan Dit. PSMA dalam waktu satu tahun
sangatlah banyak dan berada di berbagai lokasi di Indonesia.

Melihat besarnya kuantitas kegiatan tersebut, diperlukan

sebuah tim penulisan berita yang profesional dan memiliki




bidang jurnalis yang bertugas untuk meliput kegiatan-kegiatan
yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui website
atau sosial media Dit. PSMA.

Review Layanan Informasi dan Publikasi SMA

Layanan informasi dan publikasi SMA dilakukan melalui
berbagai media seperti website, media sosial, dan youtube.
Setiap bulan Direktorat Pembinaan SMA akan melakukan review
terhadap seluruh kegiatan dan konten yang akan dipublikasi.
Kegiatan ini akan melibatkan 30 orang dari Direktorat
Pembinaan SMA dan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat.
Kegiatan akan dilaksanakan sebanyak 1 kali tiap bulan.
Penyusunan Lokus Bantuan Dit. PSMA

Lokus bantuan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam
perencanaan program di tahun 2020. Melalui lokus tersebut,
dapat ditentukan skala prioritas lokasi-lokasi yang memerlukan
intervensi bantuan oleh pemerintah. Penyusunan lokus bantuan
merupakan sebuah rangkaian dimulail dari penyusunan draft
lokus bantuan oleh Direktorat pembinaan SMA berdasarkan
data yang diperoleh dari Dapodik. Data kondisi sekolah yang
diperoleh, diolah dan dianalisis untuk dijadikan bahan
penyusunan lokus bantuan. Setelah lokus bantuan disusun,
lokus tersebut disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi
untuk kemudian diverifikasi dan validasi apakah lokus tersebut
sudah sesuai atau belum. Jika terdapat perubahan, maka dinas
pendidikan provinsi melakukan revisi dengan didampingi oleh
Direktorat Pembinaan SMA, Setditjen Dikdasmen, dan PDSPK.
Hasil verifikasi dan validasi tersebut, kemudian direviu kembali
oleh Direktorat Pembinaan SMA dan pihak terkait untuk
kemudian disahkan menjadi lokus bantuan 2020.

Komponen ini mengakomodir dua kegitan terkait lokus bantuan

yakni penyusunan draft lokus bantuan dan finalisasi lokus

bantuan. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan setditjen




p)

q)

dikdasmen dan PDSPK.

Penyusunan Buku Statistik dan Bantuan SMA

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi bantuan
Direktorat Pembinaan SMA dan angka data statistik terhadap
penyaluran bantuan tersebut. Data statistik diperoleh dari
Dapodik untuk diolah dan dinalisis untuk kemudian disajikan
menjadi informasi bagi para stakeholder. Buku statistik disusun
berdasarkan hasil olahan dan analisis data statistik serta hasil
FGD yang dilakukan dengan pihak terkait yakni PDSPK dan
Setditjen Dikdasmen. Terkait buku bantuan Direktorat
Pembinaan SMA, terdapat 2 hasil yang diharapkan yakni
finalisasi buku bantuan tahun 2018 dan draft buku bantuan
tahun 2019. Finalisasi buku bantuan 2018 dilakukan dengan
melihat penyaluran bantuan final mulai dari januari hingga
desember 2018. Sedangkan draft buku bantuan 2019, melihat
data penyaluran pada tahun berjalan. Kegiatan ini melibatkan
seluruh subdit dan subbag di lingkungan Direktorat Pembinaan
SMA dan seluruh pihak yang memiliki tugas dan fungsi yang

relevan.

Penyusunan Juknis DAK SMA (Fisik dan Non Fisik)
Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar, lembaga
eksekutif dan legislatif harus mengalokasikan anggaran minimal
20% dari total APBN untuk pelaksanaan fungsi pendidikan.
Salah satu bentuk implementasi dalam amanat tersebut, adalah
dengan mengalokasikan anggaran pendidikan dengan
mekanisme Transfer Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Pendidikan. Selain itu, DAK juga merupakan salah satu
wujud dari bentuk perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Terkait dengan DAK Bidang Pendidikan, pemerintah telah

mengalokasikan anggaran melalui program pemberian bantuan

kepada sekolah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan

Minimal (SPM) ataupun Standar Nasional Pendidikan (SNP).




Untuk itu, maka pemerintah mengalokasikan anggaran untuk
program Bantuan Operasional Sekolah dalam bentuk DAK Non
Fisik dan Program pembangunan sarana dan prasarana sekolah
dalam bentuk DAK Fisik.

Dana Alokasi Khusus ditransfer secara langsung dari Kas Umum
Negara ke Kas Umum Daerah. Hal tersebut dilaksanakan sejalan
dengan pengertian dari DAK, yakni untuk membiayai
pemenuhan pelayanan dasar ataupun prioritas nasional yang
menjadi kewenangan daerah, dimana salah satunya adalah
pendidikan. Dalam pelaksanaan DAK, pemerintah pusat
memiliki kewenangan untuk menyusun kriteria, norma, dan
standar dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menyusun Peraturan Menteri setiap tahunnya yang
mengatur tentang pelaksanaan program DAK, diantaranya
adalah Petunjuk Teknis BOS dan Petunjuk Operasional DAK
Fisik Bidang Pendidikan. Dalam penyusunan Peraturan Menteri
tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA berperan untuk
menyusun dokumen yang berkaitan dengan jenjang pendidikan
SMA. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan
SMA melaksanakan kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis DAK
Non Fisik (BOS SMA) maupun DAK Fisik SMA Tahun 2020.
Pelaksanaan penyusunan tersebut dilaksanakan sejak
pertengahan Tahun 2019 ini. Penyusunan tersebut juga
dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan proses dan kaidah
dalam penyusunan dokumen Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.  Mekanisme dalam  proses  penyusunan
dilaksanakan dalam 2 jenis kegiatan yakni: Diskusi Terpumpun
Pembahasan Petunjuk Teknis DAK SMA Tahun 2020 dan
Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis DAK SMA Tahun 2020.

Kegiatan Diskusi Terpumpun Pembahasan Petunjuk Teknis DAK

SMA Tahun 2020 dilaksanakan dengan tujuan untuk mereview




kebijakan yang telah dilaksanakan di Tahun 2018/2019.
Selanjutnya, hasil review tersebut akan menjadi dasar dalam
penyusunan konsepsi kebijakan DAK Fisik maupun Non Fisik
Tahun 2020. Pelaksanaan diskusi terpumpun juga diatur
sedemikian rupa untuk dapat membahas dan merumuskan
berbagai kebijakan jenjang SMA dalam rangka mendukung
kebijakan umum kementerian, seperti: zonasi, peningkatan
kualitas layanan pendidikan, peningkatan akses layanan
pendidikan, dll. Untuk itu, maka Direktorat Pembinaan SMA
melaksanakan diskusi terpumpun sebanyak 6 kali (3 kegiatan
untuk penyusunan Petunjuk Teknis BOS dan 3 kegiatan lainnya
untuk penyusunan Petunjuk Operasional DAK Fisik SMA).
Diskusi terpumpun sangat penting dilaksanakan dalam rangka
upaya untuk meningkatkan kinerja dari program yang akan
dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Pembinaan
SMA akan mengundang berbagai instansi dan perwakilan
sekolah untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan
pelaksanaan program BOS maupun DAK Fisik. Selain itu,
masukan dari berbagai pihak juga dibutuhkan untuk
menyempurnakan kebijakan program kedepan, khususnya
dalam menjawab berbagai tantangan ataupun potensi masalah
yang akan terjadi di Tahun 2020 mendatang.

Setelah proses diskusi terpumpun, kemudian hasilnya akan
dituangkan dalam dokumen Petunjuk Teknis ataupun Petunjuk
Operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat
Pembinaan SMA akan melaksanakan kegiatan penyusunan
dokumen tersebut sebagai tindaklanjut dari kegiatan diskusi
terpumpun. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara internal di
lingkungan Direktorat Pembinaan SMA.

Pengolahan Data BOS SMA

Alokasi dana BOS setiap sekolah didasarkan pada jumlah siswa

yang memiliki NISN Valid dalam Dapodik dan telah melalui




proses dalam aplikasi Verifikasi dan Validasi Peserta Didik
(Verval PD). Data individu persekolahan merupakan sesuatu
yang dirasakan cukup krusial karena akan mempengaruhi
besaran dana BOS yang akan diterima oleh sekolah. Penyaluran
dana BOS (oleh Provinsi) didasarkan pada data cut off Dapodik
yang telah ditetapkan. Pada tanggal-tanggal tertentu data dalam
Dapodik akan diambil sebagai dasar dalam penyaluran oleh
provinsi.

Terkait dengan cut off, maka Direktorat Pembinaan SMA
berinisiasi untuk melakukan koordinasi dengan pengelola
Dapodik (Setditjen Dikdasmen) dan pengelola aplikasi Verval PD
(PDSPK). Perlu dilakukan koordinasi dengan kedua unit tersebut
untuk memonitor perkembangan data persekolahan. Koordinasi
yang dilakukan meliputi: pembahasan mengenai validitas data,
pembahasan mekanisme percepatan peningkatan kualitas data
peserta didik, dan pembahasan penyebaran informasi kepada
provinsi agar dapat mendorong sekolah untuk memperbaiki data
sekolahnya. Untuk itu, maka Direktorat Pembinaan SMA akan
melaksanakan FGD terkait dengan hal tersebut.

Setelah dilakukan cut off data, maka Direktorat Pembinaan SMA
melaksanakan pengolahan data hasil cut off Dapodik. Hal ini
adalah satu implementasi dalam peran pusat (dalam hal ini
Direktorat Pembinaan SMA) dalam melakukan monitoring
pelaksanaan penyaluran BOS SMA. Data hasil cut off menjadi
tools untuk melakukan kontrol tehadap realisasi penyaluran
oleh provinsi.

Pelaksanaan Diseminasi Program SMA tingkat Provinsi
Diseminasi program SMA Tingkat Provinsi merupakan salah satu
kegiatan koordinasi yang diselenggarakan oleh Provinsi melalui
dana dekonsentrasi. Provinsi mengundang narasumber pusat

yakni Direktorat Pembinaan SMA untuk menyampaikan

berbagai program Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2020.
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Selain itu materi yang disampaikan juga meliputi berbagai
kebijakan serta hasil evaluasi pelaksanaan program Direktorat
Pembinaan SMA tahun 2019. Diseminasi tingkat provinsi akan
diikuti oleh berbagai stakeholder mulai dari seluruh kepala
sekolah, Ipmp, dan berbagai unsur lain sesuai dengan pedoman
pelaksanaan diseminasi program tingkat provinsi. Petugas
Direktorat Pembinaan SMA yang akan menghadiri diseminasi ini
terdiri dari masing-masing 2 orang per provinsi.

Pembiayaan kegiatan ini meliputi penyusunan bahan materi
kegiatan, koordinasi pelaksanaan, pengiriman petugas, dan
pengolahan data hasil diseminasi program SMA tingkat provinsi.
Penyusunan bahan materi merupakan kegiatan untuk
menyusun berbagai paparan, instrumen, dan data-data yang
dibutuhkan. Berbagai hal tersebut disusun menjadi sebuah
materi untuk disampaikan kepada seluruh peserta diseminasi
program SMA tingkat provinsi. Koordinasi pelaksanaan
dilakukan untuk membina para petugas yang akan dikirimkan
ke provinsi. Pembinaan dilakukan dengan pemberian materi,
pemberian  kesempatan  bagi calon  petugas untuk
mempresentasikan kembali materi yang sudah didapat,
kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh pimpinan dan
penanggung jawab kegiatan. Hasil penialaian tersebut menjadi
dasar penentu dalam mengirimkan petugas ke provinsi.
Pengiriman petugas dilakukan sesuai dengan undangan yang
disampaikan oleh provinsi. Hasil yang dibawa oleh petugas akan
diolah dan dianalisis untuk dijadikan rekomendasi dan
informasi bagi para stakeholder terkait.

Workshop koordinasi pelaksanaan BOS 2019

Workshop ini dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama bertujuan
untuk mensosialisasikan petunjuk teknis penggunaan dana

BOS 2019, mengevaluasi hasil cut off pertama, dan

berkoordinasi dengan tim manajamen BOS provinsi. Melalui




kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan dan keselarasan
pemahaman pelaksanaan program BOS antara pusat dan
provinsi. Selain itu, diharapkan kualitas data hasil cut off dapat
meningkat sesuai dengan kondisi real di sekolah. Tahap kedua
bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan BOS SMA selama
tahun berjalan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan
atau kendala yang muncul selama program BOS berjalan.
Pengelolaan dan Pengolahan DAK Fisik SMA
Dalam  pelaksanaan DAK, kementerian teknis juga
bertanggungjawab atas capaian yang dihasilkan dari program
DAK. DAK Bidang Pendidikan merupakan program yang
ditujukan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kemendikbud sesuai
dengan perannya dalam pengelolaan pendidikan juga harus
berupaya untuk memenuhi hal tersebut. Untuk itu, maka
Kemdikbud juga harus memastikan efektifitas dalam
pelaksanaan DAK agar seluruh target output dapat tercapai
seluruhnya.
Terkait dengan DAK Fisik Subbidang Pendidikan SMA, maka
Direktorat Pembinaan SMA juga harus memantau
keterlaksanaan program DAK Fisik SMA tersebut. Untuk dapat
memantau keterlaksanaan program DAK Fisik Subbidang SMA,
maka Direktorat Pembinaan SMA memerlukan kegiatan
pengelolaan dan pengolahan DAK Fisik SMA. Kegiatan ini juga
termasuk dalam proses perencanaan DAK Fisik Subbidang SMA.
Kegiatan pengelolaan dan pengolahan DAK SMA meliputi:
1) FGD Analisis Kebijakan DAK Fisik Subbidang SMA

Kegiatan ini akan membahas terkait dengan beberapa hal

teknis dalam pelaksanaan DAK Fisik SMA, seperti:

pembahasan strategi pemenuhan SNP melalui DAK Fisik,

pembahasan norma bangunan dalam menunjang proses

belahar mengajar dengan kurikulum yang berlaku, dan




pembahasan menu-menu baru dalam DAK Fisik Subbidang
SMA.

Sinkronisasi Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan Th 2020
Sejak Tahun 2018, proses usulan DAK dilaksanakan melalui
Aplikasi Krisna yang dikelola oleh Bappenas. Pemerintah
mengusulkan daftar sekolah yang akan diintervensi melalui
program DAK. Seluruh usulan tersebut kemudian dilakukan
oleh kementerian teknis, dalam hal ini Direktorat Pembinaan
SMA melaksanakan penilaian untuk usulan subbidang SMA.
proses penilaian dilaksanakan dengan menyandingkan data
usulan dengan data dalam Dapodik sebagai acuan. Penilaian
ini juga ditujukan untuk melakukan identifikasi prioritas
sekolah dengan Pagu Indikatif DAK Fisik Subbidang SMA.
Setelah diperoleh hasil penilaian, kemudian dilakukan
pertemuan dengan pemerintah provinsi yakni Bappeda dan
Dinas Pendidikan Provinsi untuk membahas dan menyetujui
hasil penilaian tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan
dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan DAK Fisik Bidang
Pendidikan Tahun 2020. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh
Biro PKLN Kemdikbud untuk akomodasi dan uang harian
peserta. Namun, petugas Direktorat Pembinaan SMA tidak
dipenuhi oleh Biro PKLN. Untuk itu, maka Direktorat
Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran untuk membiayai
petugas Direktorat Pembinaan SMA dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan dilaksanakan dalam 3 angkatan.

Finalisasi Kemendikbud Tentang Target Output DAK SMA
Setelah disetujui oleh Kemdikbud dan Daerah, kemudian
daftar sekolah tersebut harus diolah dan disesuaikan dengan
format yang ditetapkan. Kemudian, hasil tersebut akan

dijadikan sebagai lampiran Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan sebagai sekolah yang akan menerima DAK




S)

Fisik. Untuk itu, maka dilakukan kegiatan Finalisasi
Kemendikbud Tentang Target Output DAK SMA

Review Petunjuk Operasional DAK Fisik SMA TH 2020
Setelah dilaksanakan FGD terhadap kebijakan DAK Fisik
Subbidang SMA, kemudian dilaksanakan review Petunjuk
Operasional DAK Fisik SMA Tahun 2020. Kegiatan ini untuk
menyandingkan usulan dalan FGD dengan dokumen
Petunjuk Operasional yang ada.

Finalisasi Petunjuk Operasional DAK Fisik SMA TH 2020
Setelah dilakukan FGD dan Review, maka tahapan
berikutnya adalah Finalisasi Petunjuk Operasional DAK Fisik
SMA TH 2020. Kegiatan ini untuk pematangan konsep dalam
pelaksanaan DAK Fisik SMA Tahun 2020. Kegiatan ini akan
menghasilkan dokumen Petunjuk Operasional DAK Fisik
SMA TH 2020.

0) Penilaian Usulan DAK SMA

7)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan usulan sekolah
dari provinsi. Penilaian dilaksanakan dengan menyandingkan
data usulan dengan data dalam Dapodik sebagai acuan.
Penilaian ini juga ditujukan untuk melakukan identifikasi
prioritas sekolah dengan Pagu Indikatif DAK Fisik Subbidang
SMA. Hasil penilaian ini akan menjadi bahan dalam kegiatan
sinkronisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Workshop Pengelolaan DAK Fisik SMA Tahun 2019
Pelaksanaan Workshop Pengelolaan DAK dilaksanakan
bertujuan untuk mensosialisasikan petunjuk teknis dan
koordinasi pelaksanaan DAK SMA. Melalui hal tersebut
diharapkan pelaksanaan dan penyaluran dana DAK SMA
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu,
workshop ini juga digunakan sebagai saranadalam koordinasi

terkait teknis pelaksanaan DAK Fisik SMA di Tahun 2019.

Strategi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:




5627.970.01.52 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

a) Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Laporan Daya Serap
Bulanan)
Struktur anggaran Direktorat Pembinaan SMA teralokasi melalui
dua mekanisme, yakni dana pusat (dalam hal ini dikelola oleh
Direktorat Pembinaan SMA) dan dana dekonsentrasi (dikelola
oleh 34 Dinas Pendidikan Provinsi). Dalam rangka pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Subdirektorat Program dan
Evaluasi melakukan penyusunan pelaporan pencapaian
program sekaligus untuk melakukan pemantauan terhadap
program-program yang dilaksanakan baik melalui dana pusat
maupun dekonsentrasi.Kegiatan ini dilaksanakan di luar kantor
dan melibatkan pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan
SMA.
Selain melalui kegiatan tersebut, di dalam menyusun rencana
tindak 2019 diperlukan tenaga ahli dan pendukung terkait
monitoring dan evaluasi program. Tenaga ahli dan pendukung
membantu Dit. PSMA dalam monitoring dan evaluasi. Bantuan
yang diberikan terkait teknis monitoring dan evaluasi program,
serta memberikan pendapat dan masukan profesional terkait
program yang telah dijalankan Dit. PSMA.
Direktorat Pembinaan SMA membentuk tim percepatan
pelaksanaan program dan anggaran. Tim ini memiliki beberapa
fungsi sebagai berikut
1) Melakukan analisis terhadap laporan bulanan pusat dan

dekonsentrasi
2) Melakukan analisis dan mengeluarkan rekomendasi terhadap
tindak lanjut temuan.

3) Menyiapkan bahan rapat pimpinan terkait penyerapan

anggaran.

4) Pengisian beberapa aplikasi seperti:

i.  B19 Online Setditjen




ii. SMART Kemenkeu

iii. Emonev PP 39 Bapenas

iv.  E Perfomance Biro Keuangan Kemendikbud

b) Pemantauan Dana Dekonsentrasi Tahun 2019

Pemantauan Dana Dekonsentrasi SMA Tahun 2019
dilaksanakan di 34 provinsi, pemantauan ini ditujukan untuk
sekolah-seolah penerima bantuan SMAtahun 2018 dan 2019,
alokasi anggaran Pemantauan berada pada DIPA 34 Dinas
Pendidikan Provinsi. Direktorat bertugas untuk menyiapkan
instrument dan petugas yang akan menjadi narasumber dalam
pemekalan petugas pemantauan di 34 Provinsi.
Petugas yang akan memberikan informasi pembekalan
menyampaikan informasi tentang kebijakan program SMA
Tahun 2019, jenis-jenis bantuan SMA Tahun 2019, serta
penjelasan tentang instrumen-instrumen pemantauan yang
digunakan.
Selain melakukan pembekalan petugas Direktorat yang hadir
juga melakukan survey dan wawancara terhadap pengelolaan
program Dekonsentrasi SMA, serta TIM BOS dan Tim DAK SMA
Tahun 2019 di Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaksanaan
pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh setiap pengelola dana
dekonsentrasi secara langsung. Selain itu, pemantauan ini juga
dilaksanakan sebagai salah satu wadah dalam menyampaikan
informasi kebijakan terbaru dan koordinasi untuk mempercepat
penyerapan dana dekonsentrasi. Kegiatan dilakukan melalui tiga
tahap yakni review instrumen pemantauan, pelaksanaan
pemantauan dana dekonsentrasi, dan pengolahan hasil
kegiatan. Review instrumen pemantauan dilakukan untuk
meninjau instrumen yang akan digunakan apakah valid dan

reliabel. Validitas dan reliabilitas sangat dibutuhkan agar

instrumen dapat digunakan untuk melihat kondisi sebenarnya
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yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan pemantauan dana
dekonsentrasi dilakukan di 34 provinsi masing-masing sebanyak
2 orang. Hasil pelaksanaan pemantauan tersebut, kemudian
diolah untuk dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat digunakan
sebagai bahan rekomendasi dan informasi kepada stakeholder
terkait.

Pemantauan Bantuan Pemerintah Dit. PSMA Th. 2018 dan 2019
Pelaksanaan kegiatan pemantauan dana bantuan Dit. PSMA
tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan dengan melibatkan Dinas
Pendidikan Provinsi, petugas yang melaksanakan tugas
pemantauan harus menghasilkan output berupa instrumen
yang di isi oleh dinas pendidikan provinsi dan sekolah yang
menjadi sasaran pemantauan. Kegiatan pemantauan dana
bantuan tahun 2018 dan 2019 ini diharapkan dapat
menghasilkan laporan progres perkembangan bantuan yang
diberikan oleh Dit.PSMA. Hasil yang diperoleh dari pemantauan
ini akan diolah untuk dianalisis. Hasil analisis kegiatan dapat
digunakann sebagai bahan rekomendasi.

Pelaksanaan Evaluasi Pencapaian Hasil Program SMA Tingkat
Provinsi

Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan
peserta kegiatan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang dari 34
Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu: (1) Kepala Bidang Pendidikan
Menengah,(2) PJK Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Provinsi Tahun 2018 dan (3) BPP Kegiatan Pembinaan Sekolah
Menengah Atas Provinsi Tahun 2019.

Selain pemberian materi melalui paparan/presentasi program
dan pencapaian pelaksanaan program secara nasional, kerja
mandiri, dan diskusi kelompok, pada kegiatan ini juga diberikan
asistensi mengenai pencapaian program oleh para fasilitator

kegiatan sehingga hasil dapat lebih optimal.

Kegiatan akan dilakukan sebanyak dua tahap yakni tahap 1




g)

yang akan diadakan pada bulan Juni dan tahap 2 yang akan
diadakan pada bulan Desember.

Sosialisasi aplikasi E-Monev

Penggunaan instrumen berbasis elektronik telah menjadi
kebutuhan dasar saat ini. Dengan menggunakan aplikasi,
monitoring dan evaluasi dapat dilakukan lebih efisien dan
optimal. Proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi
lebih efisien. Untuk mengembangkan aplikasi e-monev ini,
diperlukan tim pengembang aplikasi yang profesional dan
memiliki kompetensi di bidang pengembangan aplikasi. Tim
pengembang akan merancang dan mengembangkan aplikasi
yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi. Setelah
aplikasi tersebut berhasil dikembangkan, diperlukan sosialisasi
kepada pengguna aplikasi tersebut agar dapat menggunakan
aplikasinya.

Penyusunan LAKIP

Kegiatan ini bertujuan untuk menyajikan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat PSMA. Pada
tahun 2019, Direktorat PSMA telah menetapkan target dan
sasaran program/kegiatan melalui Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Direktorat Pembinaan SMA yang merupakan jabaran dari
Rencana Strategis (Renstra 2015-2019) Pendidikan Dasar dan
Menengah. Berdasarkan Renstra tersebut, selanjutnya
dilakukan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) yang merupakan tolok ukur
ketercapaian program/kegiatan tahun 2019 secara menyeluruh.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar kantor terdiri dari
pegawai yang mewakili di lingkungan Dit. PSMA dan Setditjen
Dikdasmen. Kegiatan akan dilakukan sebanyak tiga kali yakni
finalisasi LAKIP tahun 2018, Penyusunan LAKIP Tengah
Semester 2019, dan Penyusunan Draft LAKIP Tahun 2019.

Tindak Lanjut Pemeriksaan




Tindak Lanjutini bertujuan untuk melakukan verifikasi
terhadap data hasil temuan untuk mengetahui permasalahan
yang terjadi secatra menyeluruh, sasaran kegiatan ini adalah
dinas pendidikan provinsi dan juga sekolah yang mendapatkan
catatan temuan dari pemeriksa. Hasil yang diperoleh dari
program tindak lanjut pemeriksaan ini diolah dan dianalisis.
Hasil analisis menghasilkan informasi serta jawaban kepada
setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

Koordinasi Program SMA

Kegiatan koordinasi program di lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah, hal ini merupakan bagian dari
perwujudan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang
profesional serta memperkuat koordinasi di lingkungan Ditjen
Dikdasmen. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan SMA yang
menjadi salah satu penyelenggaran kegiatan koordinasi ini
mendatangi beberapa provinsi dalam rangka penguatan
pelaksanaan program SMA. Hasil dari koordinasi diolah dan
dianalisis. Hasil analisis digunakan sebagai rekomendasi dan
informasi kepada seluruh stakeholder terkait. Terdapat pula
FGD yang digunakan untuk berdiskusi baik dengan setditjen
dikdasmen, Biro PKLN, dan inspektorat jenderal terkait program
dan anggaran tahun 2020. Kegiatan FGD tersebut dilakukan
sebanyak dua kali.

Kajian Naskah Akademik Pembinaan dan Pengembangan SMA
Dit. PSMA memiliki tugas untuk mengembangkan NSPK dalam
bidang sarana prasarana, kurikulum, peserta didik,
pembiayaan, dan tata kelola SMA. Untuk mengembangkan NPSK
tersebut diperlukan sebuah kajian akademik yang menjadi dasar
pertimbangan NSPK. Kajian akademik dilakukan melalui
metodologi penelitian yang ilmiah sehingga hasil yang diperoleh

dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melakukan kajian

akademik ini, Dit. PSMA bekerjasama dengan perguruan tinggi




yang relevan dengan bidang pendidikan khususnya SMA.
Perguruan tinggi bertugas untuk merancang, dan melaksanakan
sebuah kajian akademik. Hasil dari kajian tersebut kemudian
didiskusikan dengan para stakeholder dalam rangka verifikasi
hasil kajian akademik. Setelah diskusi tersebut, pihak
perguruan tinggi menyusun sebuah laporan yang menjadi kajian
akademik bagi Dit. PSMA. Pelaksanaan kajian akademik
dilakukan mulai dari menyusun TOR Kajian Naskah Akademik
dan pelaksanaan kajian akademik

Kajian akademik yang dilakukan berfokus kepada peningkatan
mutu pendidikan SMA. Berdasarkan UU 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, lulusan SMA diharapkan mampu
untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun terjadi gap
antara kondisi ideal dengan kondisi yang terjadi saat ini.
Terdapat lulusan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi
karena beberapa hal seperti kekurangan dana ataupun daya
tampung universitas. Menyingkapi hal tersebut, para lulusan
SMA memerlukan keterampilan agar dapat berwirausaha
ataupun memiliki keterampilan lain yang dapat digunakan
untuk melanjutkan hidup. Diperlukan kajian akademik terkait
program yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi.
Kajian akademik akan melibatkan akademi sebagai pihak
independen yang dapat menganalisis, dan menyusun program
untuk mengatasi permasalahan lulusan SMA yang tidak
melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Workshop Penguatan Kerjasama Antara SMA Dengan Instansi
Lainnya

Workshop ini dilakukan oleh Dit. PSMA untuk menjembatani
antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang akan bermitra
dan sudah melakukan MoU dengan Kemdikbud maupun

Lembaga-lembaga mitra di internal lingkungan Kemdikbud,

dengan melibatkan pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas




pendidikan provinsi. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan
Pemerintah Pusat dan Daerah kesulitan dalam menjaring satuan
pendidikan untuk bekerjasama. Hal tersebut disebabkan
kurangnya sosialisasi terhadap kerjasama tersebut dan
kurangnya supply data kepada lembaga-lembaga tersebut.
Mengingat peran penting kerjasama dalam meningkatkan mutu
pendidikan khususnya pada bidang pendidikan SMA, Dit. PSMA
mengadakan sebuah workshop agar lembaga tersebut
mendapatkan usulan satuan pendidikan yang memiliki potensi
untuk bekerjasama. Diharapkan usulan tersebut
ditindaklanjuti, sehingga mutu pembelajaran dari satuan
pendidikan yang bekerjasama dapat meningkat dan menularkan
kepada satuan pendidikan lainnnya.
Rangkaian kegiatan Workshop Penguatan Kerjasama Antara
SMA dengan Instansi Lainnya dimulai dari penyusunan materi,
pelaksanaan workshop dan pengolahan data.

k) Kerjasama dengan Instansi Lainnya
Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan
memfasilitasi kerjasama antara Dit. PSMA dengan lembaga
lainya. Selain itu, dalam kegiatan ini juga menjaring kebutuhan
kerjasama dari subdit-subdit dilingkungan Dit. PSMA dan
satuan pendidikan SMA.
Dokumen kerjasama yang sudah disusun ditahun sebelumnya
dan yang sedang berjalan akan diverifikasi kembali
pemanfaatan dan mekanismenya untuk kebutuhan Dit. PSMA,
kemudian dengan memanfaatkan dokumen Kkerjasama
dilakukan FGD Identifikasi kerjasama untuk menggali potensi
kerjasama yang akan membuka kesempatan bagi lembaga-
lembaga lain untuk mengadakan kerjasama dengan satuan
pendidikan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Rangkaian kerjasama dengan instansi lainnya dilakukan mulai

dari identifikasi hubungan kerjasama Dit. PSMA dengan
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instansi laiinya, penyusunan dokumen kerjasama Dit. PSMA
dengan instansi lainnya, dan finalisasi dokumen kerjasama Dit.
PSMA dengan instansi lainnya.

Penyusunan Buku Informasi Dit PSMA Tahun 2019
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku informasi Program
Direktorat Pembinaan SMA bertujuan memuat informasi garis-
garis besar dari berbagai program dan kegiatan Direktorat
Pembinaan SMA pada Tahun 2019 yang merupakan penjabaran
pilar-pilar kebijakan pembangunan pendidikan SMA Tahun
2019. Buku ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan
kerja pelaksanaan program-program SMA, sekaligus menjadi
salah satu bahan masukan bagi mitra kerja kami di Dinas
Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah dan instansi
lainnya dalam  merumuskan kebijakan pembangunan
pendidikan SMA. Beberapa buku informasi yang disusun adalah
buku informasi Dit. PSMA tahun 2019, buku informasi Dit.
PSMA Tahun 2020 (draft), dan Petunjuk Teknis Program
Dekonsentrasi Tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan sesuai
dengan jumlah buku dan diakhir dengan finalisasi ketiga buku

tersebut.

m) Workshop Evaluasi DAK Fisik SMA Tahun 2019

Salah satu peran dari Kemendikbud, dalam hal ini adalah
Direktorat Pembinaan SMA adalah untuk memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan DAK Fisik SMA. Proses pemantauan
pelaksanaan DAK Fisik meliputi: perkembangan penyaluran
dana DAK Fisik SMA, koordinasi kesiapan provinsi dalam
penyaluran tahap ke II, dan evaluasi dalam seluruh proses
pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran. Kegiatan workshop ini
akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada pertengahan
tahun sebagai upaya pemantauan dan pada akhir tahun sebagai

upaya evaluasi. berikut ini adalah mekanisme pelaksanaan

kegiatan secara lebih rinci.




Subdit Kurikulum
Direktorat Pembinaan SMA
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B. RENCANA DAN ANGGARAN SUBDIT KURIKULUM

1. Struktur Organisasi
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Struktur Organisasi Subdit Kurikulum

2. Profil Anggaran Tahun 2019
Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan,
program dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran serta
masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan
pelaporan Direktorat. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi
Subdirektorat Kurikulum dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan

yang dikelompokkan dalam tiga output yang tercantum dibawah

ini.




KODE

PROGR URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT JUMLAH
AM
SUBDIT KURIKULUM 149,077,570,000

5627.013 | SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN 74,582,665,000
5627.019 SEKOLAH YANG MENERAPKAN KURIKULUM DAN MODEL

i PEMBELAJARAN YANG BERLAKU 47,073,623,000
5627.023 SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PROGRAM

: KETERAMPILAN/KEWIRAUSAHAAN 27,421,282,000

3. Rencana Kerja Subdirektorat Kurikulum Tahun 2019

Pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) tugas pokok yang akan

dilaksanakan oleh Subdirektorat Kurikulum yaitu diantaranya:

1) Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja
Output yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan

fungsi Subdit Kurikulum:
1) Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan (5627.013)

2) Sekolah yang Menerapkan Kurikulum dan Model
Pembelajaran yang Berlaku (5627.019)

3) Sekolah yang Mendapatkan Program
Keterampilan/Kewirusahaan (5627.023)

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai
berikut:

a) Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan

Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan merupakan program
peningkatan mutu pendidikan berbasis wilayah (zonasi) yang

diintegrasikan dengan program pembinaan lainnya dari

Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




Provinsi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komitmen bersama
untuk mengalokasikan program dan anggaran bagi pembinaan

SMA Rujukan.

Penyelenggaraan program  Sekolah yang Mendapatkan
Pembinaan dimaksudkan sebagai salah satu upaya pembinaan
sekolah oleh pemerintah untuk peningkatan dan perluasan
peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya sekolah tersebut
diharapkan dapat berbagi praktik baik ke sekolah lain di

sekitarnya dengan tujuan antara lain:

1) meningkatnya daya inisiatif sekolah untuk memenuhi dan

melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP);

2) optimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya sekolah dan

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan;

3) berkembangnya praktik-praktik terbaik (best practices)
penyelenggaraan  pendidikan yang dapat dirujuk sekolah

lain;
4) sebagai pusat sumber belajar praktik-praktik baik;

S5) sebagai laboratorium bagi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dan Pemerintah Daerah;

6) terbangunnya sinergi pembinaan sekolah bermutu dengan

pemerintah daerah;

7) terwujudnya perluasan dan percepatan ketersediaan

pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi;

8) terjalinnya kemitraan dengan berbagai pihak untuk

peningkatan mutu.

Keluaran kegiatan ini adalah ditetapkannya Sekolah yang

Mendapatkan Pembinaan yang telah memenuhi atau melampaui

SNP, mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif sebagai




tempat belajar, mengembangkan praktik terbaik dalam
peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan
berprestasi akademik maupun non akademik, serta
melaksanakan program kebijakan pendidikan yang layak

menjadi rujukan SMA lain.
i.  Verifikasi Calon Penerima

Kegiatan verifikasi terhadap calon Sekolah yang Mendapatkan
Pembinaan pada tahun 2019 dilaksanakan yang bertujuan
untuk memverifikasi data usulan Sekolah yang Mendapatkan
Pembinaan yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
setelah diberikan kuota calon Sekolah yang Mendapatkan
Pembinaan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat
Pembinaan SMA berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Kegiatan verifikasi dilaksanakan di seluruh Indonesia secara
acak (random sampling) setelah mendapatkan data usulan dari

Dinas Provinsi.
ii. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan terhadap penerima bantuan
pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan pada tahun
2019 dengan melibatkan Setditjen Dikdasmen, Pusat
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP), Perguruan Tinggi, BAN S/M, Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP), Dinas Pendidikan Provinsi, Sekolah, dan
Direktorat Pembinaan SMA. Adapun kegiatan dalam Bimbingan

Teknis:

1) Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Sekolah yang

Mendapatkan Pembinaan

Kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Sekolah yang
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mendapatkan Pembinaan akan menghasilkan yang MoU
(naskah kesepakatan) bantuan pemerintah program Sekolah
yang Mendapatkan Pembinaan antara Direktorat Pembinaan

SMA dan Kepala Sekolah.

Tujuan bimbingan teknis bantuan pemerintah Sekolah yang

Mendapatkan Pembinaan adalah:

a. meningkatkan pemahaman kebijakan strategis

peningkatan mutu SMA,;

b. meningkatkan pemahaman konsep dan pengembangan

Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan;

c. menyusun dan menyepakati rencana aksi (action

plan)Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan;

d. menyepakati rencana penggunaan dana Bantuan

Pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan;

e. menandatangani naskah perjanjian kerjasama Bantuan

Pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Sekolah yang Mendapatkan

Pembinaan

Bimbingan teknis pengelolaan Sekolah yang Mendapatkan
Pembinaan merupakan pembinaan terhadap peningkatan dan
perluasan mutu pendidikan berbasis Standar Nasional
pendidikan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan
sekolah sebagai subyek pendidikan yang berperan
meningkatkan mutu dirinya sendiri dan membantu

meningkatkan mutu sekolah lain.

Berdasarkan hal diatas, Agar kegiatan-kegiatan 650 SMA
Rujukan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan berhasil
maka materi kegiatan, jadwal kegiatan, pemanfaatan bantuan

pemerintah, pelaporan akan dibahas pada kegiatan Bimbingan

Teknis Pengelolaan SMA Rujukan dengan fokus kepada




implementasi penguatan kegiatan yang telah dikembangkan
pada tahun 2018 dan pengimbasan praktik-praktik baik

kepada SMA lain (deseminasi) secara nasional.

Tujuan dari Bimbingan Teknis Pengelolaan SMA yang

Mendapatkan Pembinaan adalah:

a. Meningkatkan pemahaman kebijakan strategis

peningkatan mutu SMA,;

b. Meningkatkan  pemahaman  program SMA yang

Mendapatkan Pembinaan;

c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan rencana anggaran
biaya bantuan pemerintah SMA yang Mendapatkan

Pembinaan yang telah disepakati;

d. Meningkatkan kemampuan teknis pelaksanaan kegiatan

SMA yang Mendapatkan Pembinaan;

e. Meningkatkan pemahamanan sistem pelaporan kegiatan
dan keuangan bantuan pemerintah SMA yang

Mendapatkan Pembinaan.
3) Penyaluran Bantuan

Sekolah penerima bantuan pemerintah adalah Sekolah yang
Mendapatkan Pembinaan tahun 2019 yang telah ditetapkan
Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan kriteria dan
persyaratan serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
Pembinaan SMA. Dana bantuan pemerintah Sekolah yang
Mendapatkan Pembinaan tahun 2019 disalurkan langsung ke
rekening sekolah oleh Direktorat Pembinaan SMA sebesar
Rp100.000.000,00 per sekolah dengan prinsip penggunaan

swakelola.

4) Supervisi




Supervisi program Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan
dilakukan sebagai upaya Direktorat Pembinaan SMA dalam
pengendalian dan pengawasan penggunaan dana bantuan
pemerintah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan yang
dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring
bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan dana
bantuan pemerintah yang meliputi aspek kualitas, kuantitas,
waktu pelaksanaan, pengelolaan keuangan, administrasi serta
mengetahui beberapa besar peran dan partisipasi masyarakat.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan
program bantuan berjalan lancar sesuai sasaran yang
diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan
pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan.
Adapun kegiatan dalam Supervisi adalah:
a. ToT Petugas Supervisi keterlaksanaan program Sekolah
yang Mendapatkan Pembinaan
Menyiapkan tim monitoring dan evaluasi melalui kegiatan
workshop/TOT ditingkat pusat yang akan melibatkan
unsur pusat dan daerah.
Tujuan dari ToT Petugas Supervisi ini adalah
1. Menyamakan pemahaman  petugas  supervisi
mengenai strategi pelaksanaan supervisi
keterlaksanaan program SMA Rujukan tahun 2019;
2. Memantapkan penguasaan petugas supervisi
terhadap instrumen yang akan diberikan kepada
masing-masing responden di sekolah;
3. Menyiapkan sejumlah personel yang akan ditugaskan
sebagai  petugas dalam = kegiatan  supervisi

keterlaksanaan program SMA Rujukan.

b. Pelaksanaan Supervisi




Metode supervisi dalam rangka monitoring dan evaluasi
dapat dilakukan dengan observasi, studi dokumentasi,
wawancara dengan responden, pengisian kuesioner
/instrumen oleh responden.

Rincian pelaksanaan supervisi program SMA yang

mendapatkan Pembinaan:

1. Petugas supervisi yang berjumlah 2 (dua) orang ke 150
lokasi di 34 Provinsi;

2. Satu tim petugas supervisi terdiri dari 1 (satu) petugas
pusat dan 1 (satu) orang petugas daerah melakukan
supervisi ke 150 lokasi di 34 Provinsi yang sudah
ditentukan;

3. Petugas supervisi akan mengunjungi lokasi verifikasi
minimal 2 lokasi di masing-masing Provinsi dengan

lokasi yang sudah ditentukan.

b) Sekolah yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran

yang Berlaku

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang
dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun
penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten dan
bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang
didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan.

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah
adalah pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 menjadi Kurikulum

2013. Pengembangan Kurikulum 2013, selain untuk memberi




jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat
kurikulum sebelumnya, juga bertujuan untuk mendorong
peserta didik atau siswa, agar mampu lebih baik dalam
melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan
mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang di peroleh
atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran.
Tema pengembangan Kurikulum 2013 adalah untuk
menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif,
dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa),
keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa)
yang terintegrasi. Sedangkan inti dari Kurikulum 2013 adalah
upaya penyederhanaan dan tematik-integratif.

Arah kebijakan pada tahun 2019, pelaksanaan pembinaan
Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan
melibatkan seluruh stakeholder yang terkait sehingga
terbangunnya sinergi yang efektif dalam peningkatan pola
pembinaan di jenjang Sekolah Menengah Atas baik dari proses
pembelajaran sampai dengan penilaian yang bertitik pada
peserta didik.

Pola pembinaan yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan
SMA dalam wupaya percepatan pendidikan yang bermutu
dilakukan secara terintegrasi sehingga diharapkan dapat
memberikan kontribusi secara terukur dan terarah, sehingga
apa yang akan menjadi tujuan dapat terlaksana sesuai apa yang
sudah dijadikan tujuan dalam roadmap pendidikan bermutu
tahun 2025.Untuk mendukung sekolah yang menerapkan
Kurikulum 2013 dan model pembelajaran yang berlaku,
Subdirektorat Kurikulum memprogramkan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut.

1) Penyusunan Bahan




Dalam rangka implementasi Kurikulum 2013, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan berupaya terus untuk
meningkatkan mutu pendidikan di SMA. Merealisasikan upaya
tersebut, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2018 sesuai
dengan tugas dan fungsinya memprogramkan berbagai kegiatan
pembinaan peningkatan mutu SMA antara lain implementasi
Kurikulum 2013, SMA Rujukan, SMA Kewirausahaan,
Penguatan Pendidikan Karakter, Literasi, serta Pembelajaran
dan Penilaian. Pembinaan tersebut perlu adanya dukungan
naskah/pedoman/panduan yang lebih operasional sehingga
dalam implementasi di lapangan (sekolah/kelas) tidak terjadi
multi tafsir dan pemahaman terhadap naskah/pedoman baik
secara konsep dan strategi penyelenggaraan,
pedoman/panduan/petunjuk teknis, dan materi serta bahan
pembelajaran serta naskah/pedoman lain yang relevan dengan
tuntutan dalam pembelajaran dan penilaian di kelas.
Mengawali kegiatan dimaksud telah dilakukan identifikasi
kebutuhan naskah pembelajaran dan penilaian terlebih dahulu.
Selanjutnya naskah tersebut akan ditelaah, disusun dan
dikembangkan baik dari sisi desain, konsep, dan konten yang
berhubungan dengan substansi dalam implementasi di kelas,
untuk mendukung hal tersebut maka Subdirektorat Kurikulum
mempersiapkan  beberapa  kegiatan pendukung dalam
pelaksanaan output penyusunan bahan, sebagai berikut:

a. Workshop Review Dan Pengembangan Naskah

Pembelajaran Dan Penilaian
b. Workshop Pembahasan Dan Penyempurnaan Naskah
Pembelajaran Dan Penilaian
c. Editing Dan Finalisasi Pengembangan Naskah

Pembelajaran Dan Penilaian

2) Koordinasi Pelaksanaan




Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan mitra
kerja Subdirekorat Kurikulum dalam implementasi Kurikulum
2013, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi agar terjalin
harmonisasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan
implementasi Kurikulum 2013, maka Subdirektorat Kurikulum
mempersiapkan  beberapa  kegiatan pendukung dalam
pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi implementasi kurikulum dengan LPMP sesuai

dengan tugas dan fungsi LPMP yang tersebar di 34 Provinsi.

Tujuan Koordinasi dan sinkronisasi implementasi kurikulum

dengan LPMP adalah:

a. Memberikan informasi kebijakan terkini implementasi
Kurikulum SMA.

b. Memberikan informasi tentang teknis dan mekanisme
pelaksanaan implementasi kurikulum SMA.

c. Melakukan validasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3) Pelatihan Kurikulum

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di tingkat sekolah perlu
keterlibatan nyata dari berbagai pihak terkait baik secara
kebijakan, substansi, dan teknis. Direktorat Pembinaan SMA
telah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Balitbang
(Puskurbuk dan Puspendik), Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan, BSNP, PASKA, Dapodik, LPMP, Dinas
Pendidikan Provinsi, Pengawas SMA, Kepala SMA, dan Guru
SMA. Upaya tersebut dilakukan agar kebijakan, materi, dan
strategi fasilitasi implementasi Kurikulum 2013 disiapkan dan
dilaksakanan dengan keterlibatan semua pihak yang terkait.
Pada kenyataannya memang harus diakui bahwa pelibatan

berbagai pihak dan fasilitasi implementasi Kurikulum 2013 di

SMA belum sepenuhnya mampu memahamkan, memampukan,




dan menggerakan pelaku utama Kurikulum 2013 di sekolah
yaitu Kepala Sekolah dan Guru untuk melaksanakan
pembelajaran dan penilaian seperti yang diharapkan dalam
konsep Kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 menghendaki agar pencapaian kompetensi
peserta didik sebagaimana yang diminta dalam Standar
Kompetensi Lulusan, Konpetensi Inti, dan Kompetensi Dasar
dilakukan melalui pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan
dengan berbagai model pembelajaran seperti discovery learning,
project-based learning, problem-based learning, inquiry learning,
serta menggunakan modus pembelajaran langsung (direct
instructional) dan tidak langsung (indirect instructional). Konsep
tersebut dijelaskan dalam Lampiran Permendikbud Nomor 103
tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan
Menengah. Seiring dengan konsep tersebut, dalam berbagai
workshop, bimtek, pelatihan yang terkait dengan Kurikulum
2013 sering diuraikan mengenai kompetensi abad 21 (4 C),
Higher Order Thinking Skills (HOTS), Penguatan Pendidikan
Karakter, Literasi, dan Sience, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM) yang kesemuanya itu menjadi muatan bagi
kepala sekolah dan guru untuk mengimplementasikannya di
depan kelas.
Berdasarkan hal tersebut, Subdirektorat Kurikulum telah
mempersiapkan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut:

a. Workshop Pengelolaan SKS SMA

b. Bimbingan Teknis Penyusunan Soal HOTS

c. ToT Tim Fasilitator Pembinaan Di SMA - Pasca EHB

d. Pelaksanaan Pembinaan Di SMA-Pasca EHB

e. Pelaksanaan Pendampingan Ujian Sekolah Berstandar

Nasional (USBN)

f. Workshop Tim Pengembang Pembelajaran dan Penilaian
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h. Workshop Peningkatan Mutu Penyelenggaraan dan
Pengembangan Soal Ujian Sekolah

i. Workshop Pembinaan Program Kurikulum SMA Bagi
Pengawas

j. Sosialisasi/Seminar Kurikulum (Uji Publik)

k. Workshop Penyiapan Emodul dan Video Pembelajaran

1. Workshop Pembahasan dan Penyempurnaan E-Modul Dan
Video

m. Editing dan Finalisasi E-Modul Dan Video

n. Penggandaan dan Pengiriman Blangko Sertifikat/Ijazah

SMA

c) Sekolah yang Mendapatkan Program

Keterampilan/Kewirausahaan

Saat ini Kewirausahaan merupakan bagian integral dari struktur
Kurikulum 2013 yang dalam pelaksanaannya
mengimplementasikan kecakapan abad 21 atau diistilahkan
dengan 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and
Problem Solving, dan Creativity and Innovation) yang merupakan
kemampuan sesungguhnya ingin dituju dengan Kurikulum
2013. Program Kewirausahaan merupakan salah satu jawaban
bagi pendidikan di SMA untuk mengenal konsep kewirausahaan,
latihan mengembangkan wusaha, mendapatkan pengalaman
praktis berwirausaha, menumbuhkan minat berwirausaha dan
mengembangkan potensi berwirausaha. Mengimplementasikan
program Kewirausahaan di SMA tersebut, Direktorat Pembinaan
SMA pada tahun anggaran 2019 memberikan Bantuan
Pemerintah untuk penguatan dan peningkatan mutu
kewirausahaan di SMA. Bantuan Pemerintah Program
Kewirausahaan di SMA merupakan dana bantuan yang secara

khusus digunakan untuk pengembangan penyelenggaraan

pendidikan bermutu yang memenuhi Standar Nasional




Pendidikan, pelaksanaan kebijakan dan pengembangan
keunggulan sekolah Program Kewirausahaan. Selanjutnya
sekolah tersebut diharapkan berperan sebagai pelopor
pelaksana kebijakan, pengembang keunggulan dan keunikan
serta praktik baik program kewirausahaan sehingga dapat

menjadi rujukan bagi SMA yang lain.

Strategi pemilihan Sekolah Program Kewirausahaan melalui
seleksi proposal calon Sekolah Program Kewirausahaan yang
sudah diketahui dan disetujui Dinas Pendidikan Provinsi, sesuai
kuota yang diberikan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan
oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas untuk calon

Sekolah program Kewirausahaan tahun 2019

Berdasarkan hal tersebut, Subdirektorat Kurikulum telah

mempersiapkan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut:
1) Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan terhadap penerima bantuan
pemerintah program SMA Kewirausahaan pada tahun 2019
dengan melibatkan Direktorat Pembinaan SMA, Praktisi
Kewirausahaan, Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya
Saing, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) dan Dinas

Pendidikan Provinsi dan Sekolah.
Adapun kegiatan dalam Bimbingan Teknis:

a. Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Program SMA

Kewirausahaan

Kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Program
SMA Kewirausahaan akan menghasilkan yang MoU
(naskah kesepakatan) bantuan pemerintah program
Program SMA  Kewirausahaan antara Direktorat

Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah.

Tujuan bimbingan teknis bantuan pemerintah Sekolah




yang Mendapatkan Pembinaan adalah:

1. meningkatkan pemahaman  kebijakan strategis

peningkatan mutu SMA,;

2. meningkatkan pemahaman konsep dan pengembangan

Program SMA Kewirausahaan;

3. menyusun dan menyepakati rencana aksi (action

plan)Program SMA Kewirausahaan;

4. menyepakati rencana penggunaan dana (RAB) Bantuan

Pemerintah Program SMA Kewirausahaan;

5. menandatangani naskah perjanjian kerjasama (MoU)

Bantuan Pemerintah Program SMA Kewirausahaan.

. Bimbingan Teknis Pengelolaan Program SMA

Kewirausahaan

Kegiatan pembinaan untuk SMA Kewirausahaan meliputi
(1) Bimbingan Teknis Program SMA Kewirausahaan, (2)
Pemberian Bantuan Pemerintah sebesar Rp. 115
Juta/SMA, dan (3) Bimbingan Teknis Pengelolaan Program
Kewirausahaan di SMA. Materi pembinaan yang dilakukan
sekolah  meliputi (1) Pemantapan = Pemahaman
Pembelajaran dan Penilaian Pada Kurikulum 2013 SMA :
Kebijakan, Konsep, dan Realita Pelaksanaan Pembelajaran
dan Penilaian di Sekolah (Pembelajaran Abad 21; SM; 4C;
Pendidikan Karakter; Literasi; Pembelajaran dan soal
HOTS; Model Pembelajaran; Sikap, Pengetahuan dan
Keterampilan Vs Afektif, Kognitif, dan Psikomotor; Penilaian
Karakter Vs Penilaian Sikap; USBN, UN, Rapor Akademik
dan Rapor Karakter); (2) Penerapan penilaian dengan soal
HOTS (membuat bank soal HOTS); (3) Praktik Baik
Penguatan Karakter Kewirausahaan di SMA; (4) Evaluasi

dan pemantapan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di




sekolah (best practise); (5) Pengelolaan Kelompok Usaha
Siswa (KUS); (6) Merintis kerjasama vokasi dan akademik
dengan SMK/dunia usaha dunia industri; (7) Pemenuhan

kelengkapan Dapodik.

Perjalanan fasilitasi dan pembinaan mutu SMA diatas
sampai dengan tahun 2018 secara waktu telah berjalan 3
tahun, secara pembiayaan telah diinvestasikan milyaran
rupiah, secara kuantitas telah dibina 204 SMA, walaupun
tidak menjangkau semua kabupaten/kota di 34 provinsi
dan secara materi telah dikembangkan berbagai macam
kegiatan untuk meningkatkan mutu SMA Kewirausahaan
dari segi pemenuhan SNP khususnya SKL, Standar Isi,
Standar Proses, dan Standar Penilaian, implementasi
Kurikulum 2013, implementasi kebijakan mutu, dan
peningkatan keunggulan sekolah. Beberapa pertanyaan
strategis dikemukakan dari program tersebut antara lain (1)
Apakah program tersebut tepat sasaran?; (2) Apakah
sekolah menjalankan semua rencana aksi sesuai dengan
kesepakatan?; (3) Apakah materi kegiatan dalam program
aksi memberikan manfaat langsung bagi sekolah; (4)
Apakah Kurikulum 2013 telah berjalan sesuai dengan
kebijakan dan konsep yang diharapkan?; (5) Apakah
kebijakan strategis Kemendikbud terlaksana di sekolah?;
(6) Apakah praktik baik dan keunggulan sekolah
berkembang secara kuantitas dan kualitas?; (7) Apakah
bantuan pemerintah digunakan sesuai ketentuan dan
kegiatan?; (8) Apakah telah terjadi pembelajaran dan
penilaian sesuai Kurikulum 20137?; (9) Apakah SMA lain
disekitarnya menerima manfaat dari SMA Kewirausahaan?;
(10) Apakah melalui program ini jiwa entrepreneur dapat

terbentuk?; dan lain-lain. Pertanyaan tersebut harus

dijawab oleh setiap SMA Kewirausahaan yang ditunjukkan




dengan karya nyata dalam bentuk Penampilan, Pelayanan,

dan Prestasi.

Harapan masyarakat terhadap program SMA
Kewirausahaan sangat tinggi, karena melalui SMA
Kewirausahaan perluasan dan peningkatan mutu SMA
akan terjadi. Penyelenggaraan program kewirausahaan di
SMA bukan berarti meng-SMK-kan SMA. Program ini
dimaksudkan sebagai salah satu upaya memberi bekal
kepada peserta didik agar mereka memahami konsep
kewirausahaan, memiliki karakter wirausaha, mampu
memanfaatkan peluang, dan mendapatkan pengalaman
langsung berwirausaha, serta terbentuknya lingkungan
sekolah yang berwawasan kewirausahaan. Oleh karena itu
karya nyata SMA Kewirausahaan tahun ini harus
ditunjukkan kepada khalayak. SMA Kewirausahaan sendiri
harus menunjukkan sebagai SMA yang dapat mendorong
peserta didik untuk mulai mengenal dan membuka usaha
atau berwirausaha. Komunitas SMA Kewirausahaan harus
satu gerak dan tujuan. Agar kegiatan-kegiatan 204 SMA
Kewirausahaan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan
berhasil maka materi kegiatan, jadwal kegiatan,
pemanfaatan bantuan pemerintah, pelaporan akan dibahas
pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Program

Kewirausahaan di SMA.

Tujuan dari Bimbingan Teknis Pengelolaan SMA yang

Mendapatkan Pembinaan adalah:

a. Meningkatkan pemahaman  kebijakan  strategis
peningkatan mutu SMA;

b. Meningkatkan pemahaman program SMA

Kewirausahaan;




c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan rencana
anggaran biaya bantuan pemerintah SMA Program
Kewirausahaan yang telah disepakati;

d. Meningkatkan kemampuan teknis pelaksanaan
kegiatan SMA Program Kewirausahaan,;

e. Meningkatkan pemahamanan sistem pelaporan
kegiatan dan keuangan bantuan pemerintah SMA

Program Kewirausahaan.
2) Penyaluran Bantuan

Sekolah  penerima bantuan pemerintah adalah SMA
Kewirausahaan tahun 2019 yang telah ditetapkan Direktorat
Pembinaan SMA sesuai dengan kriteria dan persyaratan serta
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMA.
Dana bantuan pemerintah SMA Kewirausahaan tahun 2019
disalurkan langsung ke rekening sekolah oleh Direktorat
Pembinaan SMA sebesar Rp115.000.000,00 per sekolah dengan

prinsip penggunaan swakelola.

Tujuan Bantuan Pemerintah SMA Kewirausahaan bertujuan

antara lain:

a. mendorong sekolah untuk meningkatkan mutu
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan khususnya
berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran prakarya

dan kewirausahaan;

b. menumbuhkembangkan praktik-praktik baik dan inovasi

kegiatan kewirausahaan bagi siswa;

c. memperluas dan mempercepat ketersediaan pelayanan

pendidikan pengembangan Program Kewirausahaan di

SMA;




d. memberdayakan sekolah sebagai pelopor dan pengembang
praktik-praktik baik pengembangan Program

Kewirausahaan sebagai mitra bagi SMA lain;

e. memperkuat pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) di SMA dengan cara mengembangkan
metode pembelajaran dalam penguatan pendidikan
karakter dan pembentukan nilai-nilai kewirausahaan

pada kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah;

f. menganalisis kompetensi dasar mata pelajaran Prakarya
dan Kewirausahaan, Ekonomi, Fisika, Kimia, Biolagi, dan
Seni Budaya dalam rangka pemetaan ruang lingkup

materi yang terkait dengan program kewirausahaan;

g. merumuskan rancangan program kewirausahaan dan

pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan di SMA.
3) Supervisi

Pengendalian dan pengawasan penggunaan dana Bantuan
Pemerintah SMA Kewirausahaan dilakukan melalui kegiatan
supervisi sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi.
Monitoring bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap
penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang meliputi aspek
kualitas, kuantitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan keuangan,
administrasi serta mengetahui seberapa besar peran dan
partisipasi masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui
apakah pelaksanaan program bantuan berjalan lancar sesuai
sasaran yang diharapkan. Hasil supervisi akan dijadikan bahan

pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan.

Supervisi program kewirausahaan di SMA oleh Direktorat
Pembinaan SMA atau instansi lain dari Pusat dapat

dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung

atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan. Monitoring




dan evaluasi dapat juga melibatkan unsur masyarakat yang

diwakili oleh komite sekolah dan dewan pendidikan.

Metode supervisi dapat dilakukan dengan observasi, studi
dokumentasi, wawancara dengan responden, pengisian
kuesioner/instrumen oleh responden. Metode lain responden
dapat mengisi kuesioner monitoring dan evaluasi secara on-line.
Kuesioner/instrumen monitoring disusun oleh Direktorat

Pembinaan SMA.

Agar pelaksanaan supervisi dapat terlaksana secara efektif
Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan kegiatan

sebagai berikut :

Adapun kegiatan dalam Supervisi adalah:
a. ToT Petugas Supervisi keterlaksanaan program SMA

Kewirausahaan

Menyiapkan tim monitoring dan evaluasi melalui kegiatan

workshop/TOT ditingkat pusat yang akan melibatkan

unsur pusat dan daerah.

Tujuan dari ToT Petugas Supervisi ini adalah

1. Menyamakan pemahaman petugas supervisi mengenai
strategi pelaksanaan supervisi keterlaksanaan program
SMA Rujukan tahun 2019;

2. Memantapkan penguasaan petugas supervisi terhadap
instrumen yang akan diberikan kepada masing-masing
responden di sekolah;

3. Menyiapkan sejumlah personel yang akan ditugaskan
sebagai petugas dalam kegiatan supervisi
keterlaksanaan program SMA Rujukan.

4) Pelaksanaan Supervisi

Metode supervisi dalam rangka monitoring dan evaluasi dapat

dilakukan dengan observasi, studi dokumentasi, wawancara




dengan responden, pengisian kuesioner /instrumen oleh
responden.
Rincian pelaksanaan supervisi program SMA Kewirausahaan:

a. Petugas supervisi yang berjumlah 2 (dua) orang ke 100
lokasi di 34 Provinsi;

b. Satu tim petugas supervisi terdiri dari 1 (satu) petugas
pusat dan 1 (satu) orang petugas daerah melakukan
supervisi ke 100 lokasi di 34 Provinsi yang sudah
ditentukan;

c. Petugas supervisi akan mengunjungi lokasi verifikasi

minimal 2 lokasi di masing-masing Provinsi dengan lokasi

yang sudah ditentukan.
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C. RENCANA DAN ANGGARAN SUBDIT KELEMBAGAAN DAN
SARANA PRASARANA

1. Struktur Organisasi

Kepola Subell Kelembegoan

Struktur Organisasi Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

2. Profil Anggaran Tahun 2019

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana dalam
melaksanakan tugasnya mempunyai tugas untuk melaksanakan
penyiapan bahan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi,
dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah
menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing
dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh

lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta




fasilitas sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di
bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas.
Pagu anggaran 2019 untuk Subdirektorat Kelembagaan dan
Sarana Prasarana digunakan untuk membiayai program
bantuan sarana dan prasarana yang melibatkan Dinas
Pendidikan Provinsi dan pihak terkait lainnya. Mekanisme
penyaluran bantuan pemerintah dimulai dengan seleksi dan
verifikasi terhadap calon penerima bantuan, bimbingan teknis
kepada calon penerima bantuan, penyaluran dana bantuan, dan
supervisi. Metode pengelolaan bantuan adalah swakelola dengan
memerhatikan  akuntabilitas, transparansi, partisipatif,
demokratif, efisien dan efektif.
Pada seksi kelembagaan, anggaran digunakan untuk
membiayai, antara lain, 3 (tiga) output kegiatan utama, yakni
pembinaan manajemen berbasis sekolah, sekolah terbuka yang
mendapatkan bantuan operasional, dan pembinaan UKS. Di
dalam pembinaan MBS terdapat beberapa program, yaitu
penguatan MBS, revitalisasi perpustakaan, pembinaan SPK,
persiapan akreditasi, pengelolaan sarana prasarana, dan
bantuan untuk SMA Terbuka.
a. Rencana Kerja Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana
tahun 2019
Pada tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) tugas pokok yang akan
dilaksanakan oleh Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana
Prasarana yaitu diantaranya:
1) melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output

Unit Sekolah Baru yang dibangun (5627.002);




3) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output
Sekolah yang direnovasi (5627.007);

4) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output
Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) (5627.018);

5) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output
Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan (5627.020);

0) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output
Sekolah yang melaksanakan Program UKS (5627.022);

7) melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja Output
Sekolah Terbuka yang mendapatkan bantuan operasional
(56627.025).

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan

sebagaiberikut:

I.  Unit Sekolah Baru yang dibangun (5627.002)

Bantuan pemerintah Unit Sekolah Baru (USB) adalah bantuan
pembangunan unit sekolahbaru, bagi sekolah dengan kategori

sebagai berikut:

a) belum memiliki siswa, ijin operasional, tenaga pendidik dan
kependidikan, serta bangunan sendiri;

b) sudah memiliki siswa, ijin operasional, tenaga pendidik dan
kependidikan, namun belum memiliki bangunan sendiri
atau
menumpang di tempat lain;

c) sudah memiliki siswa, ijin operasional, tenaga pendidik dan
kependidikan, dan bangunan yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah
atau Yayasan Pendidikan, namun jumlahnya minim

dibandingkan

dengan kebutuhan siswa.




Metode pelaksanaan/pembangunan USB SMA adalah dengan
cara swakelola yang dikerjakan oleh panitia pembangunan yang
terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi bagi SMA Negeri
atau yayasan pendidikan bagi sekolah swasta, komite sekolah,
dan masyarakat.

Strategi pemberian bantuan USB dilaksanakan melalui tahapan:
seleksi dan verifikasi, bimbingan teknis, penyaluran bantuan,
dan supervisi. Adapun ruang lingkup program pembangunan

USB sebagai berikut:

a) Seleksi Verifikasi Sekolah Calon Penerima Bantuan USB

(052)

1) Pelaksanaan Verifikasi
Verifikasi USB dilaksanakan dengan maksud untuk
memperoleh data keadaan lahan, status lahan dan
dukungan para pemangku kebijakan serta faktor
pendukung lainnya yang sebenarnya sebagai bahan
pertimbangan menentukan sekolah penerima bantuan
USB tahun anggaran 2019.
Metode yang digunakan adalah observasi ke lokasi
pembangunan USB dan wawancara kepada pihak terkait
khususnya pelaksana pembangunan USB di kab/kota.
Output kegiatan adalah data hasil verifikasi sekolah/Dinas
Pendidikan Provinsi/yayasan pendidikan calon penerima
bantuan USB SMA.

2) Analisis dan Pengolahan Data Hasil Verifikasi
Kegiatan ini untuk mengentri, mengolah, dan menganalisis
data hasil verifikasi. Output kegiatan ini adalah analisis
hasil verifikasi sekolah sebagai pertimbangan untuk
menentukan sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan
pendidikan yang akan diundang untuk bimbingan teknis

review proposal.

3) Koordinasi Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana




Kegiatan ini adalah koordinasi dan tindak lanjut terkait
hasil pembangunan Unit Sekolah Baru yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan
pendidikan. Output kegiatan ini adalah hasil
pembangunan Unit Sekolah Baru di provinsi penerima
bantuan.
b) Bimbingan Teknis Review Proposal USB (053)

Kegiatan review proposal merupakan kegiatan pemberian

bimbingan teknis kepada Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan

pendidikan yang akan melaksanakan pembangunan USB

SMA di kab/kotanya masing-masing. Ruang lingkup kegiatan

untuk mendukung kegiatan ini meliputi:

1) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Review Proposal

Kegiatan bimbingan teknis review proposal USB
dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan tujuan
untuk  memberikan  bimbingan teknis mengenai
pembangunan USB SMA dan me-review proposal bantuan
pendidikan pembangunan USB agar sesuai dengan
pedoman pembangunan USB tahun 2019. Output yang
diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya proposal
bantuan pemerintah USB SMA yang telah di-review, dan
MoU Bantuan pemerintah pembangunan USB SMA tahun
2019 antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan
pendidikan dengan Direktur Pembinaan SMA. Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan USB
adalah:

a. pematangan lahan USB SMA yang menjadi tanggung
jawab dinas pendidikan provinsi/yayasan pendidikan,;
b. pemasangan papan  pengumuman di lokasi

pembangunan yang menginformasikan sekurang-

kurangnya mengenai jumlah dan sumber dana




pembiayaan pembangunan, dan jadwal pelaksanaan
pembangunan USB SMA;

c. Pembentukan panitia pembangunan dan penyusunan
rencana kerja detail disusun/dibuatoleh konsultan
perencana pembangunan USB SMA yang ditunjuk.
Rencana kerja detail dimaksud adalah desain dan
gambar teknis bangunan dan Rencana Anggaran dan
Biaya (RAB), jadwal pelaksanaan kurva “S”;

d. Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan pendidikan
menunjuk konsultan perencana dan pengawas
pembangunan USB SMA. Biaya konsultan
perencanaan, konsultan pengawasan,dan manajemen
pelaksanaan pembangunan USB dialokasikan dari
dana APBN;

e. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan
keuangan Bantuan USB SMA, berdasarkan mekanisme
dan prosedur yang ditetapkan dalam pedoman Bantuan
SMA;

f. Serah terima hasil pekerjaan dan inventarisasi USB
SMA dalam daftar inventarisasi barang milik
pemerintah daerah provinsi/ yayasan pendidikan

setempat.

2) Analisis Kegiatan dan Pengolahan Hasil Bimtek
Kegiatan ini untuk mengentri, mengolah, dan menganalisis
data hasil bimtek. Output kegiatan ini adalah pengolahan
data hasil bimtek untuk proses penyaluran bantuan serta
analisis hasil bimtek yang menjadi bagian dari pelaporan
kegiatan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

3) Pengembangan E-takola PSMA
Pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk pengelolaan

bantuan dan profil sarana prasarana SMA yang lebih

efisien dan efektif karena paper less dan memudahkan




c)

updating data serta user friendly. Aplikasi ini juga sebagai
digitalisasi arsip dan tracking proses usulan dan
pelaksanaan bantuan.
Penyaluran Bantuan Pembangunan USB (054)
Penyaluran dana bantuan USB SMA ke rekening atas nama
Dinas Pendidikan Provinsi/yayasan pendidikan, disalurkan
setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam buku
pedoman bantuan Unit Sekolah Baru yang dikeluarkan oleh
Direktorat Pembinaan SMA.
Penyaluran bantuan USB dilakukan dalam 2 termin. Termin
pertama sebesar 70% setelah kegiatan penandatanganan
SP2D dan termin kedua sebesar 30% setelah dinas
provinsi/yayasan pendidikan menyampaikan laporan
kemajuan progres pembangunan fisik 50%. Proses
penyaluran dana bantuan USB sampai ke rekening Dinas
Provinsi/yayasan pendidikan.
Supervisi (055)
Supervisi bantuan USB dilakukan agar dapat melihat secara
langsung kelapangan kesesuaian pelaksanaan pembangunan
USB yang didanai dari bantuan APBN tahun 2019.
Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini

meliputi:

1) Pelaksanaan Supervisi
Supervisi  dilaksanakan dengan maksud untuk
memperoleh informasi tentang pelaksanaan pembangunan
USB pada dinas pendidikan provinsi/yayasan pendidikan
penerima Bantuan pemerintah tahun 2019. Metode yang

digunakan adalah observasi ke lokasi pembangunan USB

dan wawancara kepada pihak terkait khususnya




pelaksana pembangunan USB di provinsi/yayasan
pendidikan. Output kegiatan ini adalah hasil Supervisi
pelaksanaan pembangunan USB di provinsi/yayasan
pendidikan penerima bantuan tahun 2019 sebanyak 8
lokasi.
2) Analisis dan Pengolahan data hasil Supervisi

Kegiatan ini untuk mengentri, mengolah, dan menganalisis
data hasil Supervisi. Output kegiatan ini adalah analisis
hasil Supervisi unit sekolah baru sebagai pertimbangan
untuk menentukan Dinas Provinsi/yayasan pendidikan
yang akan akan mengusulkan bantuan pemerintah pada

tahun berikutnya.

II. Sekolah yang direnovasi (5627.007).

Kondisi bangunan sekolah, seiring dengan bertambahnya usia
bangunan, akan mengalami penurunan keandalan bangunan.
Penurunan keandalan ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal,
diantaranya adalah kegiatan pengguna bangunan, kondisi cuaca
dan perubahan standard. Kondisi bangunan sekolah yang
menurun keandalannya akan berpengaruh pada performansi
pemenuhan fungsi bangunan.

Persyaratan keandalan bangunan akan meninjau kondisi
bangunan terhadap aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan
dan kemudahan. Dengan meninjau keempat aspek tersebut
terhadap bangunan sekolah akan menjadi dasar evaluasi teknis
terkait keandalan bangunan sekolah dalam pemenuhan
fungsinya.

Bantuan renovasi sekolah dibagi menjadi 2 jenis yaitu renovasi

bangunan SMA dan renovasi sanitasi SMA.

III.  Renovasi Bangunan SMA

Bantuan ini diberikan pada sekolah dengan tujuan: (1)

meningkatkan kualitas dan kondisi fisik bangunan SMA,




sehingga dapat memenuhi fungsinya dan sesuai standart sebagai

prasarana pendidikan dan pembelajaran di sekolah; (2)

terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan

kemudahan dari prasyarat teknis bangunan, oleh pengguna dan

pengelola bangunan SMA; (3) membangun citra baru bangunan

SMA yang tertata dan berpenampilan menarik, tidak kusam dan

biasa pada perwajahan depan sekolah.

Diprioritaskan pada SMA yang memiliki kondisi, diantaranya:

a)

b)

<)

g)

Usia bangunan SMA lebih dari 20 tahun;

Sasaran bangunan yang direnovasi adalah perwajahan
bagian depan sekolah;

Sebagian besar kondisi bangunan lama, sudah tidak layak
fungsi sehingga dapat membahayakan atau mengganggu
ketenangan dalam proses belajar mengajar atau berukuran
tidak standart sesuai pedoman standarisasi ruang dan
perabot direktorat PSMA,;

Mengalami musibah (kebakaran, bangunan runtuh,
kerusuhan, dll) atau bencana alam (rob, gempa, banjir,
longsor, dll);

Memiliki kemampuan dan komitmen internal dalam bentuk
dana sharing (imbal swadaya), untuk mendukung
penyelesaian lingkup pekerjaan renovasi yang telah
direncanakan khususnya untuk pekerjaan non standar
atau luasan bangunan tambahan yang akan direnovasi;
Memiliki dokumen masterplan sebagai rencana
pengembangan sekolah jangka panjang;

Renovasi Sekolah diarahkan pada sebagian atau
keseluruhan dari bangunan lama yang akan dipugar atau

dibongkar, dan selanjutnya dibangun kembali dengan

tampilan dan disain bangunan baru sesuai dengan site plan

sekolah;




h) Bangunan sekolah yang masuk kategori cagar budaya, tidak

j)

k)

diperkenankan menjadi sasaran bangunan yang akan
direnovasi;
Melakukan proses pengurusan penghapusan aset,
khususnya pada sasaran bangunan renovasi yang sudah
tidak mendukung fungsi bangunan yang dibutuhkan sesuai
dengan perencanaan pengembangan sekolah;
Untuk bangunan yang akan direnovasi namun tidak melalui
proses penghapusan aset, maka klausulnya menjadi
peningkatan fungsi bangunan;
Untuk bangunan sekolah yang harus melakukan proses
penghapusan, maka pelaksanaan Renovasi dapat
dilaksanakan setelah surat persetujuan atau surat
konfirmasi proses penghapusan aset dikeluarkan oleh
pejabat daerah yang berwenang dan diterima oleh pihak
sekolah, serta selanjutnya ditembuskan kepada Direktorat
PSMA;

Kategorisasi lingkup Renovasi Sekolah sekolah:
1) Kategori I, dengan kondisi lingkup renovasi mencakup:

a. Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak
digunakan kembali;

b. Perbaikan/perkuatan struktur dengan
mempertimbangkan faktor keamanan dan
keselamatan penghuninya

2) Kategori II, dengan kondisi lingkup renovasi mencakup:

a. Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak digunakan
kembali;

b. Terjadinya penambahan kapasitas dan jenis fungsi ruang;

3) Kategori III, dengan kondisi lingkup renovasi mencakup:

a. Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak

digunakan kembali;




b. Penambahan kapasitas dan jenis fungsi ruang, serta
perubahan alokasi fungsi ruang;

c. Perubahan model tampak depan bangunan
(perwajahan sekolah) dan/atau penambahan asesoris
bangunan,;

d. Bangunan yang akan direnovasi berada di atas tanah
yang memiliki kejelasan status sebagai hak milik
sekolah, yang diperkuat dengan penyertaan sertifikat
hak milik dan/atau akta jual beli (sertifikasi sedang
dalam proses);

e. Bantuan renovasi tidak diperuntukkan untuk
pembangunan bangunan baru dilokasi lain;

f. Pencapaian kualitatif yang harus dipenuhi dari

bangunan yang telah direnovasi adalah:

e Peningkatan nilai fungsi bangunan;

¢ Disain dan tata letak bangunan yang baru,;

¢ Bangunan dipugar dan dibangun baru;

e Kapasitas bangunan yang baru,

e Perubahan atau perbaikan perwajahan depan
sekolah

e Perbaikan atau perkuatan struktur dengan
mempertimbangkan aspek keamanan dan

keselamatan pengguna

g. Tidak termasuk sekolah yang belum menyampaikan
laporan pelaksanaan bantuan sosial atau mempunyai

masalah dalam pengelolaan bantuan sosial sebelumnya.

IV. Renovasi Sanitasi Sekolah
Bantuan ini bertujuan agar tersedianya sarana sanitasi yang

memenuhi persyaratan, terbentuknya budaya sekolah yang

sehat, bersih dan cinta lingkungan melalui pengembangan




sarana sanitasi, dan terbentuknya perilaku warga sekolah yang
mencintai kebersihan, kenyamanan dan keindahan, disertai
dengan kesadaran untuk merawat dan menjaganya.
Diprioritaskan untuk SMA dengan kondisi belum memiliki
sarana sanitasi yang layak dan memenuhi persyaratan, atau
kondisi minim dan terbatasnya ketersediaan sarana sanitasi
dibandingkan dengan jumlah siswa dan warga sekolah.
Peningkatan ketersedian dan kualitas sarana sanitasi yang ada
di lingkungan sekolah difokuskan pada; 1) Penyediaan dan
distribusi air bersih, 2) Penyediaan jumlah kebutuhan toilet, 3)
Penyediaan tempat cuci tangan, 4) Penanganan air kotor dan
limbah, dan 5) Ketersediaan toilet yang bersih dan sehat.
Seluruh kegiatan yang dilakukan tersebut di atas dilakukan
melalui metode swakelola.
Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan renovasi bangunan
dan renovasi sanitasi sebagai berikut:
a) ReviewJuklak dan Juknis
Kegiatan review naskah Pedoman, Juklak dan Juknis
Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi
SMA dimaksudkan untuk mengakomodir adanya perubahan
program/kegiatan Direktorat Pembinaan SMA dan perubahan
kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
perubahan peraturan terkait.

b) Seleksi Verifikasi Sekolah Calon Penerima Bantuan Renovasi
Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi SMA

Seleksi dan verifikasi sekolah calon penerima Bantuan
Pemerintah Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi
SMA dengan mempertimbangkan analisis profil sekolah yang
mencakup indikator: kondisi geografis,kebutuhan, dan desain
perencanaan.

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini

meliputi:




1) Pelaksanaan Verifikasi
Verifikasi  dilaksanakan dengan maksud untuk
memperoleh data keadaan sekolah yang sebenarnya
sebagai bahan pertimbangan menentukan sekolah calon
penerima bantuan. Metode yang digunakan adalah
observasi ke sekolah dan wawancara kepada pihak terkait
khususnya pihak sekolah mengenai kesiapan sekolah
menerima bantuan dan kesesuaian kebutuhan sekolah
serta kondisi yang ada di lapangan. Output kegiatan ini
adalah data hasil verifikasi sekolah calon penerima
Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi

SMA.

2) Pengolahan Data Hasil Verifikasi
Kegiatan ini untuk mengentry, mengolah, dan
menganalisis data hasil verifikasi. Output kegiatan ini
adalah analisis hasil verifikasi sekolah sebagai
pertimbangan untuk menentukan sekolah yang akan
diundang untuk bimbingan teknis review proposal.

Bimbingan Teknis Review Proposal Sekolah Penerima
Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi Sanitasi
SMA

Kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan teknis kepada
sekolah calon penerima bantuan yang akan melaksanakan
pembangunan Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan
Renovasi Sanitasi SMA.

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini

meliputi:

1) Pelaksanaan Bimtek Review Proposal
Kegiatan bimbingan teknis review proposal Bantuan
Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi Sanitasi SMA

bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis

pembangunan renovasi bangunan SMA dan review




proposal Bantuan Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi
Sanitasi SMA.

Output yang diharapkan pada kegiatan ini adalah proposal
Bantuan Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi Sanitasi
SMA yang telah di review, dan MoU bantuan Bantuan
Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi Sanitasi SMA
Tahun Anggaran 2019 antara kepala sekolah penerima
Bantuan Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi Sanitasi

SMA dengan Direktorat Pembinaan SMA.

2) Analisis Kegiatan dan Penyusunan Laporan
Analisis kegiatan dan Penyusunan Laporan hasil Bimtek
adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan
workshop wuntuk meyelesaikan laporan pelaksanaan
kegiatan bimbingan teknis review proposal sekolah calon
penerima Bantuan Renovasi Bangunan SMA atau Renovasi
Sanitasi SMA beserta Penyusunan Laporannya.

d) Pemberian Bantuan Renovasi Bangunan SMA dan Renovasi
Sanitasi SMA

Penyaluran Bantuan pembangunan Renovasi Bangunan SMA
sejumlah 100 Paket, @ Rp.400.000.000,- dengan nilai seluruh
bantuan renovasi bangunan SMA  berjumlah Rp.
40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

Penyaluran Bantuan pembangunan Renovasi Sanitasi SMA
sejumlah 100 Paket, @ Rp.100.000.000,- dengan nilai seluruh
bantuan  renovasi  sanitasi SMA  berjumlah  Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

e) Supervisi Penerimaan Bantuan
Supervisi penerima bantuan dilakukan agar dapat melihat

secara langsung ke lapangan kesesuaian pelaksanaan

bantuan renovasi yang didanai dari bantuan APBN tahun

2019.




Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini

meliputi:

1) Pelaksanaan supervisi
Supervisi  dilaksanakan dengan maksud untuk
memperoleh informasi tentang pelaksanaan bantuan
renovasi tahun 2019. Metode yang digunakan adalah
observasi ke lokasi pembangunan renovasi bangunan SMA
dan wawancara kepada pihak terkait khususnya panitia
pelaksana pembangunan. Output kegiatan ini adalah hasil
supervisi pelaksanaan pembangunan renovasi bangunan
SMA tahun 2019 sebanyak 30 lokasi.

2) Pengolahan data hasil supervisi
Pengolahan data hasil supervisi dilakukan untuk
mengevaluasi pelaksanaan supervisi ke sekolah penerima
bantuan renovasi dan menindaklanjuti ketika ada
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penerimaan bantuan

renovasi.

Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) (5627.018).

Peningkatan mutu pengelolaan pendidikan salah satunya upaya
peningkatannya dengan penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS). MBS bertujuan untuk memandirikan dan
memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonomi)
kepala sekolah dan mendorong sekolah untuk dapat mengelola
sekolahnya lebih baik.
Ruang lingkup pembinaan MBS, sebagai berikut:
a) Penyusunan Panduan (051)
Kegiatan ini merupakan penyusunan pedoman Penguatan
MBS SMA agar dapat memberikan pemahaman yang utuh

mengenai konsep MBS sesungguhnya. Juga memberikan

arah pada sekolah agar dapat dengan mudah untuk




menerapkan MBS di sekolah masing-masing walaupun
memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain.

Selain itu disusun buku best practice MBS berupa praktik-
praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah dalam
melaksanakan MBS. Sekolah yang mampu mandiri menggali,
mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan
mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber daya yang
ada di sekolah termasuk sumber pendanaan dari pemerintah
dan masyarakat. Hal tersebut beriringan dengan peningkatan
mutu tata kelola sekolah sesuai standar pengelolaan
pendidikan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 19 Tahun 2007. Langkah-langkah
mewujudkan sekolah dengan tata kelola bermutu diharapkan
dapat menjadi model bagi sekolah lainnya.

Mekanisme pelaksanaannya diawali dengan rapat koordinasi
antar pihak dan instansi terkait. Dilanjutkan dengan visitasi
sekolah untuk mengambil data implementasi MBS dengan
cara observasi dan wawancara mendalam serta pengambilan
dokumentasi sebagai bahan dasar penyusunan naskah.
Setelah itu dilakukan uji keterbacaan naskah sebagai uji
publik untuk sekolah dan instansi terkait. Masukan yang
didapat sebagai penyempurna naskah pada finalisasi naskah.

b) Verifikasi Calon Penerima Bantuan (052)

Kegiatan verifikasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi
SMA yang melaksanakan program MBS untuk selanjutnya
diberikan bantuan/bimtek. Tahapan kegiatan terkait diawali
dengan rapat koordinasi antar pihak dan instansi terkait.
Kegiatan persiapan dengan melakukan penyusunan
instrumen melibatkan instansi terkait. Selanjutnya diadakan
pembekalan untuk petugas yang akan ke sekolah agar dapat

memperoleh materi yang utuh sehingga dapat melakukan

tugas verifikasi dengan sebaik-baiknya.




c) Bimbingan Teknis (053)
Bimbingan teknis MBS meliputi beberapa kegiatan dengan

fokus pada beberapa bidang tertentu sebagai berikut:

1)

2)

Bimbingan Teknis Penguatan MBS SMA

Kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan teknis
terkait Pedoman MBS dan pemahaman mengenai
Permendikbud 19 tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan. MBS meliputi komponen manajemen
kurikulum dan  program = pembelajaran, tenaga
kependidikan, kesiswaan, keuangan dan pembiayaan,
sarana prasarana pendidikan, dan humas. Tujuannya
sekolah dapat menyusun evaluasi diri sekolah dan rencana
tindak lanjut untuk mengimplementasikan MBS di
sekolah.

Ruang lingkup kegiatan pendukung diawali dengan rapat
koordinasi antar pihak dan instansi terkait, penyusunan
materi, pelaksanaan bimbingan teknis dengan sasaran
150 orang, analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post

test.

Bimbingan Teknis Revitalisasi Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan mewajibkan
sekolah/madrasah memiliki perpustakaan. Pasal 23ayat
(1) Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 2007
mengamanatkan bahwa  setiap  sekolah/madrasah
menyediakan perpustakaan yang memenuhi Standar
Nasional Perpustakaan serta memerhatikan Standar
Nasional Pendidikan. Standar Nasional Perpustakaan

tersebut terdiri atas standar koleksi perpustakaan,

standar sarana dan prasarana, standar pelayanan




3)

perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar
penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Standar
Nasional Perpustakaan tersebut menjadi acuan dalam
penyelenggaraan perpustakaan pada satuan pendidikan
sekolah /madrasah, baik negeri maupun swasta.
Ketentuan bahwa setiap sekolah/madrasah harus
memiliki perpustakaan juga diatur dalam Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut menyatakan
bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana
ruang  perpustakaan untuk  menunjang  proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Bimbingan Teknis Revitalisasi Perpustakaan SMA
dilakukan agar SMA mampu mencapai kelima standar
nasional perpustakaan khususnya standar pelayanan,
standar pengelolaan, standar penyelenggaraan
perpustakaan.

Revitalisasi perpustakaan sebagai upaya peningkatan
standart pelayanan dan manajemen perpustakaan di
sekolah.

Ruang lingkup kegiatan pendukung sebagai beikut: rapat
koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan bimbingan
teknis, analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post

test.

Bimbingan Teknis Persiapan Akreditasi SMA

Kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan teknis
terkait 8 Standar Nasional Pendidikan kepada 100 sekolah
yang belum diakreditasi (BT), tidak diakreditasi (TT) dan

Akreditasi C. Harapannya sekolah akan memiliki

persiapan dini untuk penilaian akreditasi di tahun




4)

5)

selanjutnya dengan melakukan evaluasi diri sekolah dan
rencana tindak persiapan akreditasi sekolah.

Ruang lingkup kegiatan pendukung sebagai beikut: rapat
koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan bimbingan
teknis, analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post

test.

Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

Kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan teknis pada
SPK jenjang SMA khususnya mengenai pembinaan
nasionalisme kebangsaan, peraturan pengganti dari
permendikbud 31 tahun 2014 tentang kerjasama
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh
lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di
Indonesia, dapodik untuk SPK, kebijakan akreditasi SPK
SMA, serta tindak lanjut program kerjasama SMA dan SPK.
Ruang lingkup kegiatan pendukung sebagai berikut:
penyusunan materi, pelaksanaan bimbingan teknis,

analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post test.

Bimtek Pengelolaan Sarana Prasarana

Kegiatan ini merupakan bimbingan teknis dalam bentuk
workshop terkait standar sarana prasarana sesuai
permendiknas nomor 24 tahun 2007. Bimtek ini
memberikan pemahaman pada para pemangku kebijakan
di daerah, dalam hal ini 34 Dinas Pendidikan Provinsi dan
374 Kantor Cabang Dinas mengenai standar sarana
prasarana, baik mengenai ukuran dan lulusan maupun
pemeliharaan dan perawatannya. Termasuk didalamnya
mengenai bangunan tahan gempa. Mengingat Indonesia
adalah daerah rawan gempa. Perlu dilakukannya bimtek

ini karena cukup tingginya pergantian pejabat daerah

sehingga perlu memberikan mereka bekal agar dapat
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membina sekolah menengah atas di daerah. informasi
terkait kebijakan pelaksanaan berita acara serah terima
barang milik negara (BASTBMN). Ruang lingkup
pelaksanaan kegiatan ini hanya pada pelaksanaan

bimbingan teknis.

d) Supervisi SPK (055)

Kegiatan supervisi yang dilakukan adalah supervisi SPK.
Kegiatan ini mengevaluasi penyelenggaraan SPK dan
keterlaksanaan kerjasama SMA dan SPK jenjang SMA.
Berkoordinasi dengan  Setditjen Dikdasmen sebagai
koordinator perijinan SPK. Supervisi tersebut sebagai sampel
untuk mengukur keberhasilan program dan memperoleh
evaluasi keterlaksanaan program kerjasama SMA dan SPK
jenjang SMA.

Ruang lingkup kegiatan pendukung sebagai berikut: rapat
koordinasi, penyusunan instrumen supervisi, pembekalan

petugas, dan pengolahan data hasil supervisi.

Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan (5627.020).

Bantuan diberikan kepada sekolah menengah atas baik negeri
maupun swasta untuk meningkatkan/melengkapi sarana dan
prasarana yaitu peralatan pendidikan. kegiatan ini dimaksudkan
untuk mendukung proses belajar mengajar pada kurikulum
2013.

Metode pelaksanaan penyediaan peralatan pendidikan adalah
dengan cara e-purchasing melalui aplikasi e-katalog LKPP yang
dikerjakan oleh KPA bersama dengan tim wunit layanan
pengadaan (ULP) dan tim teknis Direktorat Pembinaan SMA. Tim

teknis dalam hal ini dibantu oleh jasa tenaga ahli yang memiliki

kompetensi dibidang TIK.




Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan peralatan pendidikan

sebagai berikut:

a)

b)

Penyusunan Juknis dan TOR

Petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan bantuan
peralatan pendidikan disusun dan digandakan masing-
masing sebanyak 2200 eks.

Persiapan lelang dan pembahasan pengadaan dengan
Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan TP4P Kejaksaan

Agung.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengadaan Barang /Jasa, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog
Elektronik dan e-purchasing, maka diperlukan persiapan-
persiapan sebelum pelaksanaan lelang/pengadaan peralatan
pendidikan. Kegiatan persiapan yang dilakukan adalah review
juknis TIK, analisis biaya pengiriman dan penyusunan,
pembahasan/evaluasi lelang.

Bimbingan Teknis Operator Komputer Pembelajaran
Kegiatan bimbingan teknis operator komputer pembelajaran
merupakan kegiatan pemberian bimbingan teknis kepada
sekolah penerima bantuan peralatan pendidikan.

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini

meliputi :

1) Pelaksanaan bimbingan teknis operator komputer
pembelajaran

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

guru/operator/ penanggungjawab TIK di sekolah mampu




d)

melaksanakan administrasi penerimaan barang,
melakukan pemeriksaan barang, melakukan instalasi
jaringan lokal, menyusun laporan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas penerimaan barang.

2) Analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post test
kegiatan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan bimtek
untuk melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan
bimbingan teknis serta menganalisis dan mengolah hasil

pre test dan post test.

Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan pemerintah peralatan pendidikan
sejumlah 2.152 Paket diberikan untuk jenis bantuan
peralatan pendidikan dengan rencana anggaran sebesar Rp.
389.860.000,-.

Termasuk didalamnya bantuan sosial untuk penanggulangan
bencana dalam bentuk barang untuk bantuan kelas
darurat/rehab dan school kit, pengadaan peralatan dan
perabot dengan total bantuan senilai Rp. 28.085.000.000,-.
Supervisi Penerimaan Bantuan

Supervisi penerima bantuan dilakukan agar dapat melihat
secara langsung ke lapangan kesesuaian pelaksanaan
bantuan peralatan pendidikan yang didanai dari bantuan
APBN tahun 2019. Dilaksanakan sampel pada 140 lokasi
dengan jumlah sekolah menyesuaikan sesuai kondisi
geografis sekolah penerima bantuan.

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini

meliputi:

1) Pelaksanaan supervisi
Supervisi bagi sekolah penerima bantuan peralatan

pendidikan ini dibutuhkan untuk mengetahui sejauh

mana peralatan pendidikan tersebut digunakan oleh




sekolah. Selain itu untuk mengetahui apakah seluruh
peralatan pendidikan yang diberikan sudah diterima oleh
sekolah dan diketahui kondisinya layak pakai.
2) Pengolahan data hasil supervisi

Pengolahan data hasil supervisi dilakukan untuk
mengevaluasi pelaksanaan supervisi ke sekolah penerima
bantuan peralatan pendidikan dan menindaklanjuti ketika
ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penerimaan

bantuan peralatan pendidikan.

VII. Sekolah Yang Melaksanakan Program UKS (5627.022).

a)

b)

Penyusunan Panduan (051)

Kegiatan ini merupakan penyusunan praktik-praktik baik
yang telah dilakukan oleh sekolah khususnya untuk sekolah
adiwiyata dan pemenang lomba sekolah sehat. Sehingga
langkah-langkah mewujudkan sekolah sehat tersebut dapat
dapat menjadi model bagi sekolah lainnya.

Tahapan kegiatan terkait diawali dengan rapat koordinasi
antar pihak dan instansi terkait. Selanjutnya dilakukan
visitasi sekolah diperlukan wuntuk mengambil data
implementasi dengan cara observasi dan wawancara
mendalam serta pengambilan dokumentasi tentang praktik
baik yang telah dilakukan sekolah sebagai bahan dasar
penyusunan naskah. Setelah pengumpulan bahan dilakukan
maka dilakukan kegiatan penyusunan dan pembahasan
naskah. Dilanjutkan dengan uji keterbacaan naskah sebagai
uji publik untuk sekolah dan instansi terkait. Masukan yang
didapat sebagai penyempurna naskah pada finalisasi naskah.
Bimbingan Teknis (053).

Kegiatan ini merupakan pemberian bimbingan teknis terkait

sanitasi sekolah dan penggerakkan sekolah untuk memiliki

program pembudayaan sanitasi sekolah untuk membentuk




pola hidup bersih dan sehat. Untuk sekolah yang belum
mengikuti program adiwiyata atau lomba sekolah sehat dapat
terpacu untuk menata lingkungan sekolah. Sedangkan untuk
sekolah yang sudah meraih penghargaan memiliki program
untuk mempertahankan kelaikan penghargaan tersebut.
Selain itu sekolah juga akan mendapatkan bantuan
pemerintah untuk renovasi sanitasi sekolah. Oleh karena itu
akan diikuti dengan pemberian materi berkenaan dengan
sarpras serta review proposal yang diakhiri dengan
penandatangan surat perjanjian penggunaan dana bantuan.
Ruang lingkup kegiatan pendukung sebagai berikut: rapat
koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan bimbingan
teknis, analisis dan pengelolaan hasil pre test dan post test.
Pelaksanaan Kegiatan (054)
Pelaksanaan kegiatan UKS terdiri dari 2 yaitu:
1) Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat
Kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah
untuk mensosialisasikan perlunya peran guru/pendidik
dalam Narkoba, HIV, AIDS. Tujuannya untuk menciptakan
kondisi sekolah yang memungkinkan siswa berkembang
secara sehat dalam hal fisik, mental, spiritual dan sosial
dengan meningkatkan peran dan pemberdayaan guru
serta bersahabat dengan siswa melalui komunikasi.
Dengan terciptanya kondisi sekolah yang nyaman maka
siswa memiliki keleluasaan untuk mengekspresikan diri
pada kegiatan ekstrakurikuler serta berkompetisi sehat
baik di bidang akademik maupun non akademik.
2) Deklarasi Sekolah Sehat
Kegiatan pemberian bimbingan teknis terkait sanitasi
sekolah dan penggerakkan sekolah wuntuk memiliki

program pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah

serta untuk menggerakkan sekolah untuk membentuk




VIIL.

pola hidup bersih dan sehat. Akan dipilih satu sekolah
negeri di 6 provinsi yang ditetapkan sebagai lokasi untuk
pencanangan deklarasi sekolah sehat. Deklarasi ini
diharapkan dapat berimbas pada sekolah lain di daerah
tersebut.

Ruang lingkup kegiatan ini diawali dengan rapat
koordinasi antar pihak dan instansi terkait. Kegiatan
persiapan deklarasi dengan melakukan penyusunan
panduan dan materi. Selanjutnya diadakan pembekalan
untuk petugas yang akan ke sekolah, karena petugas akan
masuk ke kelas untuk menggerakkan siswa. Selanjutnya
petugas bersama unsur dari sekolah akan melakukan
gerakan nyata untuk menata lingkungan sekolah.
Pelaksanaan deklarasi dilaksanakan di 6 lokasi yaitu

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.

Sekolah Terbuka Yang Mendapatkan Bantuan Operasional
(5627.025).

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
yang bermutu memerlukan langkah-langkah konkrit untuk
menjangkau anak-anak dari masyarakat lapisan bawah yang
kurang beruntung karena kondisi sosial ekonomi dan faktor
geografis. Di samping itu, mereka juga mempunyai keterbatasan
waktu sehingga tidak dapat belajar di sekolah reguler karena
harus membantu orang tua untuk bekerja. Untuk memberikan
layanan pendidikan menengah bagi anak-anak tersebut,
Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan

bantuan sebesar Rp. 5.000.000.000,-, yaitu:

a. Bantuan pendidikan SMA terbuka untuk 4207 siswa dengan

jumlah bantuan per siswa Rp. 1.100.000,-. Jumlah bantuan

pendidikan SMA Terbuka seluruhnya Rp. 4.627.700.000,-.




b. Bantuan operasional vokasi untuk SMA Terbuka untuk 7
sekolah dengan jumlah bantuan seluruhnya Rp.
372.300.000,-.

Sasaran penerima bantuan ini adalah sekolah menengah atas

yang menjadi induk bagi SMA Terbuka dengan memberikan

bantuan langsung pada sekolah.
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D. RENCANA DAN ANGGARAN SUBDIT PESERTA DIDIK

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Subdit Peserta Didik

2. Profil Anggaran Tahun 2019

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas untuk
melaksanakan pembinaan Sekolah Menengah Atas melalui
Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar, Siswa yang
mendapatkan Pendidikan Karekter Bangsa, Siswa yang
mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi, Siswa yang
mengikuti lomba festival, dan olimpiade, dan sekolah yang

mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler.

Proses perencanaan program Pendidikan Sekolah Menengah
Atas berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan

melibatkan instansi/Kementerian lainnya dalam proses




perencanaan program. Beberapa instansi tersebut adalah
Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan
Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi
Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah. Alur proses perencanaan itu sendiri ditentukan dan
diatur dalam wundang-undang yang dikeluarkan DPR dan
pemerintah. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah
penyusunan perencanaan program/kegiatan pembinaan SMA
untuk tahun anggaran tahun 2019 baik di pusat maupun

anggaran di provinsi.

Rencana Kerja Subdit Peserta Didik Tahun 2019

Pada tahun 2019, terdapat 6 (enam) tugas pokok yang akan
dilaksanakan oleh Subdirektorat Peserta Didik yaitu

diantaranya:

1. melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja

Output Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar;

3. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja
Output Siswa yang mendapatkan Pendidikan Karakter

Bangsa;

4. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja
Output Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan

Berprestasi;

5. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja

Output Siswa yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade;




6. melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai kinerja
Output Sekolah yang mendapatkan pembinaan

ekstrakurikuler.

Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai

berikut:

. Siswa yang mendapatkan Program Indoensia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan pemberian bantuan
secara langsung kepada siswa penerima Kartu Indonesia Pintar
(KIP). Dalam pelaksanaannya, program PIP ini dilaksanakan oleh
setiap Direktorat teknis sesuai dengan jenjang pendidikan yang
diampu, dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan
PIP untuk jenjang Pendidikan SMA. PIP dilaksanakan sebagai
salah satu upaya dalam mengurangi resiko putus sekolah pada
keluarga kurang mampu yang disebabkan oleh faktor ekonomi.
Faktor tersebut menjadi salah satu faktor yang memiliki
pengaruh besar terhadap kesetaraan kesempatan dalam
memperoleh pendidikan khususnya bagi siswa yang berasal dari
keluarga miskin. Badan Perencanaan Nasional melalui Suvey
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) membuat suatu analisa
perbandingan antara komposisi partisipasi pendidikan seorang
siswa dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang dihitung dari
rata-rata pengeluaran keluarga dan dibagi menjadi S (lima)
kelompok perlimaan (Quantile). Perlimaan/Quantile 5 adalah

keluarga paling kaya dan Quantile 1 adalah keluarga termiskin.

Berikut ini adalah ilustrasi mengenai hal tersebut.
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Bagan 1Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun
menurut kelompok pengeluaran keluarga Tahun 2012. Sumber:
Bapenas, Susenas education modules, 2012

[lustrasi diatas menunjukan bahwa faktor ekonomi keluarga
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Terjadi
kesenjangan partisipasi antara keluarga kaya dan miskin.
Fenomena tersebut menunjukan bahwa jenjang Pendidikan
Menengah didominasi oleh siswa yang berasal dari keluarga
kaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan
merupakan sebuah komoditas yang mahal dan sulit dijangkau
oleh kaum miskin.

Tidak terjangkaunya pendidikan bagi siswa miskin dikarenakan
tingginya biaya pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan
Menengah. Pada dasarnya, pendidikan yang baik membutuhkan
biaya yang tinggi. Pada tahun 2012, Susenas mencatat alokasi
pembiayaan Rumah Tangga untuk Pendidikan Menengah masih
cukup tinggi yakni sebesar 45%. Berikut ini adalah ilustrasi

pengeluaran untuk pendidikan yang terbebankan pada rumah

tangga.
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Bagan 2 Pengeluaran untuk pendidikan yang terbebankan pada
rumah tangga Tahun 2012. Sumber: APBN, APBD for public
spending, Susenas education modules for privatespending, 2012.
Kontribusi rumah tangga untuk sekolah menengah cukup tinggi,
yakni sebesar 45 persen (negeri dan swasta). Persentase tersebut
hampir sama dengan pendidikan tinggi. Secara lebih spesifik,
World Bank mencatat bahwa biaya pendidikan sekolah pada
tahun 2012 untuk SMA Negeri adalah sebesar 1,7 Juta. Berikut

ini adalah ilustrasi mengenai hal tersebut.
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Bagan 3 Pengeluaran rata-rata menurut jenis sekolah Tahun
2012. Sumber: World Bank calculations using Susenas, 2012

[lustrasi diatas menunjukan biaya pendidikan semakin
meningkat. Hal ini menunjukan bahwa biaya Pendidikan SMA
semakin mahal bagi Rumah Tangga miskin, khususnya bagi
keluarga miskin yang memiliki pendapatan di bawah

Rp300.000,-/bulan.

Deskripsi di atas menunjukan bahwa PIP merupakan salah satu
program prioritas yang hendaknya diselenggarakan dengan baik
oleh direktorat teknis terkait agar siswa kurang mampu
mendapatkan kesempaatan untuk memperoleh pendidikan
khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Pelaksanaan PIP
diharapkan berjalan dengan efektif dan efisien, oleh karena itu

diperlukan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Tahapan

tersebut terdiri dari:




. Penyusunan Petunjuk Teknis;

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun Petunjuk Teknis
yang akan digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota maupun sekolah dalam pelaksanaan
Program Indonesia Pintar. Dokumen Petunjuk Teknis ini
merupakan dokumen yang cukup penting dalam pelaksanaan
PIP.

. Verifikasi Calon Penerima PIP;

Tahapan ini dilaksanakan sebagai proses tindak lanjut atas data
penerima PIP SMA yang diterima oleh Direktorat Pembinaan
SMA. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi data
yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyaluran
PIP SMA Tahun 2019.

. Pelaksanaan Workshop PIP;

Koordinasi merupakan suatu hal yang cukup penting dalam
keterlaksanaan suatu program. Salah satu bentuk koordinasi
yang dilaksanakan dalam pelaksanaan PIP ini adalah melalui
kegiatan Workshop. Pelaksanaan Workshop dilaksanakan untuk
melakukan sosialisasi, koordinasi, penyamaan persepsi, dan
konfirmasi data penerima PIP.

. Pelaksanaan Diseminasi Program PIP SMA tingkat provinsi
Direktorat pembinaan SMA melaksanakan kegiatan desiminasi
di 34 provinsi. Kegiatan tersebut akan melibatkan kepala
sekolah diseluruh Indonesia. Dalam rangka efektifitas
pelaksanaan anggaran, maka dalam kesempatan tersebut akan
dikoordinasikan terkait dengan PIP SMA. Dalam kesempatan
tersebut direktorat PSMA akan mengirimkan 1 orang petugas
yang akan mengoordinasikan program PIP.

. Penyaluran Dana PIP;

Penyaluran Bantuan Program Indonesia disalurkan kepada

peserta didik penerima melalui rekening tabungan pribadi

peserta didik. Rekening tabungan pribadi peserta didik




dibuatkan oleh Bank Penyalur PIP SMA. Direktorat Pembinaan
SMA akan menjalin kerjasama dengan Bank Penyalur dalam
proses penyaluran PIP. Penyaluran bantuan dilaksanakan
kepada seluruh siswa yang telah ditetapkan melalui Surat
Keputusan Direktur Pembinaan SMA.

Dana PIP disalurkan dalam dua rangkaian proses, yakni: melalui
KPPN Jakarta III kepada Bank penyalur, selanjutnya Bank
penyalur melakukan penyaluran ke rekening peserta didik dalam
jangka waktu yang telah disepakati dan tertuang dalam
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA dan
Bank Penyalur.

Pelaksanaan penyaluran akan dilaksanakan pada Bulan Mei
untuk Peserta Didik Tahun Ajaran 2018/2019, dan penyaluran
kedua akan dilaksanakan pada Bulan September untuk
mengakomodir Peserta Didik baru pada Tahun Ajaran
2019/2020.

Pengambilan dana dilaksanakan secara langsung oleh peserta
didik di Kantor Bank Penyalur. Bagi siswa yang berada di daerah
yang sulit untuk mengakses ke Kantor Bank BNI, maka
pengambilan dana bantuan dikuasakan kepada kepala sekolah,
dan selanjutnya kepala sekolah mendistribusikan kepada siswa
yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Supervisi Penerima PIP.

Kegiatan Supervisi penerima bantuan PIP di laksanakan untuk
meninjau secara langsung terkait penyaluran kepada penerima
Kartu Indonesia Pintar tahun anggaran 2019 sebagai tindak
lanjut data penerima PIP SMA dan dilaksanakan dalam bentuk
kunjungan ke lokasi sasaran penerima PIP SMA.

. Monitoring Evaluasi Percepatan Pencairan

Program PIP merupakan program yang selalu dipantau

keterlaksanaannya secara periodik oleh Kantor Staff Presiden

(KSP), TNP2K, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).




Terkait hal tersebut maka kemdikbud dalam hal ini direktorat
PSMA harus melaporkan perkebangan pelaksanaan program PIP
seara berkesinambungan. Untuk dapat memberikan data dan
informasi dalam pelaksanaan program PIP tersebut maka
direktorat PSMA harus melaksanakan pemantauan (monitoring)
keterlaksanakan PIP.

. Roadshow Penyerahan KIP

Program PIP merupakan salah satu program prioritas nasional
yang mendukung program nawacita. Oleh karena itu, presiden
sangat memperhatikan keterlaksaan program ini. Dalam banyak
kesempatan kunjungan kerja presiden membagikan kartu
Indonesia pintar secara simbolis kepada siswa sasaran. Untuk
mendukung hal tersebut maka direktorat PSMA mengalokasikan
anggaran untuk keberhasilan hal tersebut melalui kegiatan

roadshow penyerahan KIP yatim piatu.
. Pendidikan Karakter Bangsa

Meningkatnya  partisipasi pendidikan ternyata  belum
sepenuhnya diikuti dengan kepribadian dan akhlak mulia yang
mampu membangun karakter bangsa yang kokoh. Hal ini
dibuktikan dengan banyaknya perilaku-perilaku yang tidak
sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh Bangsa
Indonesia, perilaku tersebut diantaranya adalah: penggunaan
narkoba; tindak kekerasan di sekolah; pornografi, dll.
Pendidikan karakter mempunyai peranan penting dalam upaya
pembangunan karakter guna mendukung terwujudnya

peradaban bangsa yang unggul dan mulia.

Sejalan dengan visi pendidikan nasional yakni menciptakan
Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan
Paripurna), maka Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2019

ini akan melaksanakan program yang ditujukan untuk

menumbuhkembangkan Karakter Bangsa. Pembinaan karakter




bangsa dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan, yakni:
kegiatan pembinaan kepemimpinan dan kepanduan; pembinaan
peserta didik SMA; penumbuhan budaya cinta damai; dan
pemberian bantuan kepada SMA untuk melaksanakan kegiatan

pembinaan pendidikan karakter bangsa.

Program ini adalah salah satu bentuk implementasi dari
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008
yang bertujuan untuk mengaktualisasikan peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Selain itu, melalui kegiatan ini siswa diharapkan mampu
mengaplikasikan sikap kerjasama, nasionalisme, rasa persatuan
dan kesatuan bangsa, jujur, peduli, berfikir kritis, positif, dapat
menumbuh kembangkan sikap hormat dan saling menghargai
dalam keberagaman, meningkatkan disiplin diri, tanggung
jawab, kesadaran terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya,
hidup bersih dan sehat, melatih kewirusahaan, menjalin
silaturahmi antar siswa dari berbagai wilayah di Indonesia,
memperkokoh kesatuan bangsa, membangun jiwa
kepemimpinan di kalangan generasi muda, meningkatkan
kematangan jiwa dan kestabilan emosi dalam rangka
pembentukan sikap dan perilaku terpuji, serta menyalurkan
bakat dan minat serta kreativitas siswa dalam rangka

pembinaan karakter bangsa.
Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut:

a. mengaktualisasikankan potensipeserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
b. mengaplikasikan sikapkerjasama, nasionalisme, dan rasa

persatuan dan kesatuan bangsa, jujur, peduli, berfikir kritis

dan positif,




c. menumbuhkembangkan sikap hormat dansaling
menghargai dalamkeberagaman;

d. meningkatkan disiplindiri, tanggung jawab, kesadaran
terhadap lingkungan fisik, masyarakat dan cultural;

e. menjalinkan silaturahmi antar siswa dari berbagai wilayah
untuk memperkokoh kesatuan bangsa;

f. membangun jiwa kepemimpinan di kalangan generasi
muda;

g. membudayakan lingkungan sekolah sehat dan bersih;

h. mengembangkan jiwa kepanduan.

i. mengembangkan jiwa kemandirian dan kewirausahaan,;

j. meningkatkan kematangan jiwa dan kestabilan emosi
dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku terpuji;

k. menyalurkan bakat dan minat serta kreativitas siswa dalam

rangka pembinaan karakter bangsa.

Untuk mencapai tujuan program pendidikan karakter bangsa ini,
terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tersebut

sebagai berikut:

a. Kawah kepemimpinan pelajar;
Kawah Kepimimpinan Pelajar merupakan kegiatan yang
ditujukan untuk penanaman dan penguatan nilai-nilai
kepemimpinan pada peserta didik. Kegiatan ini akan
melibatkan ketua OSIS yang terpilih dari seluruh provinsi.
Berbagai nilai dan norma yang baik akan disampaikan
pada peserta dalam kegiatan ini, seperti: penguatan nilai
kedisiplinan, penguatan nilai spiritual, dan cinta tanah air.
Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat saling
berbagi informasi dan pengalaman sehingga dapat

menambah wawasan bagi setiap peserta.

b. Pemberian blockgrant pendidikan karakter bangsa;




Direktorat Pembinaan SMA pada Tahun 2019 memberikan
Bantuan kepada sekolah untuk melaksanakan kegiatan
pembinaan pendidikan karakter. Hal ini ditujukan untuk
memperkuat pendidikan karakter di sekolah-sekolah yang
terpilih  untuk lebih mengoptimalkan pembinaan
pendidikan karakter untuk siswa di sekolahnya. Melalui
hal tersebut, diharapkan sekolah penerima bantuan dapat
menjadi contoh bagi sekolah lainnya dalam pelaksanaan
program pembinaan pendidikan karakter dan dapat
mengimbaskan program yang dikembangkannya kepada
sekolah lain di wilayahnya. Total jumlah yang
mendapatkan Bantuan Pendidikan Karakter 110 paket
dengan rincian sebagai berikut:
1) Pemberian blockgrant pendidikan
a. Bantuan Pendidikan Karakter ke SMA 50
Paket, besar dana perpaket Rp25.000.000,00
b. Bantuan Pendidikan Untuk Event Sekolah
pilihan 10 Paket, besar dana per paket
Rp50.000.000,00
2) Pemberian pembinaan dan pencegahan tindakan
perilaku siswa SMAdiberikan 50 Paket, besar dana
per paket Rp30.000.000,00
. Kemah pramuka tingkat nasional dan provinsi;
Pramuka adalah suatu kegiatan kepanduan yang menjadi
ekstrakurikuler  wajib  bagi  Satuan  Pendidikan.
Kepramukaan merupakan proses pembentukan
kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia melalui
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan
sebagai wahana bagi siswa tingkat Sekolah Menegah Atas
untuk menggali, mengekpresikan, mengaktulisasikan

kreatifitas, karakternya dalam bentuk sikap dan tindakan.

Terkait dengan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan




SMA melaksanakan kegiatan Pramuka Tingkat Nasional.
Kegiatan ini akan melibatkan peserta didik terpilih dari 34
provinsi untuk mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat
nasional. Dalam kegiatan ini, Direktorat Pembinaan SMA
juga akan berkoordinasi dengan organisasi kepramukaan
tingkat nasional dalam pelaksanaan kegiatannya.

Selain pelaksanaan Kegiatan kepramukaan tingkat
nasional, kegiatan kepramukaan juga dilaksanakan pada
tingkat provinsi melalui dana dekonsentrasi di 34 provinsi.
Pelaksanaan kegiatan kepramukaan tingkat provinsi
ditujukan untuk memperoleh sasaran yang lebih luas.
Dinas Pendidikan Provinsi akan mengundang peserta dari
sekolah sebagai perwakilan atau reprsentasi dari setiap
Kabupaten/Kota. Untuk mendukung kegiatan tersebut,
maka Direktorat Pembinaan SMA akan mengirimkan
narasumber yang akan menyampaikan materi dalam
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi.

. Diseminasi program peserta didik tahun 2019;

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan peserta didik SMA,
maka Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan kegiatan
Diseminasi Program Peserta Didik Tahun 2019. Kegiatan
ini akan melibatkan 34 Dinas Pendidikan Provinsi sebagai
pesertanya. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana
sosialisasi program peserta didik SMA Tahun 2019.
Melalui sosialisasi ini diarapkan dapat terwujud kesamaan
persepsi antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Dinas
Pendidikan Provinsi dalam pelaksanaan pembinaan
peserta didik. Dalam kegiatan ini juga akn dilaksanakan
koordinasi antara Direktorat Pembinaan SMA dengan

Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan program-

program pembinaan peserta didik. Melalui koordinasi




tersebut, diharapkan dapat terwujud sinergitas dalam
pelaksanaan pogram pembinaan peserta didik sehingga
dapat terlaksana secara optimal.

e. Finalisasi SOP pelaksanaan kegiatan peserta didik tahun
2019;
Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari
Subdirektorat Peserta Didik adalah menyusun Norma,
Standar, Pelaksanaan, dan Kegiatan Pembinaan Peserta
Didik. Sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan
Tupoksi tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA,
melalui Subdirektorat Peserta Didik melaksanakan
kegiatan Finalisasi SOP Pelaksanaan Kegiatan Peserta
Didik Tahun 2019. SOP ini ditujukan untuk menjadi acuan
bagi sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi dalam
mengimplementasikan kegiatan pembinaan peserta didik.
Hal ini menjadi penting agar proses pembinaan peserta

didik dapat terlaksana secara berkesinambungan.
3. Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi

Output ini bertujuan untuk menyalurkan beasiswa kepada siswa
berprestasi. Dalam pencapaian perluasan dan pemerataan akses
Pendidikan Bermutu, Berkesetaraan gender dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota.

Untuk memacu siswa dalam mengembangkan bakat dan
kemampuan yang dimilikinya, diperlukan sebuah budaya
kompetisi, baik di bidang keilmuan dan dibidangolah raga.
Pembentukan budaya kompetisi tersebut difasilitasi oleh
pemerintah melalui penyelenggaraan olimpiade sains (nasional
& internasional) serta penyelenggaraan olimpiade olahraga dan
seni olah raga pelajar SMA. Sebagai bentuk apresiasi, dan untuk

memotivasi siswa untuk berprestasi, pemerintah memberikan

penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bentuk beasiswa




prestasi SMA. Beasiswa ini diberikan kepada para siswa-siswi
pemenang Olimpiade, Lomba, dan Festival, dan kegiatan
peningkatan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh

Direktorat Pembinaan SMA.

Direktorat Pembinaan SMA akan memberikan beasiswa bakat
dan prestasi kepada siswa-siswi yang layak menerima beasiswa
tersebut. Beasiswa ini akan diberikan kepada siswa-siswi
peserta Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olah Raga Siswa
Nasional, dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan kegiatan
Kesiswaan Tingkat Nasional lainnya. Melalui beasiswa ini
diharapkan siswa dapat mengembangkan bakat dan prestasi
yang dimiliki sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara.
Dalam pelaksanaan program ini, telah dipersiapkan beberapa

kegiatan sebagai berikut:
a. Verifikasi Calon Penerima Beasiswa,;

Verivikasi calon penerima beasiswa merupakan kegiatan
persiapan yang dilakasanakan dengan metode review data
penjaringan beasiswa bakat dan berprestasi. Data individual
siswa tersebut kemudian diolah untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Surat keputusan Direktur Pembinaan SMA.
Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam 6 (enam) tahapan
kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan
Olimpiade, Lomba, Festival, dan kegiatan peningkatan
pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan SMA.

b. Penyaluran Beasiswa Bakat dan Prestasi.

Penyaluran beasiswa bakat dan prestasi dapat dilakukan
melalui hasil pengolahan data peserta didik yang mengikuti
kegiatan Olimpiade, Lomba, Festival, dan kegiatan

peningkatan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh

Direktorat Pembinaan SMA, kemudian ditetapkan oleh Surat




Keputusan Direktur Pembinaan SMA. Siswa berprestasi

mendapatkan bantuan beasiswa senilai Rp3.500.000/siswa.
4. Siswa yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade

Output ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan lomba,
festival dan olimpiade. Kegitan siswa yang mengikuti lomba,
festival dan olimpiade dilaksanakan untuk tercapainya
perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu,
kerkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat di Semua kabupaten dan kota dalam pencapaian
perluasan dan pemerataan akses Pendidikan bermutu,
Berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan

masyarakat di semua kabupaten dan kota.

Pembinaan peserta didik memiliki peran yang strategis dalam
keberhasilan pembangunan pendidikan. Hal tersebut tertuang
dalam tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yakni: “tujuan pendidikan
adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab”. Berdasarkan hal tersebut, maka
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sejumlah
program pembinaan peserta didik, yakni berupa lomba,
olimpiade, atau pun festival tingkat nasional dalam rangka
mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Pengembangan
potensi peserta didik semakin krusial pada jenjang Pendidikan
Menengah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada usia
Pendidikan Menengah (usia 16 s.d. 18 Tahun) Peserta Didik lebih

rentan terhadap pengaruh negatif, mengingat di era globalisasi

ini berbagai informasi dapat dengan mudah diakses. Berbagai




konten negatif, seperti: pornografi, radikalisme, dan lainnya
dapat dengan mudah diakses oleh generasi muda. Melalui
informasi, berbagai nilai-nilai asing juga dapat masuk dengan
mudah, dimana nilai tersebut tidak selalu positif tetapi juga
negatif. Hal negatif tersebut dapat mempengaruhi pola pikir
generasi muda Indonesia yang akan berakibat pada pergeseran
nilai dan norma sehingga menghasilkan perilaku yang tidak
sesuai dengan norma Bangsa Indonesia, seperti pergaulan bebas
dan berbagai gaya hidup hedonisme lainnya. Selain itu,
peredaran Narkoba juga semakin marak saat ini, hal ini tentunya
harus menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder pendidikan

dalam upaya membentuk generasi muda Indonesia yang unggul.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Direktorat Pembinaan
SMA memiliki beberapa program pembinaan peserta didik,
seperti: lomba, olimpiade, dan festival. Melalui program-program
yang melibatkan peserta didik secara langsung, diharapkan
dapat mengarahkan peserta didik SMA untuk terhindar dari
pengaruh-pengaruh negatif. Selain itu, program-program
pembinaan peserta didik juga diharapkan dapat memfasilitasi
peserta didik untuk menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki.
Program lomba, olimpiade, dan festival dikembangkan dalam

lingkup keilmuan, olah raga, dan seni.

Direktorat Pembinaan SMA akan mengikuti lomba, festival dan
olimpiade pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian

keluaran dilakukan dengan skema atau langkah sebagai berikut:
a. Siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan adalah mendorong minat siswa di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi. Usaha mendorong minat tersebut

dilakukan dengan menyelenggarakan Olimpiade 9 (sembilan)

bidang pengetahuan, yaitu: Fisika, Kimia, Biologi, Matematika,




Astronomi, Informatika, Ekonomi, informatika, dan Geografi.
Untuk menumbuhkan budaya kompetisi di kalangan para siswa
SMA, olimpiade keilmuan dilaksanakan secara berjenjang dari
tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, nasional sampai
dengan internasional. Ajang ini juga sekaligus menjadi alat
seleksi untuk mewakili Indonesia di olimpiade internasional.
Berikut ini adalah rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan OSN
seperti: 1). Koordinasi Pelaksanaan; dan 2). Penyelengaraan
Lomba.

b. Siswa yang mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional

(FL2SN)

Dalam rangka memfasilitasi minat dan bakat peserta didik
dalam bidang seni, maka Direktorat Pembinaan SMA
melaksanakan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN).
Kegiatan festival ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi
peserta didik SMA untuk menyalurkan minat dan bakat seni
yang dimiliki. Selain itu, festival dan lomba seni ini juga
merupakan sarana bagi siswa untuk menujukan bakatnya.
Kegiatan ini juga merupakan suatu upaya dari Direktorat
Pembinaan SMA untuk penghargaan terhadap bakat yang
dimiliki siswa dalam bidang seni. Berikut ini adalah Berikut ini
adalah rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan FLS2N. Berikut
ini adalah rangkaian pada kegiatan FLS2N yang akan
dilaksanakan seperti: 1). Penyusunan Materi; 2).Koordinasi

Pelaksanaan; dan 3) Penyelengaraan Lomba.

c. Siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN)

Dalam rangka meningkatkan semangat berolaharaga di
kalangan siswa SMA, akan dilaksanakan kompetisi olahraga
secara berjenjang dari tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional

dalam kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun fisik yang sehat, kuat




dan membentuk karakter siswa untuk bersikap sportif, jujur,
berprestasi, menumbuhkan kecerdasan estetika, serta
mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah
rangkaian pada kegiatan O2SN yang akan dilaksanakan seperti:

1). Penyusunan Materi; 2). Koordinasi Pelaksanaan; dan 3).
Penyelengaraan Lomba.

d. Siswa yang mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa
Indonesia (OPSI)

Banyak ilmuwan terkemuka dari berbagai cabang ilmu pengetahuan
lahir dari lomba yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1997. Sejak
saat itu setiap tahun dilaksanakan Lomba Penelitian [Imiah Remaja
(LPIR) bagi para remaja (siswa SLTA dan SLTP). Pada tahun 2019 ini
Lomba Penelitian siswa SMA dilaksanakan melalui program
Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).

Tujuan dari pelaksanaan OPSI adalah memotivasi siswa SMA
berkreasi dalam berbagai bidang ilmu sesuai dengan minat dan
bakatnya. Selain itu, OPSI juga ditujukan untuk memfasilitasi
komunitas peneliti tingkat siswa SMA dari berbagai daerah untuk
melakukan temu karya penelitian. Melalui OPSI diharapkan akan
dapat menjaring siswa SMA yang memiliki bakat dan kemampuan
dalam bidang penelitian yang akan mewakili Indonesia di ajang
internasonal. Bidang ilmu yang dilombakan dalam OPSI
dikelompokan menjadi tiga bidang, yakni: Sains Terapan, Ilmu
Pengetahuan Sosial dan Humaniora, dan Sains Dasar. Berikut ini
mekanisme OPSI tahun 2019 seperti: 1). Penyusunan Materi; dan 2).

Penyelengaraan Lomba.

e. Siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan

Bahasa Inggris Tingkat Nasional

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran analitik
siswa dalam mengemukan dan mempertahankan pendapat,

membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan sikap saling

menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Ajang debat




ini akan membicarakan isu-isu hangat mengenai perkembangan
kondisi nasional maupun internasional yang terjadi. Lomba
Debat ini akan dipertandingkan didalam dua ajang yang
berbeda, yakni Lomba Debat dalam Bahasa Indonesia (LDBI) dan
Debat dalam Bahasa Inggris dalam event National Schools
Debating Championship (NSDC). Lomba Debat Bahasa Indonesia
(LDBI) dilaksanakan dengan Asian Parliamentary System. Setiap
provinsi akan diwakili oleh satu tim debat yang terdiri dari tiga
orang. Berikut rangkaian kegiatan Siswa yang mengikuti Lomba
Debat Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Tingkat Nasional

seperti: 1). Penyusunan Materi; dan 2). Penyelengaraan Lomba.
. Siswa yang mendapatkan pembinaan ekstrakurikuler

Output ini bertujuan untuk siswa yang mendapatkan
pembinaan ekstrakurikuler yang memperoleh medali pada
olimpiade atau lomba tingkat internasional, dengan demikian
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA
Bermutu, Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan

Masyarakat di Semua Kabupaten dan Kota.

Pembinaan peserta didik memiliki peran yang strategis dalam
keberhasilan pembangunan pendidikan. Hal tersebut tertuang
dalam tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yakni: “tujuan pendidikan
adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab”. Berdasarkan hal tersebut, maka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sejumlah

program pembinaan peserta didik, yakni berupa lomba,




olimpiade, atau pun festival tingkat nasional dalam rangka

mengembangkan minat dan bakat peserta didik.

Pengembangan potensi peserta didik semakin krusial pada
jenjang Pendidikan Menengah, khususnya Sekolah Menengah
Atas (SMA). Pada usia Pendidikan Menengah (usia 16 s.d. 18
Tahun) Peserta Didik lebih rentan terhadap pengaruh negatif,
mengingat di era globalisasi ini berbagai informasi dapat
dengan mudah diakses. Berbagai konten negatif, seperti:
pornografi, radikalisme, dan lainnya dapat dengan mudah
diakses oleh generasi muda. Melalui informasi, berbagai nilai-
nilai asing juga dapat masuk dengan mudah, dimana nilai
tersebut tidak selalu positif tetapi juga negatif. Hal negatif
tersebut dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda
Indonesia yang akan berakibat pada pergeseran nilai dan norma
sehingga menghasilkan perilaku yang tidak sesuai dengan
norma Bangsa Indonesia, seperti pergaulan bebas dan berbagai
gaya hidup hedonisme lainnya. Selain itu, peredaran Narkoba
juga semakin marak saat ini, hal ini tentunya harus menjadi
perhatian bagi seluruh stakeholder pendidikan dalam upaya

membentuk generasi muda Indonesia yang unggul.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Direktorat Pembinaan
SMA memiliki beberapa program pembinaan peserta didik,
seperti lomba, olimpiade, dan festival. Melalui program-program
yang melibatkan peserta didik secara langsung, diharapkan
dapat mengarahkan peserta didik SMA untuk terhindar dari
pengaruh-pengaruh negatif. Selain itu, program-program
pembinaan peserta didik juga diharapkan dapat memfasilitasi
peserta didik untuk menyalurkan minat dan bakat yang
dimiliki. Program lomba, olimpiade, dan festival dikembangkan

dalam lingkup keilmuan, olah raga, kewirausahaan, dan seni.

Program peserta didik yang dilaksanakan oleh Direktorat

Pembinaan SMA juga tidak hanya sampai pada tingkat nasional




saja, tetapi juga sampai pada tingkat internasional. Lomba dan
olimpiade peserta didik tingkat internasional juga memiliki arti
penting bagi Bangsa Indonesia. Hal tersebut, menjadi sebuah
sarana ataupun wahana bagi Indonesia untuk dapat
menunjukan kompetensi bangsanya. Prestasi Indonesia dalam
pelaksanaan lomba ataupun olimpiade tingkat internasional
juga cukup membanggakan. Peserta didik yang dikirim
mewakili Indonesia untuk mengikuti lomba ataupun olimpiade
tingkat internasional selalu dapat mendapatkan medali. Hal
tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi Bangsa Indonesia
dalam tataran internasional. Berikut ini adalah beberapa lomba
ataupun olimpiade tingkat internasional yang secara rutin

diikuti oleh Indonesia sebagai berikut:

a. Olimpiade Matematika Internasional (International

Mathematical Olympiad, IMO);

b. Olimpiade Fisika Internasional (International Physics
Olympiad, IPhO);
c. Olimpiade Kimia Internasional (International Chemistry

Olympiad, IChO);

d. Olimpiade Biologi Internasional (International Biology

Olympiad, IBO);

e. Olimpiade Kimia Internasional (International Chemistry
Olympiad, IChO);

f. Olimpiade Astronomi Internasional (International Astronomy

Olympiad, IAO);

g. Olimpiade Geografi Internasional (International Geography
Olympiad, 1GeO);

h. Olimpiade Kebumian Internasional (International Earth
Science Olympiad, IESO);

i. Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional

(International Olympiad on Astronomy and Astrophysics,

IOAA).




Peserta didik yang dipilih untuk tingkat internasional
merupakan para juara pada tingkat nasional. Sebelum
mengikuti lomba ataupun olimpiade tingkat internasional,
peserta didik yang akan mengikuti lomba tingkat internasional
mendapatkan pembinaan secara intensif agar dapat memperoleh
hasil yang optimal. Untuk melakukan pembinaan, maka
dibutuhkan seorang yang professional dan mendalami bidang
keilmuan yang akan diikuti pada tingkat internasional. Untuk
itu, maka proses pembinaan melibatkan unsur dari beberapa
Perguruan Tinggi unggulan di Indonesia. Pembina yang ditunjuk
adalah para akademisi yang memiliki kompetensi di bidang
keilmuannya. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat
Pembinaan SMA melaksanakan pembinaan melalui kegiatan
Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Ekstrakurikuler. Dalam
pelaksanaan program ini, telah dipersiapkan beberapa kegiatan
Sekolah yang Mendapatkan Ekstrakulikuler ialah melakukan
Pembinaan.

Pemenang OSN pada seluruh bidang akan dibina untuk
memperoleh siswa yang akan mewakili Indonesia di ajang
olimpiade sains tingkat internasional. Kegiatan pembinaan
sekaligus dilaksanakan sebagai seleksi siswa. Dalam setiap
tahapan pembinaan akan dilaksanakan beberapa hal, yakni:
penanaman konsepsi dan teori, pembekalan materi umum, dan
drilling.

Terkait dengan bidang olah raga, peserta pembinaan adalah
pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).
Sedangkan untuk olimpiade debat, maka siswa yang dibina
adalah pemenang pada kegiatan Lomba Debat Bahasa Inggris.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Bulan Februari, April, Juni,

dan September. Berikut ini adalah kegiatan pembinaan dan

pengiriman secara lebih rinci:




10.

11

12.

Pembinaan dan pengiriman tim IMO ke Inggris tk.
Internasional;

Pembinaan dan pengiriman tim ICHO ke Prancis tk.
Internasional,

Pembinaan dan pengiriman tim IOI ke Azerbaizan
tk.Internasional;

Pembinaan dan pengiriman tim IESO ke Korea Selatan
tk.Internasional;

Pembinaan dan pengiriman tim IBO ke Hungaria
tk.Internasional;

Pembinaan Dan Pengiriman Tim IOAA/IAO ke Hungaria
tk.Internasional,

Pembinaan Dan Pengiriman Tim IGEO ke Hongkong tk.
Internasional;

Pembinaan Dan Pengiriman Tim IPHO ke Latviatk.
Internasional;

Pembinaan Dan Pengiriman Tim IEO ke Rusiatk.
Internasional;

Pembinaan Dan Pengiriman Tim Olahraga ke Belgia tk.

Internasional;

.Pembinaan Dan Pengiriman Tim Intel ISEF ke Amerika tk.

Internasional;

Pembinaan Dan Pengiriman Tim Bahasa Inggris dan Bahasa

Indonesia ke Colombo, Srilanka tk. Internasional.
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E. RENCANA DAN ANGGARAN SUBBAG TATA USAHA

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Subbag Tata Usaha

2. Profil Anggaran Tahun 2018

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk Melakukan
urusan persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan,
barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat
Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Penerima Manfaat dari subbagian Tata Usaha dapat dirasakan
manfaatnya secara langsung oleh seluruh pegawai di lingkungan

Direktorat Pembinaan SMA.



3. RencanaKerja Subbag Tata Usaha Tahun 2019
Secara rinci setiap output tersebut dapat dideskripsikan sebagai

berikut:

5627.951.001 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

a. 5627.951.001.997 Pengadaan Perangkat dan Fasilitas
KantorPeralatan dan Fasilitas Perkantoran
Berikut ini adalah rincian peralatan dan fasilitas kantor yang

diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMA.

Uraian Jumlah
Sound System Ruang Sidang 1 Paket
Drone 3 Unit

Interaktive White Board 1 Unit

CCTV 1 Paket
Intercom 5 Unit

AC 2 PK 18 Unit
Lemari Arsip 1 Paket
Perangkat Penunjang Kantor 1 Paket
Mebileur 1 Paket
UPS 1 Paket

b. 5627.951.001.998 Gedung/Bangunan
Untuk meningkatkan kinerja pegawai direktorat Pembinaan
SMA, di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung
demi kelancaran kerja melayani masyarakat. Oleh sebab itu
kebutuhan akan pemeliharaan gedung/Bangunan kantor,
pemeliharaan halaman gedung, perbaikkan Kamar mandi ,
penggantian pintu akses ruang kerja sangat dibutuhkan demi

kenyamanan bekerja. Perbaikkan ruang arsip , perbaikkan

pertisi, pemeliharaan gudang peralatan dan perbaikkan lantai




gedung A. Gedung / Bangunan adalah fasilitas penunjang
yang di pergunakan oleh pegawai di dalam menjalankan
tugas sehari hari, Pemeliharaan gedung sangat di butuhkan

agar gedung terawat dengan baik.

Uraian Jumlah
Pemeliharaan Gedung / Bangunan 2.500 m2
Pemeliharaan Halaman gedung /
250 m2

bangunan
Perbaikkan Kamar Mandi Lantai 1, 2, 3

1 paket
dan 4

Penggantian Pintu Akses Ruang Kerja 7 SET

Perbaikkan Ruang Arsip 1 Paket
Perbaikkan Partisi Ruang Kasi 1 Paket
Pemeliharaan Gudang Peralatan 60 m2

Perbaikkan Lantai 1 Paket

5627.994.01 Layanan Perkantoran

a. 5627.994.001.996 Pengadaan perangkat pengolah data dan
komunikasi
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

diharapkan dapat menunjang kinerja pegawai. Proses
pengolahan data dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
Saat ini penggunaan peralatan teknologi komunikasi dan
informasi bukan menjadi pendukung melainkan hal utama
yang dibutuhkan oleh lembaga.

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi akan
dilakukan pada Bulan Agustus s.d. November Tahun 2019.

Cara pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah dengan

metode swakelola dan kontraktual

1) 5627.994.001.001 Gaji dan Tunjangan




Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai diberikan sebagai
hak dan kewajiban yang telah dijalankan pegawai dalam
melakukan tugas sehari-hari.

2) 5627.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
a) Jasa Keamanan dan Kebersihan
b) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Empat
c) Operasional Perkantoran dan Pimpinan

3) 5627.970.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker

Cara pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah dengan

metode swakelola dan kontraktual.
L. 5627.970.001.054 Pengelolaan Kepegawaian

a. Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi I
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu agenda
utama, khususnya dalam hal peningkatkan
kualitas tata kelola di lingkungan Direktorat
Pembinaan SMA. Reformasi birokrasi dilakukan
dengan melakukan penguatan di kedelapan aspek
yakni  manajemen = perubahan, penguatan
akuntabilitas kinerja, penguatan tata laksana,
penguatan perundah-undangan, penguatan
pengawasan, penguatan kelembagaan, penguatan
manajemen SDM ASN, dan peningkatan kualitas
layanan. Untuk melaksanakan kedelapan aspek
ini, diperlukan pemahaman yang mendalam bagi
seluruh pegawai Direktorat Pembinaan SMA.
Melalui pemahaman tersebut, pelaksanaan
reformasi birokrasi dapat berjalan dengan optimal.
Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan SMA
mengadakan kegiatan bimtek dengan tujuan

mensosialisasikan dan menyusun program kerja

untuk pencapaian reformasi birokrasi. Langkah




pelaksanaan bikmtek dimulai dari koordinasi
dengan semua pihak yang terlibat agar
pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif. Hasil
yang diperoleh bimtek dan proses yang terjadi
selama bimtek berlangsung di evaluasi kembali
oleh Subbag Tata Usaha.

Selain itu, dalam kegiatan ini dilakukan sosialisasi
sekaligus penyusunan instrumen evaluasi
terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) yang
telah dikembangkan sebelumnya. Evaluasi juga
dilakukan wuntuk mengidentifikasi, kebutuhan
POS yang belum terpenuhi. POS menjadi salah
satu indikator dalam ketercapaian Reformasi
Birokrasi, sehingga diperlukan perencanaan yang
terukur, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta
evaluasi yang dapat mengukur hasil dari

perencanaan yang telah ditetapkan.

II. 5627.970.001.055 Pelayanan Umum, Pelayan Rumah
Tangga, dan Perlengkapan

a. Pameran/Visualisasi/Publikasi
Terdapat tiga event nasional yang dapat menjadi
sarana bagi Direktorat Pembinaan SMA dalam
mempublikasikan karya peserta didik yang
mengikuti berbagai lomba baik pada tingkat
nasional maupun internasional. Ketiga event itu
adalah hari pendidikan nasional, hari guru, dan
saat rembuk nasional. Melalui publikasi hasil
karya peserta didik, diharapkan para tamu
undangan yang hadir dapat mengapresiasi hasil

karya tersebut. Selain itu terdapat video

pembelajaran dalam bentuk DVD dan berbagai




buku terkait pendidikan tingkat SMA yang menjadi
hasil karya Direktorat Pembinaan SMA. Melalui
buku-buku tersebut, diharapkan tamu undangan
dapat mengetahui  program  yang  telah
dilaksanakan dan direncanakan oleh Direktorat
Pembinaan SMA khususnya dalam meningkatkan
mutu dan tata kelola SMA serta memperluas akses

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembinaan dan peningkatan motivasi pegawai

Pembinaan dan peningkatan motivasi pegawai
dilaksanakan untuk meningkatkan produktifitas
dan efektifitas kerja serta menumbuh kembangkan
suasana kondusif dan kompetitif yang sehat antar
pegawai di Lingkungan Direktorat Pembinaan
SMA. Melalui pembinaan dan peningkatan
motivasi pegawai, para peserta akan diberikan
materi terkait komunikasi, kerjasama tim,
tatalaksana, kepegawaian, capaian pada tahun
2018, dan program-program yang akan dijalankan
pada tahun 2019. Seluruh pegawai di lingkungan
Direktorat Pembinaan SMA diharapkan memiliki
persamaan persepsi terkait program dan layanan
yang akan diberikan pada tahun 2019. Selain itu,
melalui pendekatan softskill dharapkan kerjasama
dan komunikasi antar pegawai menjadi efektif. Hal
tersebut dapat membantu capaian pekerjaan yang
optimal. Materi lain yang disampaikan terkait
pemecahan masalah atau problem solving. Tujuan
akhir dari kegiatan ini meningkatkan pengetahuan
peserta terkait program dan hal-hal internal

Direktorat = Pembinaan  SMA, keterampilan

komunikasi dan pemecahan masalah, dan sikap




penuh dedikasi untuk melayani masyarakat

melalui pekerjaannya sehari-hari.

Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan
Persuratan dan Kearsipan

Tujuan Bimtek ini adalah para peserta diharapkan
dapat memahami mekanisme prosedur tata
naskah dinas persuratan meliputi Jenis Naskah,
pengamanan dan penyampaian, pencatuman
alamat, pemberian nomor, tanggal dan kode
naskah. Hal tersebut menjadi hal penting karena
tata naskah dinas merupakan salah satu
komponen penting didalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pemberian layanan kepada
masyarakat. Melalui pemahaman prosedur tata
naskah dinas yang baik, penyelenggaran dan
pemberian layanan dapat berjalan optimal. Terkait
Pengelolaan Arsip terdapat beberapa komponen
didalamnya yang meliputi arsip aktif, Inaktif, arsip
Fital, arsip Audiofisual, arsip elektronik serta masa

retensi arsip dan penyusutan arsip.

Pelatihan Bahasa Inggris

Hubungan dengan pihak asing menjadi salah satu
hal yang tidak dapat dihindarkan saat ini. Era
globalisasi dan industri 4.0 mendesak terjalinnya
hubungan internasional dan pelibatan berbagai
lembaga yang berasal dari berbagai negara.
Hubungan internasional tersebut dapat terlaksana
dengan baik apabila kualitas penguasaan bahasa

asing yang dimiliki oleh sumber daya manusia

berada pada kategori baik. Oleh sebab itu,




pelatihan bahasa inggris menjadi kebutuhan yang

hendaknya dapat dilaksanakan.

Teknis Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
Terkait pengelolaan kepegawaian, terdapat
beberapa kebijakan yang mengatur terkait
pengelolaan kepegawaian yakni Undang-undang
nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil
negara, dan peraturan pemerintah nomor 53
tahun 2010. Menindaklanjuti kebijakan tersebut,
Direktorat Pembinaan SMA mengadakan kegiatan
bimbingan teknis pengelolaan administrasi
kepegawaian. Kegiatan tersebut bertujuan untuk
menguatkan dan meningkatkan pemahaman
terkait prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan
kode perilaku, jenis status dan kedudukan, fungsi
tugas, dan peran jabatan, hak dan kewajiban
aparatur sipil negara.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian memberikan pemahaman kepada
pimpinan dan pengelola kepegawaian tentang
peraturan-peraturan kepegawaian, pedoman kerja
kepegawaian dan meningkatkan kinerja staf

pengelola kepegawaian secara professional.

Bimbingan Teknis Penyusunan SKP

Direktorat Pembinaan SMA mengadakan
bimbingan teknis penyusunan SKP dalam rangka
peningkatan  kemampuan = pegawai  terkait
penyusunan SKP Kkhususnya terkait teknis
pelaksanaan yang meliputi perencanaan target

kinerja, pengisian target kinerja, log harian, dan

realisasi SKP. Melalui kegiatan ini diharapkan




penyelenggaraan SKP menjadi optimal sehingga
mendukung pencapaian reformasi birokrasi di
Kemdikbud.

Sinkronisasi Data Kepegawaian

Sinkronisasi data kepegawaian dilakukan untuk
melakukan pembaruan terhadap data pegawai.
Perubahan atau dinamika data pegawai seringkali
terjadi akibat perubahan pada status, keluarga,
maupun pendidikan pegawai. Kegiatan diperlukan
agar data pegawai yang terdapat pada aplikasi
yang ditetapkan sesuai dengan kondisi terkini. Hal
ini menjadi penting karena perencanaan
kepegawaian memerlukan data pegawai terkini.
Melihat kondisi tersebut, Direktorat Pembinaan
SMA berencana untuk melaksanakan sinkronisasi

data kepegawaian pada dua tahap

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
bermanfaat bagi pegawai untuk mengetahui proses
pengadaan barang dan jasa. Untuk menjadi
pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan
di butuhkan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang
dan Jasa. Bimbingan Teknis ini Berguna untuk
memutakhiran pengetahuan terkait pengadaan
barang dan jasa terutama di dalam regulasi atau

kebijakan yang terkait.

Bimbingan Teknis Pengembangan
Jaringan /Website

Jaringan yang optimal dapat membantu

penyelenggaraan pemerintah dan pemberian




layanan kepada masyarakat agar berjalan dengan
efektif dan efisien. Jaringan yang dimaksud adalah
sistem yang terdiri dari komputer-komputer dan
perangkat-perangkat jaringan lainnya yang
terhubung satu sama lain, bekerja sama untuk
mencapai suatu tujuan. Melihat kebutuhan yang
mendesak  terkait pengembangan  jaringan
tersebut, Direktorat Pembinaan SMA mengadakan
bimbingan teknis pengembangan jaringan dengan

rincian kegiatan sebagai berikut.

Bimbingan Teknis Pengembangan Integritas
Pegawai

Integritas merupakan nilai-nilai yang dimiliki
seseorang dan menjadi acuan dalam setiap
pengambilan keputusan dalam pekerjaannya.
Apabila seorang pegawai memiliki integritas yang
baik, hasil dari pekerjaannya akan berkualitas dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Bimbingan Teknis Perpajakan

Direktorat Pembinaan SMA sebagai salah satu unit
kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
memiliki  kewajiban  terhadap  pengelolaan
keuangan yang digunakan pada setiap program
yang telah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan
tersebut dilakukan oleh staff dengan jabatan yang
relevan. Dinamika organisasi Direktorat
Pembinaan SMA mengakibatkan terjadinya rotasi
terhadap staff yang mengelola keuangan. Di sisi

yang lain, pengelolaan keuangan menjadi hal yang

krusial di dalam penyelenggaraan pemerintah.




Terdapat berbagai macam kebijakan dan

peraturan yang harus diikuti.

Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi II
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu agenda
utama, khususnya dalam hal peningkatkan
kualitas tata kelola di lingkungan Direktorat
Pembinaan SMA. Reformasi birokrasi dilakukan
dengan melakukan penguatan di kedelapan aspek
yakni manajemen perubahan, penguatan
akuntabilitas kinerja, penguatan tata laksana,
penguatan perundah-undangan, penguatan
pengawasan, penguatan kelembagaan, penguatan
manajemen SDM ASN, dan peningkatan kualitas
layanan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan
teknis reformasi birokrasi I, dilakukan kembali
evaluasi terhadap progres pelaksanaan program
kerja yang telah disusun. Evaluasi tersebut
menghasilkan rekomendasi yang digunakan untuk
meningkatkan dan memperbaiki kinerja

pelaksanaan RBI Direktorat Pembinaan SMA.

Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi
Pegawai

Melihat pentingnya kompetensi pegawai dalam
pelaksanaan program pada lingkungan Direktorat
Pembinaan SMA, Subbag TU mengadakan
kegiatan untuk meningkatkan kompetensi

pegawai. Melalui kegiatan ini, diharapkan pegawai

yang mengikuti bimtek dapat memiliki kompetensi




yang baik dan dapat menerapkannya pada

pekerjaannya sehari-hari.

Bimbingan Teknis Pemanfaatan TIK

TIK menjadi instrumen utama bagi Direktorat
Pembinaan SMA saat ini, karena hampir semua
penyelenggaraan kegiatan menggunakan alat ini.
Oleh sebab itu, kompetensi pegawai dalam
menggunakan TIK menjadi hal yang utama saat
ini. Melihat hal tersebut, Direktorat Pembinaan
SMA mengadakan kegiatan pemanfaatan TIK
dengan tujuan meningkatkan kompetensi pegawai
terkait penggunaan TIK. Melalui kegiatan ini,
diharapkan pegawai dapat menggunakan TIK
dalam pekerjaannya sehari-hari sehingga kinerja

yang dicapai dapat optimal.

Sosialisasi Kebijakan Direktorat

Kebijakan tersebut dikembangkan oleh masing-
masing subdit sesuai dengan tugas dan fungsi
yang diatur dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja di
Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan.
Kebijakan yang telah dikembangkan masing-
masing  subdit memiliki urgensi  untuk
disosialisasikan  kepada  seluruh pegawai
Direktorat Pembinaan SMA. Hal tersebut perlu
dilakukan agar seluruh pegawai memiliki
persamaan persepsi dan informasi mengenai

seluruh kebijakan Direktorat Pembinaan SMA.

Selain itu, seluruh pegawai Direkrtorat Pembinaan




SMA juga memerlukan informasi mengenai

pencapaian program yang telah dikerjakan.

Penghapusan Barang Milik Negara

Proses penghapusan barang milik negara
merupakan proses yang harus dilakukan terhadap
BMN yang sudah tidak dapat digunakan. Proses ini
membutuhkan proses dan mekanisme yang
berlaku sesuai dengan perundangan-undangan.
Selain itu, kegiatan ini membutuhkan tim yang

memiliki kompetensi dan tupoksi terkait BMN ini.

Bimbingan Teknis Pengembangan Dokumen dan
Publikasi

Berbagai program yang telah dilakukan oleh
masing-masing subdit dan subag di lingkungan
Direktorat Pembinaan SMA, perlu untuk
dipublikasikan. Hal tersebut untuk mendukung
keterbukaan informasi publik seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publikasi
yang dilakukan hendaknya sesuai dengan
perkembangan terbaru dan target dari publikasi.
Publikasi disusun dalam narasi dan bentuk yang
relevan dengan kondisi saat ini, sehingga pesan
yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat
tersampaikan.

Publikasi juga dapat dijadikan sarana untuk
menjelaskan kepada masyarakat capaian-capaian

yang telah diperoleh Direktorat Pembinaan SMA.

Bimbingan Teknis Penatausahaan Satker




Salah satu komponen yang diperlukan untuk
mencapai reformasi birokrasi adalah penguatan
penatausahaan Direktorat Pembinaan SMA.
Penatausahaan ini termasuk didalamnya adalah
pembuatan SOP/POS  yang dilaksanakan
Direktorat Pembinaan SMA. Kegiatan bimtek ini
dilakukan untuk meningkatkan kualitas SOP/POS
melalui review dan evaluasi, serta perubahan
SOP/POS agar pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat menjadi lebih baik.

Bimbingan Teknis Inventaris BMN

Inventarisir menjadi hal yang penting, karena
melalui kegiatan ini Direktorat Pembinaan SMA
dapat mengetahui kondisi BMN yang berada di
Direktorat Pembinaan SMA. Dengan mengetahui
kondisi BMN, Subbag Tata Usaha dapat
melakukan perencanaan untuk memperbaiki dan
menambah BMN sesuai dengan kebutuhan yang
ada.

Inventaris BMN memerlukan kompetensi
tersendiri dengan melibatkan staff yang sesuai
dengan tupoksinya. Diperlukan peningkatan
kompetensi sesuai dengan paraturan dan
perundangan yang terbaru terkait invetaris BMN.
Kegiatan akan dilakukan dalam beberapa tahap

sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Bimbingan Teknis Peningkatan Public Speaking
Kompetensi dalam bidang public speaking menjadi
kemampuan yang diperlukan bagi pegawai di

lingkungan Direktorat Pembinaan SMA.

Kompetensi tersebut diperlukan agar pegawai




dapat menyampaikan berbagai kebijakan di
lingkungan Direktorat dan dapat berinteraksi
dengan masyarakat. Pegawai dapat mengetahui
bagaimana cara berkomunikasi pada lingkup
audience yang besar. Kompetensi ini menjadi
penting agar pesan yang hendak disampaikan
pegawai sebagai perwakilan dari Direktorat
Pembinaan SMA dapat tersampaikan kepada

masyarakat luas.

II1. 5627.970.001.053 Pengelolaan Keuangan dan

Perbendaharaan

a)

b)

Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan
Keuangan

Pengelolaan keuangan tersebut dilakukan oleh
staff dengan jabatan yang relevan. Dinamika
organisasi Direktorat Pembinaan SMA
mengakibatkan terjadinya rotasi terhadap staff
yang mengelola keuangan. Di sisi yang lain,
pengelolaan keuangan menjadi hal yang krusial di
dalam penyelenggaraan pemerintah. Terdapat
berbagai macam kebijakan dan peraturan yang
harus diikuti. Kompetensi dari para pengelola
keuangan pun menjadi hal yang utama di dalam
mengelola keuangan Direktorat Pembinaan SMA.
Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan
keterampilan dalam pengelolaan keuangan,
Direktorat Pembinaan SMA mengadakan kegiatan
bimbingan teknis administrasi pengelolaan

keuangan.

Penyusunan Laporan Satuan Kerja




Laporan Keuangan Satuan Kerja (SATKER)
dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan,
mengolah, menganalisis dari aspek keuangan
berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh
Direktorat Pembinaan SMA. Laporan ini disusun
dalam rangka pemenuhan akuntabilitas Direktorat
Pembinaan SMA. Kegiatan ini diperlukan agar
koordinasi dan penyusunan laporan dapat
dilakukan dengan intensif dan menghasilkan

laporan yang memiliki akuntabilitas yang baik.

Penyusunan Laporan Simak BMN

SIMAK BMN merupakan aplikasi yang berisi data
terkait barang milik negara. Dalam rangka
pencapaian reformasi birokrasi khususnya dalam
indikator akuntabilitas, Direktorat Pembinaan
SMA melaksanakan kegiatan untuk menyusun
laporan kondisi BMN dengan menggunakan
aplikasi SIMAK BMN. Kegiatan ini diperlukan
karena kondisi BMN pada Direktorat Pembinaan
SMA mengalami perubahan akibat penghapusan

barang dan penambahan barang milik negara yang

baru.







BAB IV
PENUTUP

Upaya Pencapian Pada Program Prioritas Bidang Pendidikan
,Sasaran Stategi, Dan Indikator Kinerja Kegiatan, Dilakukan Oleh
Direktorat Pembinaan SMA Melalui Perencanaan Kebijakan Serta
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan. Hal Tersebut Untuk Memenuhi
Tujuan Tersebut, Pemerintah Mengupayakan Pemenuhan
Pendanaan Pendidikan Melalui Penyediaan Bantuan Merupakan
Dana Dan Bimbingan Teknis Yang Bertujuan Untuk Menyediakan
Layanan Pendidikan Baik Dari Sisi “Supply” Maupun “Demand”.
Dari Sisi “Supply” Penyediaan Layanan Pendidikan Difasilitasi
Melalui Penyediaan Dana Bantuan Yang Dapat Membantu Seolah
Untuk Memenuhi Biaya Investasi Dana Operasional Sekolah.
Sedangkan Sisi “Demand” Difasilitasi Melalui Penyediaan Dana
Bantuan Untuk Siswa Yang Dapat Membantu Mereka Untuk
Meningkatkan “Daya Beli” Terhadapa Layanan Pendidikan SMA.
Bedasarkan Peratuan Pemerintah Nomor. 48 Tahun 2008
Pendanaan Pendidikan Dikatagorikan Menjadi 3 (Tiga) Komponen,
Yaitu: Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), Biaya
Operasional Sekolah (Biaya Di Satuan Pendidikan), Dan Biaya
Pribadi Peserta Didik.

Implementasi Perncanaan Kebijakan Serta Pelaksanaan Program
Dan Kegiatan Direktorat Pembinaan SMA Mengacu Pada Konsep
Tersebut Diatas. Biaya Investasi Sekolah Dipenuhi Melalui
Penyediaan Bantuan Sarana Dan Prasarana . Sedangakan Biaya
Operasional Sekolah Berusaha Dipenuhi Memalui Penyediaan Dana
Untuk Operasional Sekolah Melalui Program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMA. Untuk Meningkatkan Daya Beli Siswa
Terhadap Layanan Pendidikan Sma, Pemerintah Mengalokasiakan

Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Yang Dapat

Digunakan Siswa Untuk Biaya Operasional Mereka.




Dokumen Ini Bertujuan Untuk Memberikan Gambaran Tentang
Deskripsi Program-Program Pembangunan Pembangunan
Pendidikan Sma Tahun 2019 Dan Konstribusi Program-Program
Tersebut Dalam Usaha Untuk Mencapain Target Kinerja
Pembangunan Pendidikan SMA Dan Target Ikk Direktorat
Pembinaan SMA Dan Menjadi Pedoman Pelaksanaan Kebijakan,
Program Dan Kegiatan Direktoat Pembinaan SMA;Serta
Memberikan Bahan Informasi Pelaksanaan Program Dan Kebijakan
Direktorat Pembinaan SMA Dalam Lingkup Internal Kementrian
Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Lembaga Ekternal Terkait
Lainnya.

Melalui Dokumen Proram Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun
2019 Ini Diharapkan Akan Tergambar Secara Tugas Pokok Dan

Fungsi, Organisasi Dan Sumber Daya Manusia , Alokasi Anggran,

Dan Deskripsi Program Dan Kegiatan Direktorat Pembinaan Sma

Tahun 2019
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